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1.1 Latar Belakang

Setiap negara mempunyai alasan dan skala priontas yang berbeda dalam
menetapkzen kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan dapat diarahkan pada
peningkatan kesejahteraan melalui  peningkatan kuaiitas  hidup, pendapatan,
kesempatan kerja, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Tujuan akhir pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil
dan makmur (madani) bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional di
bidang ckonomi vang tertuang di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
Tahun 1999 bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik
dan lebih merata melalut upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan
landasan pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Todaro (2000b : 14),
pembangunan di bidang ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, stabilitas harga (inflasi), mengurangi pengangguran, mengurangi
ketidakmerataan distribusi pendapatan dan mengurangi ketimpangan neraca
pembayaran. Adapun usaha-usaha yang dilakukan pemerintah adalah menentukan
arah kebijakan pembangunan sesuai dengan potensi dan kemampuan keuangan
negara, di antaranya mengembangkan ckonomi kerakyatan yang bertumpu kepada
mekanisme pasar dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan
dan pembangunan ekonomi, kesempatan kerja dan berusaha, nilai-nilai keadilan,
kepentingan sosial, kualitas kehidupan, pembangunan berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan. Dengan usaha tersebut akan terjamin kesempatan yang sama bagi
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seluruh masyarakat dalam berpartisipasi dan mentkmati hasil-hasil pembangunan
ekonominya, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Pembangunan ekonomi di masa mendatang akan menghadapi perubahan

eksternal dan internal yang cukup besar. Perubahan eksternal ini adalah konsekwensi
dari arus globalisasi yang berimplikasi berupa berlakunya perdagangan bebas dan
perubahan internal berupa diberlakukannya otonomi daerah. Secara lebih lengkap
The Group of Lisbon (1995:21) mendefinisikan :
“Globalisasi merupakan sebuah proses keterlibatan dan ketergantungan yang intensif
antar negara-negara dan masyarakatnya dalam berbagai kegiatan kehidupan tanpa
batas, namun dengan adanya globalisasi tidak berarti, bahwa setiap negara atau
masyarakat menjadi satu dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-
fain™.

Calam hubungannya dengan globalisasi ekonomi, liberalisasi, privatisasi
dan deregulasi merupakan tiga motor penggerak utama dari globalisasi. Liberalisasi
dari aliran modal merupakan faktor terpenting yang mempercepat pencapaian
kapitalisme global dan kesejahteraan dunia. Menurut Firdausy (2000), aliran modal
ini terdiri dari tiga katagori utama, yakni :

I. Menyangkut aliran uvang dan keuangan yang berkaitan dengan perdagangan
barang dan jasa , misalnya transaksi ekspor, impor dan pengeluaran wisatawan.

2. Penanaman modal asing langsung yang tidak hanya meliputi pengalihan
modai, melainkan juga keterampilan manajemen dan teknologi.

3. Investasi portfolio (investasi tidak langsung) dan berbagai tipe transaksi
finansial lainnya.

Dalam hal privatisasi sebagai fakior penggerak kedua globalisasi, telah
dibuktikar, bahwa privatisasi dapat berfungsi dalam mengalokasikan secara baik
sumber daya bagi kepentingan produsen dan konsumen melalui mekanisme pasar.

Hal yang sama juga telah terbukti dalam memobilisasi kemampuan dan keinginan

masyarakat untuk merespon permintaan pasar melalui dana dan investasi masyarakat.
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Agar hberalisasi dan privatisasy dapat berjalan cfisien dalam  proses
globalisasy, diperlukan unsur ketiga, vaitu dercgulasi. Dengan adanya dercgulasi ini
peran permerintah dalam kegiatan ckonomi akan semakin berkurang, sehingga hanya
kekuatan pasar vang diperlukan dalam mengatur seluruh kegiatan dari fungsi
perckonomian nasional dan internasional pada tingkat lokal, regional dan global.
Dengan demikian, deregulasi disatu pihak merupakan suatu fase transisi menuju
terciptanya privatisast penuh dan liberalisasi. sedangkan dilain pihak kebijakan
deregulas: dapat berfungs: dalam mendorong privatisasi dan liberalisasi.

13agi perckonomian nasional, menurut Firdausy (2000), dampak globalisasi
ckonomi dupat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu :

1. Dampak globalisast pada kondisi internal.
2. Dempak globalisas: pada kondist eksternal.

Bentuk dampak pada kedua kondisi int dapat berupa dampak positif atau
schaliknya dapat berupa dampak negatif Dalam hal dampaknya pada kondisi
internal, globalisasi ekonomi dapat mengubah pola perilaku pelaku-pelaku ekonomi
nasional dalam proses di satu pihak dan perubahan struktur ekonomi serta kebijakan
ckonomi pemerintah di lain pihak. Perubahan dalam proses produksi antara lain dapat
meliputi semakin tingginya pengpunaan faktor produksi yang kompetitif dalam
perdagangan dan investasi pada sektor vang tradeables, serta berkembang industri
nasional vang kompetitif. Sedangkan perubahan strukturat yang mungkin terjadi
dapat meliputi perubahan dalam scktor ekonomi dan orientasi sektor tradisional

menuju kepada sektor ekonomi modern. Perkembangan ini membawa implikasi pada
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perubahan kebijakan ekonomi mikro perusahaan dan makrockonomi, kebijakan pasar
dan lain-famn.

Keuntungan dart perubahan struktural dari globalisasi bagi perusahaan
adalah mendorong perusahaan (pelaku-pelaku ekonomi) untuk melakukan kerja sama
antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dengan adanya kerjasama antar
perusahaan ini, maka akan diperoleh turunnya biaya untuk kegiatan litbang (R & D),
memperpendek daur hidup produk (product life cycle). terjadinya lompatan teknologi,
kepastian kemudahan untuk perolehan teknologi, kerjasama dalam pembiayaan
pengembangan teknologi, perolehan sumber daya manusia yang berkualifikasi tinggi
dan kemudahan memperoleh sumber-sumber dana bagi pembangunan serta masuknya
teknologi informasi (Youngzheng, 2006).

Perubahan pada kondisi eksternal dapat meliputi perubahan dalam kebijakan
perdagangan dan investasi internasional, sistem moneter internasional, dan hubungan
ekonomi internasional lainnya. Perubahan-perubahan yang terjadi ini selanjutnya
tidak lagi dapat diidentifikastkan sebagai kegiatan nasional, melainkan sudah bersifat
giobal.

Dampak globalisasi akan cenderung menghasitkan ekternalitas negatif, jika
suatu perckonomian tidak dapat bersaing dan tetap inefisien. Hal ini terutama karena
kekuatan dan daya saing ekonomi nasional masih jauh dari yang diharapkan,
Kekuatan ekonomi yang lemah ini selanjutnya diperparah lagi dengan adanya krisis
moneter yang me;nimbulkan krisis ekonomi vang berkepanjangan, apalagi tanda-tanda

pemulihar. perekonomian juga relatif masih belum nampak {Irawan, 2005:291).
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Di samping itu, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh berbagai

faktor demografi, seperti pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan dan angkatan
kerja, namun aspek demografi ini tidak secara langsung mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi (Kelley and Schmidt, 1995). Peningkatan stok kapital yang ditandai dengan
peningkatan 1nvestasi setiap tahun menunjukkan adanya pertambahan peralatan
modal atau kemajuan teknologi yang terbawa melalui penambahan peralatan modal
dan sarana produksi serta perluasan kapasitas produksi melalui pengembangan
industri yang sudah ada, dilain pihak pertambahan penduduk justru memben tekanan
negatif terhadap pertumbuhan owutput (Pancawati, 2000). Selain itu, faktor
kelembagaan ternyata banyak menimbulkan masalah di bidang investast (Lumbuun,
2005). Dengan demikian, globalisasi ekonomi, krisis moneter dan krisis ekonomi
dampaknya baru terlihat pada pasca krisis yang sangat berpengaruh pada kinerja
investasi dan ekspor nasional yang bermuara kepada terbatasnya modal untuk
membiayal pembangunan yang ditargetkan.

Intuk ﬁlencapai target atau sasaran pembangunan nasional tersebut, telah
disusun strategi kebijakan sektoral maupun perwilayahan secara bertahap, yang telah
dituangkan dalam Rencana Pembangunan. Pembangunan bidang ekonomi pada
dasarnya masih banyak menekankan pendekatan sektoral, di mana perencanaan
secara makro masth mengikuti sistem pencapaian target peningkatan produksi untuk
masing-masing sektor yang bersangkutan. Dengan tercapainya target sektoral,
diharapkan di samping pendapatan per kapita setiap tahun dapat meningkat, juga akan
mengakibatkan perubahan/transisi sektoral pertanian ke sektor lainnya (non-agraris),

sehingga akan terjadi pola yang semakin berimbang. Dengan berubahnya struktur
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perekoncmian secara sektoral tersebut, diharapkan akan diperoleh landasan yang

lebih kuat bagi pelaksanaan pembangunan pada tahap-tahap selanjutnya.

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multi dimensional yang
mencakup berbagai perubahan yang mendasar atas struktur sosial, sikap dan perilaku
masyarakat serta institusi-institusi nasional di samping tetap mengejar akselerasi
pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan
kemiskinan. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung kepada
tingkat pendapai%an nasional rata-rata dan lebar sempiinya kesenjangan dalam
distribusi pendap;ltan. Tujuan pembangunan itu sendiri dapat dicapai dengan berbagai
cara, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara atau daerah
(Todaro, 2000a:92).

Lebih lanjut Todaro (2000a: 41) mengatakan, bahwa negara dengan luas
wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar justru senantiasa dihadang
banyak persoalan rumit mulai dari beratnya tugas pengawasan administratif,
pembinaan kesatuan nasional dan penanggulangan ketidakseimbangan regional.
Ternyata antara luasnya wilayah suatu negara, tingkat pendapatan per kapita, serta
meratanya distribusi pendapatan nasional berkaitan satu sama lainnya.

Pereckonomian di setiap negara terbentuk dari berbagai macam kegiatan
ekonomi yang dilakukan di negara tersebut. Pembangunan ekonomi itu sering
ditafsirkan sebagai pertambahan pendapatan nasional atau produk bagi suatu bangsa,
tanpa mempersoalkan siapa yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut.
Di negara-negara berkembang, model yang dipergunakan untuk mengukur
pertumbuhan ekonominya adalah diukur dengan kenaikan GNP per kapita, sehingga
mengakibatkan laju pertumbuhan material yang meningkat, namun bersamaan dengan

itu muncul pula’ persoalan baru, yaitu masalah pemerataan hasil pembangunan.
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Tingginya tingkat penghasifan per kapita yang dicapai tidak menjamin pemerataan

hasil pmnbanguqan. Laju pertumbuhan yang tinggi itu diikuti oleh kesenjangan
pendapatan yang semakin melebar, di samping terjadinya urbanisasi yang tidak dapat
dibendung sebagai akibat terkonsentrasinya industrialisasi di daerah perkotaan
{Ardani, 1996:12).

Strategi pembangunan yang memberikan tekanan cukup besar pada
pemerataan pembangunan dan hasil-hasiinya, ternyata realisasinya tidak selalu
demikian. Dari berbagal kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah tampaknya
obsesi pada keyakinan, bahwa apabila pertumbuhan ekonomi terus dipacu secara
perlahan tapi pasti pemerataan akan terjadi dengan sendirinya. Pemeratan
pembangunan yang identik masalahnya dengan kesenjangan pembangunan adalah
masalah ketidakmerataan antar golongan penduduk. Hal imi dapat dilihat dari
perbedaan dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk
perbedaar tingkat pendapatan maupun tingkat kesejahteraan masyarakat, antara lain
dikarenakan perbedaan luas masing-masing wilayah, kepadatan penduduk dan adanya
perbedéan laju pertumbuhan ekenominya {Syafrizal, 1997:7).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang sangat diperfukan, tetapi bukan
berarti, bahwa pertuwmbuhan yang tinggi itu akan menjamin terwujudnya ketimpangan
yang mak:n rendah. Pernyataan ini dihadap: oleh hampir semua negara berkembang,
bahwa- pertumbuihan ekonomi yang cukup tinggi di negara-negara dunia ketiga
ternyata tidak membawa implikasi terhadap terciptanya pemerataan (Ulhaq,
1995:135). Kebijakan pembangunan telah berhasil menggalang mobilisasi dana
masyarakat, namun alokasi investas: antar sektor dan antar daerah telah menciptakan
ketidakmerataan distribusi pendapatan masyarakat antar sektor dan antar daerah

(Yasa, [966:42).
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Stern (1991) menyebutkan, bahwa dalam proses pertumbuhan ekonomi

suatu negara akan membutuhkan akumulasi modal fisik, kemajuan teknologi, adanya
inovasi dan ide-ide baru dan pertumbuhan penduduk. Sen (1983) mengatakan, bahwa
perkembangan ekonomi sebagai situasi di mana telah terjadi expansion of people’s
capabilities yang antara lain dibuktikan dengan meluasnya pemilikan harta oleh
rakyat. Sementara itu, Chakravarty (1987:26) mengemukakan, bahwa suatu ekonomi
baru dapat disebut berkembang, jika telah terjadi pertumbuhan, pemerataan dan
peningkatan kreatifitas rakyat.

Pembangunan eckonom:i dapat dikatakan berhasil bilamana tingkat
kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya konsumsi akibat
adanya pendapatan yang meningkat. Pendapatan yang meningkat sebagai hasil dan
produksi yang meningkat. Proses ini terpenuhi bila asumsi-asumsi, yaitu partisipasi
masyarakat secara penuh (full employment), setiap orang mempunyai tingkat
kemamypuan vang sama (equal productivity) dan masing-masing pelaku bertindak
rasional.

Tidak diragukan lagi, bahwa tahap pembangunan nasional dewasa i
memang masth jauh dari tujuan akhir, yaitu keadilan sosial ke arah kesejahteraan
masyarakat yang meskipun rata-rata pendapatan per kapita sudah meningkat 10-15
kali dalam periode 41 tahun sejak tahun 1966, namun belum dinikmati oleh semua
orang dan mengarah pada pemerataan. Keadaan justru scbaliknya, terdapat
ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang cukup signifikan antara mereka
yang kaya yang sudah mampu menikmati kemakmuran dan kesejahteraan yang tinggi
dengan mereka yang masih berada pada tahap rata-rata atau bahkan di bawah rata-
rata. Anggota masyarakat yang berada di bawsh tmgkat pendapatan rata-rata ini
masih cukup banyak. Gejala ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemiskinan,

pelebaran kesenjangan pembagian pendapatan yang disebabkan oleh menurunnya
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produksi nasional, penurunan pendapatan per kapita dan penurunan produktivitas

faktor produksi serta penurunan tingkat kesejahteraan, padahal pembangunan itu
sendiri bertujuan sebaliknya.  Kondisi ini merupakan owfput dari pembangunan
ekonomi sebagai proses transisi dan transformasi yang berkisar pada perubahan
struktural. Perubahan struktural ini menyangkut perubahan pada struktur dan
komposisi produk nasional, kesempatan kerja produktif, ketimpangan antar sektor,
antar daerah, ar;tar golongan masyarakat, kemiskinan dan kesenjangan antara
aolongan ncrpendapatan rendah dan tinggi.

Menurut Kuznets (1993:92), pengalaman empiris membuktikan  dengan
memngkarnya pendapatan (pertumbuhan  ¢konomi) akan terjadi pergeseran-
pergeséran pada komposisi produk nasional, kesempatan kerja preduktif dan pola
perdagangan. Kondisi ini akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Struktur ekonomi sektoral Indonesia menurut kontribusi pembentukan nilai
tambah masing-masing sektor bergeser dari sektor Sekunder dan Tersier ke sektor
Primer, seperti tampak pada Tabe!l 1.1 di halaman 10. Kontribusi sektor Sekunder dan
Tersier terhadap PDB masing-masing turun dari tahun 1996 sampai tahun 20035.
Kondisi ini disebabkan oleh krisis multi dimensi yang dimulai pertengahan tahun
1997 dan kasus bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 telah berdampak langsung
terhadap eksistensi industri pariwisata yang merupakan basis perkembangan sektor
Tersier, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap perekonomian nasional
melalul efek keterkaitan ke belakang dan ke depan. Hal im adalah akibat dart
kenyataan, bahwa industri pariwisata sangat peka terhadap isu keamanan, 1su
penyakit, zejolak politik dan lainnya yang kemungkinan akan makin sering terjadi di
tengah-tengah er:a globalisasi. Selama krisis moneter, sektor Primer ternyata jauh
lebih resisten terhadap gejolak krisis dibandingkan sektor Sekunder dan sektor

Tersier.
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Tabel 1.1
TRANSISI KEGIATAN SEKTORAL PEREKONOMIAN INDONESIA
TAHIUN 1996 — 2005 BERDASARKAN NILAI TAMBAH ATAS DASAR
HARGA KONSTAN TAHUN 1993

= msss——
Sektor 1996 1998 2000 2002 2005
1 | Primer 15,42 17,28 26,41 25,55 23,84
2 | Sekunder 42,97 42,23 33.88 33,96 34,68
3 | Tersier 41,61 40,49 39,71 40,49 41,48
Total 100,00 100,00 100,00 | 100,00 100,00
A ————

Sumber : BPS Jakarta, 1998 dan 2006
Perubahan / transisi sektoral dari perekonomian Indonesia menurut nilai

tambah tahhun 1996 — 2005 juga dapat dilihat pada Gambar 1.1.

M Primer
B Sekunder
B Tersier

15896 1998 2000 2002 2005

Sumber : Tabe] 1.1

Gambar 1.1. PERUBAHAN/TRANSISI SEKTORAL PEREKONOMIAN
INDONESIA MENURUT NILAI TAMBAH TAHUN 1996 -2005

Kontribusi sektor Primer terhadap PDB naik dari tahun 1996 sampai 2005 yang

diikuti olelr turunnya kontribusi sektor Sekunder dan Tersier.
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Struktur ekonomi sektoral berdasarkan penyerapan tenaga kerja terjadi

sebaliknya, di m:lana bergeser dari sektor Primer ke sektor Sekunder dan Tersier.
Penyerapan tenaga kerja di sektor Primer turun pada tahun 2005 dari tahun 1993 dan
penyerapan tenaga kerja di sektor Sekunder dan Tersier masing-masing meningkat
pada tahun 2005 dari tahun 1993, Transisi kegiatan sektoral perekonomian Indonesia
menurut pcnycrajaan tenaga kerja tahun 1993 — 2005 ditunjukkan pada Tabel 1.2,
Tabel 1.2
TRANSISI KEGIATAN SEKTORAL PEREKONOMIAN INDONESIA
TAIIUN 1993 — 2005 BERDASARKAN
PENYERAPAN TENAGA KERJA

Distribusi Tenaga Kerja (%)

No. Kelompék Sektor

1993 1995 1999 | 2002 2005

1 | Primer 50,60 | 4398 | 4321 | 4434 44,89

. 2 | Sekunder 1568 | 1842 17,84 | 17,88 17,12
37| Tersier 3372 | 3760 | 3895 | 37,78 37,99
“Total 100,00 | 100,00 | 100,00 { 100,00 | 100,00

Sumber : BPS Jakarta, 1994-2006
sedangkan perubahan/transisi sektoral perekonomian Indonesia menurut penyerapan
tenaga kerja tahun 1993 - 2005 juga dapat dilihat pada Gambar 1.2 di halaman 12.
Pemban;gunan nasional tidak dapat dilepaskan dari pembangunan daerah,
karena wilayah indonesia terdiri atas provinsi-provinst dan kabupaten/kota serta
daerah yang lebih kecil. Di dalam GBHN 1999-2004 memuat, bahwa arah kebijakan
pembangunan daerah adalah mempercepat pembangunan daerah yang efektif dan
kuat dengan memperdayagunakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta
memperhatikan pemerataan, baik fisik maupun sosial, sehingga terjadi pemerataan

pertumbuhan ekonomi (Koswara, 2000).
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B Primer
301 W Sekunder
20- O Tersier

1993 1995 1999 2002 2005

Sumber : Tabel 1.2

Gambar 1.2 PERUBAHAN/TRANSISI SEKTORAL PEREKONOMIAN
INDONESIA MENURUT PENYERAPAN TENAGA KERJA
TAHUN 1993 — 2005

Tujuan dari pembangunan dacrah adalah untuk mewujudkan masyarakat
vang adil dan makmur yang merata material dan spiritual dan salah satu aspek
pembangunan daerah adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi
diupayakan tidak terlepas dari trilogi pembangunan, yaitu adanya pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi, adanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
serta adanya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis (Sriyasa, 1999).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang

mengelola sumber daya dan potensi-potensi yang  dimiliki serta sekaligus

bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan demi mensejahterakan

: Lal 1 i ;
yoma, e :
' BT Y
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masyarakatnya. Selanjutnya pemerintah daerah membenkan pertanggungjawaban

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi pertanggungjawabannya kepada
masyarakatnya { Akbar dan Nurbaya, 2000).

Dengan adanya perbedaan kinerja ekonomi dan keberhasilan pembangunan
masing-masing daerah, mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara daerah di
Provinsi Bali. Kesenjangan ini dapat ditunjukkan dengan adanya perbedaan
pendapatan per kapiia, perbedaan jumiah, kepadatan, pertumbuhan penduduk antar
daerah dan perolehan Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota. Menurut Adi
{2000: 69), karakteristik yang cukup mencolok penyebab kesenjangan tersebut adalah
perbedaan dalam jumlah dan kepadatan penduduk, kondisi sarana dan prasarana dan
perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Provinsi Bali sebagai bagian integral dari wilayah Republik Indonesta,
secara acministratif wilayah terdin dari 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota.
Mengenai luas wilayah, jumlah penduduk serta kepadatan penduduk/Km® antar
wilayah di Provinsi Bali ditunjukkan pada Tabel 1.3 di halaman 14.

Tabel 1.3 menunjukkan luas wilayah Provinsi Bali pada tahun 2005 adalah
5.632,86 Km® dengan Jumlah penduduknya adalah 3.247.772 jiwa. Adapun luas
wilayah dan jumlah penduduk yang paling tinggi adalah Kabupaten Buleleng,
kemudiar. Kabupaten Jembrana, Xabupaten Karangasem, sedangkan luas wilayah
yang paliag kecil adalah Kota Denpasar.

Kepadatan penduduk di Provinst Bali maupun di kabupaten/kota tergolong

kepadatan tinggi, karena menurut WHO dalam PPLH Unud (2006 : 42), kepadatan

penduduk 1deal adalah 250 orang/kmz. Kepadatan penduduk yang paling tinggi antar
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Tabel 1.3
LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK
MENURUT KABUPATEN/KOTA DI BALL TAHUN 2095.

Jumiah Kepadatan
No. Kabupaten/ Luas Wilayzh Penduduk Penduduk/Km®
Kota (Km?) (Orang) (Orang)
1. Jembrana 841,80 224,990 267
2. | Tabanan 839,33 405.484 483
3. Badung 418,52 374.377 895
4. (Gianyar 368,00 383.591 1.042
5. | Klungkung 315,00 170.744 542
6. Bangli 520,81 211.186 405
7. | Karangasem 839,54 395.409 471
8. Buleleng 1.365,88 618.076 453
9. | Denpasar 123,98 463.915 3.742

Sumber : Bappeda dan BPS Provinsi Bali, 2006.

wilayah di Provinsi Bali berada pada Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan
Kabupaten Badung, vaitu mencapai angka melebihi kepadatan penduduk Provinsi
Bali, yang disebabkan karena dampak dari perkembangan pariwisata yang menonjol
di ketiga kabupaten/kota tersebut. Hal ini menunjukkan, bahwa masing-masing
wilayah di Provinsi Bali kepadatan penduduknya cukup tinggi kalau dibandingkan
dengan luas wilayahnya.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional, pertumbuhan ckonomi
Bali dalam kurun waktu tahun 1993 sampai dengan tahun 2005 menunjukkan
pertumbuhan yang berfluktuatif Apabila scktor-secktor ekonomi dikelompokkan
menjadi tiga, yaitu sektor Primer (P), sekunder (S) dan sektor Tersier (T), maka
perkembangan nilai tambah sektor-sektor di Provinsi Bali dengan menggunakan

angka konstan tahun 1993 ditunjukkan pada Tabe!l 1.4 di halaman 15.
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Tabel 1.4 menunjukkan , bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode tahun

1997 - 2001 mengalami penurunan dari periode 1993 — 1997 dan meningkat lagi
pada periode tahun 2001 - 2005. Sektor-sektor yang mempunyai pertumbuhan paling
tinggi selama periode tahun 1993 —~ 2005 adalah sektor Sekunder, sedangkan sektor
yang paling rendah adalah sektor Primer. Sektor Tersier, dimana didalamnya
termasuk sektor perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan tumpuan ekonomi
Bali pade periode sebelum krisis mempunyai tingkat pertumbuban pada ranking ke 2
tertinggi, demikiqn juga pada periode pasca krists ekonomi.

Perubah?an struktur ekonomi antar wilayah di Provinsi Bali dapat dilihat dari
perubahan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB kabupaten/kota. Apabila

sektor-sektor ekonomi dikelompokkan menjadi tiga, vaitu sektor Primer (P), sektor

Tabel 1.4
RATA-RATA PERTUMBUHAN SEKTOR PRIMER (P), SEKUNDER (8) DAN

TERSIER (T) PER TAHUN DI PROVINSI BALIL, 1993 — 2085 ATAS DASAR
HARGA KONSTAN TAHUN 1993 (dalam %)

= B Tahun
Sektor 1993-1997 | 19972001 | 2001-2005

APRIMER 177862 | 336 3,66
| 1. Pertanian 3,78 0,98 4,16
2. Pertambangan & Penggalian 4,84 2,38 3,16
B. SEKUNDER 10,35 3,39 5,69
3. Industri Pengolahan 11,97 3,44 4,82
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 18,55 5,79 8,65
5. Bangunan 7,31 2,79 3,61
C. TERSIER 933 2,52 4,08
_6. Perdaganan, Hotel & Rg:;sgo_r_a_n_ . LA I’gﬁﬂ - 1,46 3,49
7 Pengankutan & Komunikasi I‘ 99 2,85 3,28
8. Keu., Persew. & Jasa Perusahaan | 6,53 4,12 465
| 9. Jasajasa 8,11 3,90 4,91
TOTAL 8,25 2,34 4.67

Sumber : Bappeda dan BPS Provinsi Bali, 1994 - 2006.
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Sekunder (S) dan sektor Tersier (T), maka perubahan struktur ekonomi antar wilayah

di Provinsi Bali dapat ditunjukkan pada Tabe] 1.5.

Tabel 1.5. menunjukkan, bahwa pada periode tahun 1992, 1997, 2002 dan
2005 semua wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami perubahan struktur
ekonomi. Hal ini ditunjukkan dari menurunnya kontribusi sektor Primer terhadap
PDRB yang diikuti oleh peningkatan kontribusi sektor Tersier dan sektor Sekunder.

Namun secara umum perubahan kontribusi masing-masing sektor pada
beberapa wilayah kabupaten/kota nilainya cukup beragam. Ini berarti antar wilayah di
Provinsi Bali masing-masing mempunyal keunggulan pada salah satu sektor.
Misalnya kontribusi sektor Primer pada tahun 2002 terhadap PDRB di Kabupaten
Karangasem, Tabanan, Klungkung, Bangli, Buleleng dan Jembrana di atas kontribusi
rata-rata Provinsi Bali.

Untuk sektor Tersier, kontribusi tertinggi terhadap PDRB dicapai oleh

Tabel 1.5

KONTRIBUSI SEKTOR PRIMER (P), SEKUNDER (S) DAN TERSIER (T) DI

KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI BALI ATAS HARGA KONSTAN
1993, TAHUN 1992 - 2005 (dalam %)

L

Tahun dan Scktor
No. | Kab/Kota 1992 1997 2002 2008
P 5 T P 5 T P S T P 5 T

1. Jemtrana 39,15 E,55 5229 | 2737 14,17 58,46 2776 | 14,08 | 58,16 | 27,08 | 13,17 | 5575
2 Tabaoan -4212 | 914 | 4873 | 3563 11,00 5337 32,11 | 12,01 | 5588 | 31,04 | 11,01 | 5795
3. Bading 10,17 | 1068 | 749,14 | 6,60 9,73 23,62 7.14 990 | 8296 711 931 | 83,58
4, Cian yar 2626 | 24,37 ) 4936 | 17,73 26,83 5544 1712 | 2694 | 5594 | 1644 | 2362 | 59,94
5. Klungkung 3581 } 1092 | 53,27 { 33,70 16,86 49,44 3283 | 17,52 | 49,65 | 3209 | 1521 | 52,70
6. Bagpli 33,90 | 650 | 5960 | 3261 11,87 55,51 30,60 | 1221 | 57,19 | 31,03 | 13,09 | 5588
7. Karsagasem 3802 | 618 | 5580 | 3489 11,87 53,24 3499 | 1249 | 52,52 | 34,68 | 10,84 | 5448
8. Buleleng 4792 ] 127 | 4501 | 30,76 1182 5741 046 | 1228 | 5726 | 2839 | 13,59 | 5802
9. Denyasar 12,03 | 14,88 | 73,09 | 817 16,18 75,63 868 | 17,50 | 73,82 7,81 | 1874 | 7345

Prov Bali 2829 4 10,75 § 6096 | 2034 14,58 65,08 19,80 | 14,76 | 6544 | 2243 | 1490 | 6267

Sumber : Bappeda dan BPS Provinsi Bali, 1993-2006.



17
Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, vaitu di atas kontribusi rata-rata Provinsi

Bali. Struktur ckonomi  Provinsi Bali tabun 1992-2005 mengalami perubahan dari
sckior Primer ke sektor Tersier dan Sekunder.

Perubahan ini dipengarubi oleh terjadinya krisis ekonomi yang terjadi pada
tahun 1997-1998, schingga memberi corak yang tidak konsisten terhadap perubahan
struktur ckonomi di Provinsi Bali. Dari tahun 1992, 1997 sampai 2005 sektor Primer
yang terdin dari sub scktor pertanian, pertambangan dan penggalian kontribusinya
mengalami penurunan.

Selanjutnya untuk sektor Tersier vang terdiri dari sub sektor perdagangan,
hotel dan restauran, pengangkutan, keuangan dan jasa-jasa lainnya yang merupakan
leading szctor perckonomian di Provinsi Bali kontribusinya terus mengalami
peningkatan dari tahun 1992 sampai tahun 2003. Sedangkan sektor Sekunder vang
terdiri dari sub sektor industri pengolahan, listrik, air bersih dan bangunan pada
periode tahun 1992-2005 mengalami peningkatan dari tahun 1992 sampai tahun 2005.
Perubahan masing-masing scktor ekonomi di Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel
1.6 di haleman 18. Tabel 1.6 menunjukkan, bahwa struktur perekonomian Provinsi
Bali lebth bertumpu pada sektor Tersier seperti perdagangan hotel dan restauran,
pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor
jasa-jasa.

Struktur  perekonomian  Bali mempunyai karakteristik vang unik
dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Pilar-pilar ekonomi
dibangun lewat keunggulan komparatif (comparative advantage) pada sektor
pariwisata sebagai leuding sector-nya. Hal ini menyebabkan sektor-sektor yang

mempunyat keterkaitan langsung dengan industri pariwisata ( kelompok scktor
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Tabel 1.6
KONTRIBUSI NILAI TAMBAH SEKTOR-SEKTOR EKONOMI DI
- PROVINSI BALI TAHUN 1992, 1997, 2002, 2005 (dalam %).

Sektor 1992 1997 2002 2005

A. PRIMER 28,29 20,34 19,80 22,43
1. Pertanian _ 28,02 19,57 9,04 21,79
2. Pertamb. & Penggalian 0,27 0,77 0,76 0,64
B. SEKUNDER: 10,75 14,58 14,76 14,90
3. Indiistri Pengdlahan 6,24 8,51 8,71 9,54
4. Listrik , Gas dan Air Bersih 1,09 1,21 1,45 1,47
5. Bangunan 3.42 4,86 4.60 3,89
C. TERSIER 60,96 65,08 65,44 62,67
6. Perdag. Hotel & Restauran 25,03 32,15 30,86 30,84
7. Pengangkutan & Komunikasi 12,16 13,46 12,46 10,39
| 8. Keu., Persew. & Jasa Perusah. 3,97 6,93 6,14 7,44
9. Jasa-jasa L 19,80 12,54 15,98 14,00

TOTAL _ 100 100 100 160

Sumber : Bappeda dan BPS Provinsi Bali, 1993-2006

Tersier), sangat dominan dalam memberikan warna pada perekonomian Bali.

Kegiatarg Produksi barang dan jasa tidak hanya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan sendir;i, juga dipasarkan keluar daerah serta keluar negeri (inward looking
versus outward looking), sehingga dapat menciptakan efek pengganda yang lebih
tinggi. Peranan pemerintah sangat besar mengatur sistem distribusi melalui berbagai
regulaSI dan kebijakan yang dimiliki, baik dari sisi penawaran maupun permintaan
(supply and demand side).

Di samping dari struktur ekonomi, struktur penyerapan tenaga kerja di
berbagai kabupaten/kota di Provinsi Bali selama kurun waktu 1992 — 2005 juga
mcngaiami perui)ahan. Berbeda dengan perubahan struktur ekonomi, perubahan
struktur tenaga kerja cenderung konsisten selama kurun waktu tersebut, dimana

sektor Primer pérsentase penyerapan tenaga kerjanya terus menurun, sedangkan
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sektor Sekunder dan sektor Tersicr terus meningkat. Penurunan penyerapan tenaga

kerja pada sektor primer terjadi di semua wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali
pada tahun 1992, 1997, 2002 dan 2005. Secara agregat, penyerapan tenaga kerja
sektor Primer di Provinsi Bali mengalami penurunan dari tahun 1992 sampai 2005,
sedangkan sektor Sekunder penyerapan tenaga kerjanya terus meningkat, demikian
juga sektor Tersier. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 1.7.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan
pendapatan riil per kapita penduduk dalam jangka panjang yang disertai dengan
perbaikan sistem kelembagaan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya Pemerintah Provinsi Bali mempunyai salah satu misi, yaitu
mewwudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui aspek  pembangunan
ekonomi. Namun dengan situasi perekonomian yang tidak menentu, dikhawatirkan
sektor yang selalu menjadi perhatian utama tidak dapat terus diharapkan peranannya
dalam jangka panjang dalam memperoleh pendapatan bagi setiap daerah, apalagi

Tabel 1.7
PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PRIMER (P), SEKTOR

SEKUNDER (S), DAN SEKTOR TERSIER (T) DI KABUPATEN/KOTA DAN
PROVINSI BALI, TAHUN 1992 - 2005 ( dalam % ).

L 19632 1997 2002 2005
No. Kabupat:n } _ e
P 5 T §°P 5 T P [ T P 5 T
[ lembrana | 46,13 | 35,21 18,66 | 3114 | 323 | 31,55 | 36,55 | 2272 4073 | 35,69 | 22.85 41 4G
2 Tabagan 61,52 | 24,07 1441 | 5437 [ 3007 | 2566 | 41,09 | 74,35 3466 | 40,08 | 24.40 35,52
3 Baduny 2491 | 40,61 3448 | 2498 | 2064 | 5438 | 1565 | 21,66 60,69 | 1520 | 2468 60,12
A | Gianyar | 4038 14323 | 1639 | 3410 53477 | 3118 [ 1987 [ 4002 40,11 4 1936 | 4062 40,02
5 p Khunghoang - 1 52,09 | 3335 | 14,56 | 4575 | 2604 | 2821 [ 4345 | 17,80 3684 | 4269 | 1796 39,35
4 Bangli 72,87 | 17,98 915 [ 6839 | 1633 [ 1528 | 5693 | 21.57 21,50 | 5606 | 21.56 21,98
7| Karanpas 61,34 | 2839 10,27 | 5330 | 26,18 | 20,52 | 52.26 | 22,93 24,11 | 5328 | 23,38 3334
8 Bulcleng 51,17 | 30,24 18359 [ 4293 [ 2365 | 3342 [ 4500 | 1399 41,01 | 4410 | 1408 41,82
g Denpasar 1,93 | 1596 BO.11 565 | 1762 | 7637 | 185 | 17.06 8,05 | 179 | 1697 B 24
Provinsi Bali 4329 | 21,25 3546 | 40,18 | 2094 | 3788 [ 3218 | 22.93 4488 | 3432 | 24.10 41,58

Sumber : Eappeda dan BPS Provinsi Bali, 1993 — 2006.
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kalau sektor atau kegiatan yang bersangkutan terus saja dijadikan andalan dalam

perolehan pendapatan.

Dengan adanya kebijakan pembangunan ekonomi sektoral di Provinsi Bali,
memberikan 1mplikasi yang luas terhadap penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor
ekonomi, distribust pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sesual dengan teori
trickle down effect, suatu pergeseran struktur ekonomi vang disebabkan adanya efek
penyebaran (spread effecr) dari suatu sektor ekonomi sering diikuti oleh perubahan
distribus! pendapatan, struktur penyerapan tenaga kerja dan produktivitas tenaga
kerja. Selanjutnya tingkat kesejahteraan masyarakat banyak ditemukan secara
material oleh produktivitas tenaga kerja, distribusi pendapatan dan pendapatan per
kapita seperti yang diuraikan oleh Ram (1992). Pendapatan per kapita penduduk di
wilayah Provins: Bali ditunjukkan pada Tabel 1.8.

Tabel 1.8

PENDAPATAN PER KAPITA PENDUDUK KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BALI, TAJUN 1998, 2002, 2005 (dalam ribuan Rp)

[No. Kab/Kota r__ o Pendapatan Per Kapita S
1998 | 2002 2005
1. | Jembrana 2.187,68 ! 2.320,12 5.429,66
2 Tabanan - 1.910,40 a 2.020,04 4.655,26
3. | Badung 5.414,08 5.591,29 10.248,65
4. | Gianyar 2.165,08 2.392,14 5.939,33
5. [Klungkung [ = 233000 | = 2.499,59 6.162,65
6. . Bangli 1.855,75 1.956,16 4.096,48
| 7. | Karangasem 147101 1.550,45 3.605,53
8. | Buleleng 1.640,55 1.770,77 4.273,01
9. | Denpasar 2.861,57 2.890,64 7.819,37
Provinsi Bali 2.383,34 2.492,.31 6.139,85

Sumber : S3appeda dan BPS Provinsi Bali, 1998-2006.
“‘abel 1.8 menunjukkan, bahwa pendapatan per kapita penduduk di Provinst

Bali periode tahun 1998, 2002 dan 2005 menunjukkan peningkatan nilai setiap
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tahunnya, begitu juga halnya antar wilayah di Provinsi Bali. Pendapatan per kapita
penduduk yang paling tinggi antar wilayah di Provinsi Bali pada tahun 2005 adalah
Kabupaten Badung, kemudian diikuti Kota Denpasar serta Kabupaten Klungkung
dengan pendapatan per kapita di atas pendapatan per kapita Provinsi Bali. Pendapatan
per kapra penduduknya yang paling rendah adalah Kabupaten Karangasem,
kemudian diikuti Kabupaten Bangli, Buleleng, Tabanan, Jembrana dan Gianyar
dengan pendapatan per kapita di bawah pendapatan per kapita Provinsi Baii. Hal int
menunjukkan, bahwa pendapatan per kapita penduduk antar wilayah di Provinsi Bali
tahun 1998. 2002 dan 2005 belum merata.

Sebagal subyek dan objek pembangunan, manusia merupakan titik sentral
dari seluruh program pembangunan. Pembangunan manusia merupakan serangkaian
usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak dan sejahtera.
Tujuan 1ni akan tercapai jika masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk
memperoleh pendidikan dan keterampilan, memperoleh pendapatan dan berusaha
dalam bidang ckonomi scrta kesempatan dan akses terhadap seluruh sektor
pembangunan.

Untuk menilai atau mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia,
indikator yang relevan digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM
vang dapat menunjukkan status pembangunan manusia di Provinsi Bali ditunjukkan
pada Tabel 1.9 di halaman 22. Kalau dilihat masing-masing nilai IPM tahun 2005,
maka ada lima kabupaten/kota yang mempunyai nilai IPM diatas 69,80, yaitu
Denpasar, Tabanan, Badung, Gianyar dan Jembrana. Dilain pihak tercatat satu

kabupaten dengan IPM di bawah 64, yaitu Karangasem. Kalau dilihat dari status
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pembangunan manusia pada tahun 2005, maka tidak ada kabupaten/kota yang masuk

katagon tinggi. Indeks pembangunan manusia berada pada skala menengah atas
terdapat di 8 kabupaten/kota, vaitu Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana,
Gianyar, Bangli, Klungkung dan Buleleng, pada skala menengah bawah hanya
terdapat di satu kabupaten, vaitu Karangasem. Walaupun demikian kondist ini
menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 1999, dimana indeks pembangunan
manusia pada skala menengah atas hanya terdapat di dua kabupaten/kota, yaitu
Denpasar dan Tabanan.

Perbedaan nilai IPM dan ranking yang dimiliki oleh setiap kabupaten/kota
menunjukkan, bahwa pencapaian hasil pembanguném tidak merata antar
kabupaten/kota pada tingkat masyarakat yang diukur berdasarkan indikator gabungan

Tabel 1.9

TINGKAT STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI, TAHUN 1999 DAN 2005

No. | Kabupaten/Kota - 1999 ~ 2005 _
e IPM .. Tingkat [PM Tingkat
L. [Jembrana | 62,5 | Menengah Bawah | 70.4 | Menengah Atas _|

2. | Tabanan 65,7 | Menengah Atas 72,3 | Menengah Atas

3. | Badung 64,7 | Menengah Bawah 71,6 | Menengah Atas

4. | Gianyar 61,0 | Menengah Bawah 70,8 | Menengah Atas

5. Klungkun_g 59,9 | Menengah Bawah | 68,7 | Menengah Atas

6. | Bangh | 51,5 | Menengah Bawal ah 68,7 | Menengah Atas
7. | Karangasem 54,3 | Menengah Bawah | 63,3 Menengah Bawah

8. |Buleleng | 60,1 | Menengah Bawah | 68,1 | Menengah Atas

9. | Denpasar 68,8 | Menengah Atas 75,2 | Menengah Atas

Provinsi Bali 62,2 | Menengah Bawah 69,8 | Menengah Atas

Sumber : Bappeda dan BPS Provinst Bali, 2006.

sosial ekonomi, yaitu pendapatan per kapita, angka harapan hidup dan tingkat

pendidikan. Terdapat suatu pola yang jelas, bahwa daerah yang relatif maju secara
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sosial ekonomi dibandingkan daerah lain mempunyai nilai IPM relatif lebih tinggi.

Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali merupakan sentra ekonomt yang
penting. Peran yang strategis tersebut tentunya didukung dengan berbagai
infrastruktur yang relatif lebth maju yang mampu mendukung kinerja pembangunan
manusia secara lebih baik, sehingga bisa dipahami bahwa nilai [PM-nya mencapai
rangking tertinggi.

Dari paparan di atas, tampak bahwa interakst antara perubahan struktur
ckonomi dengan struktur penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap tingkat
kesejahteraan masyarakat. Perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor
industri dan jasa tidak akan menimbulkan masalah apabila turunnya kontribusi sektor
pertanian terhadap PDRB ditkuti dengan penurunan penyerapan tenaga kerja sektor
pertanian yang seimbang atau lebih cepat. Tetapi pada kasus-kasus pada negara
sedang berkembang perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke non
pertanian lebih cepat dari transformasi tenaga kerja (Todaro, 2000a : 433). Demikian
juga yang terjadi di Indonesia (Sulistyaningsih, 1997:68). Akibat dari ketidak-
seimbangun tersebut, produktivitas tenaga kerja sektor pertanian menjadi semakin
rendah dan masyarakat menjadi semakin miskin, karena sebagian besar masyarakat
adalah petani. Hal ini dapat mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat karena
berkurangnya kemampuan untuk mempertahankan kualitas hidup karena
berkurangnya konsumst dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan.

Daerah yang relatif maju secara sosial ekonomi dibandingkan daerah lain,
struktur ekonominya akan mengalami perubahan dan selanjutnya akan berpengaruh

terhadap struktur penyerapan tenaga kerja sektoral maupun kesejahteraan masyarakat.
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Todaro (2000b:48) mengatakan, bahwa percepatan perubahan struktur ekonomi

adalah salah satu syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi maju (modern
economic growth). Pertumbuhan ekonomi maju/modem dicirikan oleh tingkat
pembangunan/industrialisasi yang lebih tinggi, dimana perkembangan dan laju
pertumbuhan oufput di sektor jasa akan lebih pesat dibandingkan di sektor-sektor
ekonomi lainnya (Tambunan, 2003:73).

Pada awal proses pembangunan, sektor pertanian kontribusinya dominan
terhadap PDB, namun dalam perkembangannya kontribusinya mengalami penurunan.
Sebaliknya kontribusi sektor industri dan jasa selalu meningkat terhadap PDB.
Pergeseran dalam kontribusi ini membawa konsekuensi pada peruntukan lahan yang
ada. Proses industrialisasi yang terjadi di negara sedang berkembang pada
kenyataannya telah mengurangi ketersediaan lahan pertanian. Sebaliknya,
penggunaan lahan untuk kegiatan industri menunjukkan perkembangan yang cukup
signifikan. Dalam hal keputusan tentang peruntukan lahan memiliki dampak yang
besar terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak dari keputusan
terhadap peruntukan lahan dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap distribusi barang
dan jasa dalam perekonomian, kesempatan kerja yang dapat tercipta, lokasi sekolah,
penyediaan sarana trasportasi, fasilitas rekreasi dan lain-lain (Beatley, 1994:4).

Dari uraian latar belakang tersebut dipakai dasar untuk meneliti : “Pengaruh
Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Struktur Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral
dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali”.

1.2 Rumusan Masalah.

Dari uraian latar belakang, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :
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Apakah perubahan struktur ckonomi berpengaruh signifikan terhadap struktur

penyerapan tenaga kerja sektoral di Provinsi Bali 7

Apakah perubahan struktur ekonomi berpengaruh signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali ?

Apakah struktur penyerapan tenaga kerja sekioral berpengaruh signifikan
terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali ?

Bagaimanakah pengaruh perubzhan peruntukan lahan terhadap struktur
penyerapan tenaga kerja di Provins: Bali 7

Apakah teknologi yang dipakai dalam kegiatan sosial ekonomi di Provins: Bali

termasuk jenis teknologi padat modal ataukah padat tenaga kerja ?

1.3 Tujuan Studi.

Secara umum studi ini bertujuan untuk mengukur pengarub perubahan

struktur ekonomi terhadap hasil pembangunan ekonomi antar wilayah. Berdasarkan

rumusan masalah di atas, maka secara khusus studi ini bertujuan :

1.

Untuk menganalisis dan mengnji adanya pengarub perubahan struktur ekonomi
terhadap struktur penyerapan tenaga kerja sektoral di Provinsi Bal.

Untuk menganalisis dan menguji adanya pengaruh perubahan struktur ekonomi
terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.

Untuk menganalisis dan mengujt adanya pengaruh struktur penyerapan ienaga
kerja sektoral terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.

Untuk menganalisis adanva pengaruh perubahan peruntukan lahan terhadap

struktur penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali.
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5. Untuk menganalisis jenis teknologi yang dipakai dalam kegiatan sosial ekonomi

di Provinsi Bali.
1.4 Manfaat Studi.
1.4.1 Manfaat Teoritik.

Manfaat teorittk yang dapat dihasilkan oleh stud: ini adalah
mengembangkan konsep pembangunan wilayah, khususnya perubahan struktur
ekonomi yang terintegrasi dengan efek dan dampaknya terhadap hasil pembangunan
ekonomi antar wilayah. Di samping itu, studi imi juga diharapkan memperkaya
penggunaan alat analisis penelitian, terutama pada penelitian bidang ¢konomi
pembangunan, mengingat analisis jalur belum banyak digunakan untuk analisis
prilaku ekonomi agregat.

1.4.2 Manfaat Praktik.
Selain membernikan manfaat teoritik, hasii studi ini diharapkan dapat
memberikan manfaat praktik sebagai berikut
1. Studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengayaan
(enrichment) pemahaman teorl tentang struktur ekonomt daerah, khususnya dalam
konteks pembangunan wilayah dengan berbagai determinan yang mempengaruhi
struktur penyerapan tenaga kerja sektoral dan kesejahteraan masyarakat.

2. Hasil studi im diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran baru,
khususnya mengenai perubahan struktur ekonomi daerah dan pengaruhnya
terhadap struktur penyerapan tenaga kerja sektoral dan kesejahteraan masyarakat

di Provinsi Bali.
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3. Hastl studi i diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan perbandingan studi

serupa alau obyek yang berbeda dengan studi ini.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pengertian pembangunan ekonomu sejak tahun 1950-an dan 1960-an adalah
kemampuan ekonomi svatu negara untuk memngkatkan pertumbuhan Produk
Domestik Bruto (PDB) S - 7 % atau lebih per tahun Dalam perkembangannya,
pengertian pembangunan ekonomi mengalami perubahan, karena pengalamam pada
tahun 1950-an dan 1960-an pembangunan ekonomu vang hanya berorientasi pada
kenatkan Produk Domestik Bruto (PDB) saja tidak mampu memecahkan masalah
pembangunan secara mendasar. Hal int tamnpak pada taraf dan kualitas hidup sebagian
besar masyarakat vang tidak mengalami perbaikan walaupun target kenaikan PDB
per tahun telah tercapai. Oleh karena itu, Arsvad (1999:5) mengatakan, bahwa :
* Keberhasilan pembangunan ekoromi ditunjukkan oleh tiga nitar pokok, vaitu : 1.
Berkembangnva kemampuan masvarakat uniuk memenuhi kebutuhan pokoknya
(hasic needs), 2. Meningkatnva rasa harga di (self - esteem) masyarakat sebagar
manusia dan 3. Memngkatnva kemampuan masyarakat untuk memulih (freedom from
servitude) vang merupakan salah satu dari hak asasi manusia™.

Selanjutnya Arsvad (1999:6) mengemukakan, bahwa pembangunan
ekonomt merupakan suatu proses vang menyebabkan kenaikan pendapatan mit per
kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang disertai dengan perbatikan sistem

kelembagaan dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan kualitas hidup

masyvarakatnva.
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Pengertian  pembangunan  ekonomi dalam perkembangannya telah
mengalami berbagal proses penyesuaian mengikuti perkembangan yang terjadi.
Sctelah perang dunia 11 berakhir, pembangunan bagi negara-ncgara yang masih
terbelakang mulai banyak dibahas dan dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak.
Hal 1ni disebabkan oleh adanya perbedaan taraf hidup antara penduduk pada negara-
negara yang telah maju dengan negara-negara yang baru atau sedang melepaskan diri
dari penjajahan. Pembangunan yang dimaksud pada saat itu lebih mengarah kepada
pembangunan yang bersifat ekonomis, sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh
Conyers ef al. (1991:24) yaitu

“Development means a high national income, accompanied by a market
aconomy and a'spesialized’ society, in which most people work to meet
thelr own immediate consumption needs but to produce particular goods
and services needed by others and purchased in cash. In other words,
development was seen in terms of the structure and growth of the national
economy and degrees of development (or underdevelopment) were most
ofien measured in terms of national income. The two most common
indicators of development were the per capita income (national income
divided by the size of the population) and the everage annual rate of growth
in national income”.

Pengertian pembangunan tersebut di atas dianggap konvensional dan konsep
tersebut masih banyak menarik perhatian pemikir pembangunan. Sekitar tahun 60-an
terjadi lagi pergeseran dalam pemikiran pembangunan yang bukan lagi berbicara
tentang tujuan ekonomi saja. Perubahan pandangan ini terjadi karena disadari, bahwa
tujuan high mass consumption semakin sulit untuk dicapai dalam kurun waktu yang
dibarapkan, meskipun standar hidup yang tinggi pada negara yang telah maju masih

merupakan impian dan cita-cita dari penduduk di negara berkembang atau dunia

ketiga.
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Pembangunan merupakan suatu proses yang multi demensi bukan hanya
ditekankan pada tujuan ekonomi semata, yang mencakup berbagai perubahan
mendasar. Namun lebik luas lagi dipertegas olch Todaro (2000b:19), bahwa :
Development must, therefore, be conceive of as a multidimension process involving
major changes in social structures, popular attitudes and national institutions as the
acceleration of economic growth , the reduction of inequality and the eradiction of
absolute poverty. Dengan demikian, bahwa pembangunan itu merupakan perubahan
total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, dengan
tidak mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun
kelompok-kefompok sosial yang ada di dalamnya, dengan tujuan untuk mencapai
suatu kondisi kehidupan yang lebih baik.
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan
Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam
melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada swatu negara,
karena pertumbu.han ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian
akan menghasilkan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Oleh sebab
itu setiap negara di dunia selalu berupaya untuk mempertinggi pertumbuhan ekonomi,
walaupun ada kemungkinan akan menjadi ancaman terhadap eksploitasi sumber daya
alam secara besar-besaran (Thomas,]1996). Sejalan dengan itu Todaro (2000b:123)
menjelaskan, bahwa selama tiga dasa warsa terakhir ini perhatian utama masyarakat
di dunia tertuju pada cara-cara mempercepat tingkat pertumbuhan pendapatan

nasional. Para ekonom dan politisi dari semua negara, baik itu negara kaya maupun
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miskin, yang menganut sistim kapitalis, sosialis maupun campuran, semuanya sangat
mendambakan dan menomersatukan pertumbuhan ekonomi (economic growth).

Pertumbuhan ekonomi secara umum dapat dilthat dan Gross National
Product/Gross Regional Domestic Product (GNP/GRDF) rmil, yang kemudian
diturunkan menjadi pendapatan per kapita apabila dibagi dengan jumlah penduduk
suatu negara/daerah tertentu. Akan tetapr indikator pertumbuhan ekonomi bukan
hanya dibatasi berdasarkan perubahan pendapatan per kapita saja, tetapi juga
mengukur perubahan vyang lainnya yang dapat diukuwr dalam meningkatkan
kesejahteraan (Radianto, 2000).

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian
yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah
dan kemakmuran masyarakat meningkat {Sukirno, 1994 : 14). Selanjutnya menurut
Boediono (1988 : 48), pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan scbagai faktor-
faktor apa yang menentukan kenaikan outpu? per kapita dalam jangka panmjang dan
bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga menjadi proses
pembangunan. Jadi pertumbuhan ekonomi tidak lain adalah akumulasi kapital,
pertumbuhan dalam tenaga kerja dan kemajuan teknologi (Raey, 1995). D1 samping
itu, investasi pendidikan akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia itu
sendiri dan proses produksi yang dikerjakan, karena pendidikan mempengaruhi
kemampuan para pekerja secara mendalam bukan hanya secara fisitk belaka (Wisana,
2001). Peran kapital akan lebih besar, apabila kapital yang tumbuh bukan hanya

kapital fisik saja, tetapi menyangkut modal manusia (Romer, 1994).
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Pertumbuhan ekonomi menurut Lindauer (1971:28), bahwa growth means
that more and rﬁore goods and services will be available to meet to needs of the
economic. Menurut pengertian tersebut, pertumbuhan mempunyai makna bertambah
banyaknya barang dan jasa yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

Pertumbuhan dapat pula diartikan sebagai gejala terjadinya kenaikan atau
peningkzatan efisiensi hasil (oufpur) diukur dengan satuan masukan (input) (Dodoo,
1997). Akumulasi kenaikan hasil atau peningkatan efisiensi dari keseluruhan unit-unit
ekonomi sebagai hasil proses produksi selama periode waktu tertentu merupakan
tingkat pertumbuhan ekonomt (Sant0s0,2000: 26).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin terjadinya distribusi
pendapatan yang baik. Distribusi pendapatan adalah hal yang paling menarik untuk
dibicarakan dalam konteks pembangunan ekonomi. Selama ini pertumbuhan ekonomi
kurang memberi arti bagi pembangunan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi yang
tinggi hanya dinikmati oleh sebagian kecil dari anggota masyarakat. Menurut Todaro
(2000b:124), pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh adanya 3 faktor atau
komponen, yaitu :

1. Akurnulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru
yang Qitanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya
manusia.

2. Pertumbuhan  penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan
memperbanyak jumlah angkatan kerja dan

3. Kemajuan teknologi .

Akumulasi modal apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan

diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar owput dan pendapatan

dikemudian hari. Bentuk investasi yang dilakukan dapat bersifat langsung maupun
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tidak langsung. Investasi langsung harus diikuti dengan investasi penunjang atau yang
disebut infrastruktur, contohnya adalah pembangunan pabrik baru harus diikuti
dengan pembangunan jalan dan jembatan. Sementara itu investasi tidak langsung
dapat berupa investasi dalam berbagai jenis sumber daya, contohnya adalah
pembangunan irigasi.

Pertumbuhan penduduk secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor
positif yang memacu pertumbuhan ekonomi , karena akan menambah jumlah tenaga
kerja produktif. Selain itu, pertumbuhan penduduk vang besar berarti ukuran pasar
domestiknya lebih besar. Berdasarkan asumsi ini, pertumbuhan penduduk akan
mampu meningkaitkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam :pengertian yang paling sederhana, kemajuan teknologi karena
ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani
pekerjaan-pekerjaan secara tradisional yang biasanya dilakukan secara manual.
Kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi dan menciptakan
barang-barang baru. Dalam hubungannya dengan penawaran akan suatu barang,
kemajuan teknologi menyebabkan kenaikan dalam penawaran akan barang dan
selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Harrod-Domar mencoba mengembangkan lebih jauh teori Keynes
(Bintoro, 1986:25) yang hakekatnya menganalisis persyaratan yang harus ada dalam
perekonomian agar terjamin kesanggupan berproduksi yang terus meningkat sebagai
akibat kesempatan penanaman modal yang sepenuhnya dipergunakan, schingga
tercapal pertumbuhan mantap atau steady growth dalam perekonomian. Teori Harrod-

Domar memperhatikan kedua fungsi dari pembentukan modal dalam kegiatan
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ekonomi, di mana pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan
menambah kesanggupan suatu perckonomian untuk menghasiikan barang-barang
maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif masyarakat.

Teor1 pertumbuhan klasik mempunvyal banyak variasi tetapi pada umumnya
didasarkan pada fungsi produksi vang telah dikembangkan Charles Cobb dan Paul
Douglas, yang sekarang dikenal dengan fungsi produks: Cobb-Douglas. Menuruat
fungsi 1, bahwa yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah jumlah alat-alat
modal, junlah tenaga kerja dan tingkat teknologi.

Masalah distribusi pendapatan dan hubungannya dengan pertumbuhan
ekonomi telah menjadi' topik utama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Richardson
dalam bukunva The Principles of Political and Taxation memberikan dasar teori
untek husungan tersebut. Richardson mengasumsikan, bahwa alitan modal dari
golongan kapitalis dalam sektor industri menuju sektor pertanian akan mengurangi
peluang untuk menabung dan menginvestasikan lagr modalnya pada sektor industri
produktif {ainnya (Abipraja,2002:69).

Tingkat pertumbuhan yang dicapai oleh negara-negara berkembang ternyata
berbeda-beda dan juga menghadapi kendala-kendala yang tidak mudah untuk
membuka jalan bagi pencapaian tujuan pembangunan yang diinginkan, sehingga
menimbulkan masalah kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Menurut Wie
(1983:32), bahwa dalam konteks ekonomi makro, tidak sedikit yang mengatakan,
bahwa pola pcmbangunan yang ditempuh olch negara berkembang mempunyai corak,
yaitu manakala pertumbuhan ekonomi vang terjadi relatif pesat, maka hal ini akan

selalu dibarengi dengan kenaikan dalam ketimpangan pembagian pendapatan.
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Terdapat trade off antara pertumbuhan ekenomi dengan pembagian pendapatan.
Implikasi dari hal ini adalah, kalau pemerintah menginginkan pembagian pendapatan
sebagai tiujuan utama, maka pertumbuhan ekonomi harus diturunkan pada satu tingkat
tertentn. Sebalikmya kalau pemerintah lebih mengejar pertumbuhan ekonomi yang
tinggi, 1naka pémbagian pendapatan harus direlakan tidak berjalan secara
memuaskan. Masalah ketimpangan pembagian pendapatan dikatakan Conyers, ef al.
{1991 : 21) dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :

“It is often accompanied by a variety of social and political problems,

including the breakdown of traditional social and political instritution

which in turn results in increases in crime, deprivation and dependency,
new types of health problems and perhaps most importani, increasing
inequalities between individuals, groups and regions. Furthermor, it also
tend to be accompanied by problems related to the physical environment,
such as. pollution of land, water and atmosphere and the exhaustion of
natural resources; in some cases it also has unanticipated economic

consequences .

Pendapat di atas menyebutkan kesenjangan dalam pembagian pendapatan
dapat mengakibatkan pada masalah-masalah lainnya, yakni masalah sosial, kesehatan
dan kesenjangan antar kelompok maupun wilayah. Meskipun demikian, bukan berarti
pembangunan ekonomi dengan tujuan menciptakan masyarakat yang mempunyai
konsums; nasional yang tinggi (high mass consumption) tidak memungkinkan bagi
masyarakat. Standar hidup yang tinggi pada negara-negara maju masih tetap menarik.

Dalam proses pembangunan , baik nasional maupun daerah khususnya

pembangunan di bidang ekonomi akan selalu terjadi ketimpangan. Menurut Adelman

dan Mo-is dalam Todaro (2000a:166), terdapat delapan proses yang telah
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menimbul<an ketidakmerataan pendapatan di negara-negara sedang berkembang
kendatipun telah terjadi pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan  menurunnya
pendapatan per kapita.

2. Inflasi, yaitu pendapatan uang bertambah tetapi tidak dapat diikuti

secara proporsional dengan pertumbuhan produksi barang.

Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.

4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang capital

intensive,schingga persentase pendapatan dari harta bertambah besar dibanding

dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran
bertambah.

Rendaanya mobiliras sosial,

6. Pelaksanaan kebijakan impor-substitution industries yang mengakibatkan
kenaikan harga barang-barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha
golongan kapitalis.

7. Memburuknya term of trade bagi negara-negara yang sedang berkembang
dalam perdagangan dengan negara maju sebagai akibat ketidakelastisan
permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara yang
sedang berkembang.

8. Hancumya industri-industri rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga
dan lain-lain.

W

bt

kKuznets (1993:55) mengamati perilaku umum yang berkaitan dengan
hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan perbedaan pendapatan. Berdasarkan
rangkaian data yang ada, Kuznets menemukan bukti, bahwa hubungannya
menyerupai U terbalik, artinya perluasan sektor modem yang pada awalnya
meningkatnya pendapatan di antara rumah tangga kemudian mencapai tingkat
pendaptan rata-rata tertentu dan akhimya mulai menurun. Menurutnya, penyecbab
kesemjangan ekonomi adalah sebagai berikut :

Jika perbedaan pendapatan per kapita meningkat, atau jika perbedaan
distribusi pendapatan pada sektor B lebih tinggi dibandingkan dengan sektor A, atau
jika kedua perbedaan itu timbul bersamaan.

Jika distribusi pendapatan intersektor sama untuk kedua sektor, peningkatan

kesenjangan distribusi pendapatan di seluruh negara hanya berlaku pada peningkatan
pendapatan per kapita sektor B.



fika perbedaan pendapatan per kapita antara kedua sektor konstan, tctapi
distribusi interscktor B lebth besar dibandingkan dengan sektor A.

Peningkatan proporsi jumiah total sektor B, dari perbedaan distribusi yang
besar dalam sektor B, dan semakin tingginya tingkat pendapatan per kapita pada
sektor B yang melebihi tingkat pendapatan sektor A. Walaupun perbedaan
pendapatan per kapita antara kedua sektor tetap konstan, dan distribusi intersektor
sama diantara kedua sektor, pergeseran jumliah proporsi yang kecil akan
menghasilkan perubahan distribusi pendapatan yang berarti.

Adapun penurunan persentase bagian dari kelompok penghasilan tinggi
terhadap pendapatan nasional vang ditunjukkan dengan jatuhnya proporsi sektor A di
bawah gans totat pendapatan.

semua yang disebutkan di atas adalah merupakan proses yang menyebabkan
kesenjangan ekonomi akibat dari pergeseran dari sektor perdesaan (A} menuju sektor
perkotaan (B).

2.1.3 Teori Ekonomi Wilayah
2.1.3.1 Teori pertumbuhan ekonomi wilayah Neoklasik

Teori-teori pertumbuhan wilayah yang berkembang sejak tahun 1950, pada
hakekatnya merupakan teori-teori pertumbuhan ekonomi nasional yang discsuatkan
pada skala wilayah dengan anggapan-anggapan dasar, bahwa suatu wilayah adalah
‘mini nction’ {Firman,1985:3). Analisis ckonomi wilayah pada hakekatnya
membahas mengenai kegiatan perekonomian ditinjan dari sudut penyebaran kegiatan
ekonomi e berbagai lokasi dalam suatu ~ economic space”, meninjau secara sektoral
dan secara makro.

Analisis makro dan sektoral mengenai perekonomian wilayah antara lain
meliputi nalisis faktor-faktor yang menimbulkan pertumbuhan ekonomt di suatu
wilayah. masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu perekomian wilayah dan corak
strategi diasar maupun kebijakan yang periu dilaksanakan dalam pembangunan suatu

wilayah. Aspek dasar ekonom regional dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu

pembahasan tentang metode untuk menganalisis ekonomt wilayah dan pembahasan
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faktor-faktor yang menentukan pertumbuban ekonomi wilayah, termasuk didalamnya
pemaparan tentang kebijakan yang seharusnya dijalankan untuk menciptakan
pembangunan yang lebih seimbang dan mempercepat pembangunan daerah yang
kurang berkembang.

Teori pertumbuhan wilayah Neoklasik dikembangkan oleh Borts (1960),
Siebert (1969) dan Richardson (1973). Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi
wilayah sangat berhubungan dengan tiga faktor penting, yaitu tenaga Kerja,
ketersediaan modal dan kemajuan teknologi. Asumsi yang mereka gunakan
dikembangkan dari gagasan-gagasan ilmu ekonomi neoklasik, dalam hal ini
pemahamen tentf;ng ruang dinyatakan dalam biaya-biaya yang dihubungkan dengan
realokasi faktor-faktor produksi, pergerakan barang dan penyampaian informasi.

Flal yang penting dari teori ini adalah penekanannya pada perpindahan
faktor-fakior (khususnya modal dan tenaga kerja) antar wilayah. Tenaga kerja dan
modal .dalzim satu wilayah lebih mudah berpindah dibandingkan antar negara, hal ini
dapat memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal
ini berarti Neoklasik juga mengasumsikan adanya fleksibelitas faktor harga yang
sempurna, sehingga perpindahaan tenaga kerja dan modal antar wilayah secara
otomatis «kan menghilangkan perbedaan-perbedaan faktor harga diantara wilayah-
wilayah. ada akhimya hal ini menyeragamkan pendapatan per kapita wilayah
(Abipraja, 2002:58).
2.1.3.2 Teori basis ekonomi (economic base theory)

Secara umum teori pertumbuhan ekonomi wilayah menyatakan, bahwa

pertumbulan wilayah diakibatkan oleh penentu endogen dan eksogen, yaitu faktor-
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faktor yang terdapat di dalam wilayah itu sendiri dan di luar wilayah atau akibat
kedua factor tersebut sekaligus. Teori Harrod-Domar dan teori Neoklasik adalah
model-model ekqnomi makro yang lebih banyak membahas penentu endogen dalam
pertumbuhan wiiayah. Berdasarkan penggunaan model ekonomi makro tersebut,
tanah (sumber daya alam), sumber daya pengangkutan , teknologi dan sistem sosial
politik sebagai penentu endogen pertumbuhan ekonomi wilayah (Glasson, 1974 :
141).

Sementara itu penentu eksogen dapat dilthat dart bagaimana wilayah
tersebut dapat mengembangkan perekonomiannya dengan ekspor. Menurut
Richardson (1978:150), berdasarkan model-model basis ekspor, pertumbuhan suatu
daerah atau wilayah ditentukan pada industri ekspomya dan kenaikan permintaan
yang bersifat eksternal bagi daerah yang bersangkutan. Model ini memprediksikan,
bahwa semakin luas basis ekspor sesuatu daerah akan cenderung menaikkan tingkat
pertumbuhan.

Model basis ekspor ini selaras dengan pendapat Douglass C North (1955)
yang merupakan pelopor pertama dalam teori int. North menyatakan, bahwa laju
pembanginan suatu wilayah ditentukan oleh lajunya perkembangan sektor ekspor
wilayah tersebut dan peranan ekspor dalam pembangunan wilayah akan bertambah
penting apabila penduduk dan modal tidak mengalir masuk dan keluar secara
berlebihai ke wilayah tersebut dan sektor ekspor memegang peranan yang relatif
penting dalam perekonomian wilayah yang dimaksud. Perloff dan Wingo
mengembangkan sektor ekspor di suatu daerah besar sekali dalam pembangunan

ekonomi Jaerah, karena disamping menyediakan pendapatan di sektor tersebut, sektor
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ini juga menciptakan efek multiplier kescluruh perekonomian daerah tersebut
(Friedmar dan Alonso, 1975:307).

Strategl pembangunan wilayah pada teorl ini menckankan pada art
pentingnya bantuan kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional
maupun internasional. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang mencakup pengurangan
hambatan terhadap perusahaan yang beorientasi ekspor yang akan didirikan di daerah
tersebul.
2.1.3.3 Tcori baru pertumbuban wilayah (the new regional growth theory)

“‘eori baru pertumbuhan wilayah menekankan pada pengenalan upaya-
upaya untuk memperkenaikan perkembangan teknis investasi secara nyata. Teorl 1ni
dikemban skan oleh Arrow, Schultz, Becker dan Uzawa, kemudian dilanjutkan oleh
Romer. 1'zori-teori ini dalam beberapa cara membuat perubahan teknis dari dalam,
sehingga perubahan itu tanggap terhadap dorongan ekonomn. Romer dalam Abipraja
(2002:60) menampilkan suatu model pengembangan sumber daya manusia melalul
perbaikan nutrisi, kesehatan, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan
produktivjlas yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan output. Hal imi berarti,
bahwa investasi pada sumber daya manusia akan menyebabkan peningkatan skala
pengembalian. Oleh karena itu hal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan dalam
jangka paijang. Bukti-bukti emperik menunjukkan, bahwa terdapat suatu hubungan
yang positif antara ukuran ketersediaan sumber daya manusia dan pertumbuhan
ekonomi 1 negara-negara berkembang dan negara-negara maju.

Peningkatan pengetahuan memberikan kontribusi terhadap peningkatan

inovast. i.ebih lanjut Harbison dan Myers (1970) dalam Jhingan (1999:72)
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mengatakan, bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan proses untuk
meningkakan pengetahuan manusia, keahlian dan keterampilan, serta kemampuan
orang-orang dalam suatu masyarakat. Dalam ilmu ekonomt, hal ini adalah proses
akumulasi sumber daya manusia dan investasinya secara efektif dalam pembangunan
ekonomi suatu bangsa.

““eori baru pertumbuhan wilayah juga melihat kaitan dengan iklim
keterbukaan dalam ekonomi nasional, dimana keterbukaan akan memberikan
keuntungzn skala ekonomis, transfer teknologi dan eksternalities positif lainnya yang
diperoleh dari perdagangan antar wilayah. Dengan semakin terbukanya suatu wilayah
akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan pertumbuhan
ekonomi wilayah.
2.1.3.4 Teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah

Teori ini muncul sebagai ketidakpuasan terhadap konsep kestabilan dan
keseimbangan pertumbuhan dari teori Neoklasik. Teori ketidakseimbangan
mengemukakan, bahwa kekuatan pasar tidak dapat menghilangkan perbedaan-
perbedaar antar wilayah dalam suatu negara. Bahkan ada kemungkinan, bahwa
kekuatan-kekuatan tersebut akan menciptakan atau memperburuk perbedaan-
perbedaar tersebut. Myrdal dalam Abipraja (2002:59) berpendapat, bahwa :
“Perubahan dalam suatu sistem sostal tidak diikuti oleh penggantian perubahan-
perubahar. pada arah yang berlawanan. Beranjak dari pendapat ini, ia
mengembangkan teori penyebab komulatif dan berputamya proses sosial untuk
menjelaskan ketimpangan internasional dan antar wilayah. Menurut Myrdal, terdapat
dua kekuitan yang bekerja dalam proses pertumbuhan ekonomi, yaitu efek balik
negatif (backwash effect) dan efek penyebaran (spread effect). Di daerah-daerah yang

sedang berkembang, permintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi,
yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah
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yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan
masyarakat rendah”.

Sesuai dengan apa yang diungkapkan Myrdal di atas, Hischman dalam

Jhingan (1999:58) juga mengemukakan, bahwa :
“ Jika suatu daerah mengalami perkembangan, maka perkembangan itu akan
membawa pengaruh atau imbas ke daerah lain. Jika perbedaan antara daerah tersebut
semakin menyenipit, berarti terjadi imbas yang baik karena terjadi proses penetesan
kebawah (tricklinig down effects), namun jika perbedaan antara kedua daerah tersebut
semakin jauh berarti terjadi proses pengkutuban {polarization effects)”.

Bilamana spread effect lebih besar dibandingkan backwash effect, tentu
tidak meajadi masa.lah, namun seperti tesis yang diungkapkan Myrdal di daerah-
daerah kurang berkembang, spread effect jauh lebih kecil darl pada backwash effect.
Ekspansi daerah kaya akan memperlambat pembangunan daerah miskin. Akibatnya
jurang ketimpangan kesejahteraan antara kedua daerah tersebut semakin melebar.

Sejalan dengan apa yang di jelaskan di atas, Jhingan (1999:62)
mengung.iapka.n,; bahwa pengertian ketimpangan dapat berupa ketimpangan dalam
masyarakat, mal;pun dalam artian ketimpangan regional. Keberhasilan dalam
mencapai pertumbuhan yang lebth cepat dan mantap ternyata belum dapat mengatasi
permasalahan dualisme ekonomi sebagai satu diantara hal mendasar dalam
perekonomian berbagai negara berkembang. Kebjjakan untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang menyebabkan terjadinya
ketimpan;zan pendapatan per kapita penduduknya.

Sementara itu dalam konteks regional ternyata banyak sekali kenyataan

empiris yang teléh menunjukkan, bahwa pertumbuhan antar wilayah dalam suatu
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Pendckatan berikutnya menurut Zadjuli (1986: 35) adalah :

“ Pendckatan kedua, yaitu pendekatan struktur sektoral mencoba
mengamat: sampai seberapa jauh pola pertumbuhan dan distribusi sektoral pada suatu
daerah dengan mengelompokkan jenis kegiatan mana yang masuk sektor basis,
dengan menggunakan perhitungan Location Quotient (L(). Pendekatan ini selain
membedakan kegiatan ckonomi menurut 9 sektor, juga menggunakan pembagian
kegiatan ekonomi ke dalam kelompok sektor Primer, Sekunder dan Terster, juga
diperoleh transisi/pergeseran kegiatan sektoral, pola pertumbuhan sektoral serta
membedakan sektor basis dan non basis.

Pendekatan ketiga adalah merupakan evaluasi pendahuluan untuk
mengetahui sampai sejauh mana kegiatan sekior ekonomi di suatu wilayah it
terkosentrzsikan, khususnya sektor industri dengan berbagai pertimbangan
keuntungan komperatif, teknologi yang digunakan, peranan modal, tenaga kerja dan
peranan ni .ai tambah yang dapat diciptakan oleh industri yang dimaksud.”

Pertumbuhan regional dalam jangka panjang antara lain dijelaskan dalam
teori sektor (sector theory) oleh Emerson (1975, 133-134). Teori ini memandang
pertumbuhan ekonomi sebagai evolusi internal dari spesialisasi dan pembagian kerja.
Selanjutnya dikatakan :

“The origin of sector theory is the Clark — Fisher hypothesis that economic

growth (per capita income) depend on how rapidly resources are shifted out

of agriculture (primary activity) and into manufacturing (secondary) and
service (tertiary) activities. Resources shifts occur because of both supply

and demand pressure .

Flipotesis Clark — Fisher adalah pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per
kapita akan tergahtung pada kekuatan sumber daya manusia yang bergeser dari sektor
primer ke sekunder dan tersier. Kelanjutan dari teon tersebut di atas adalah timbuinya
teori tahapan (stages theory) yang menyatakan, bahwa pembangunan regional adalah
suatu proses evolusi internal yang meliputi berbagai tahap. Emerson ef al. (1975:133)

menjelaskan, bahwa tahap-tahap pertumbuban tersebut adalah sebagai berikut :

“Self-sufficient subsistence economy. A4 regional economy which is
basically self contained has little specialization and little export trade. In
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dzveloped nations, such economies are virtually non-existent. With no
significgnt export trade, such regions have few interregional transportation
links.

Specialization in primary activity. Historycally regional growth
sitems from such primarily-activity specialization as agriculture or mining.
The expending interegional trade resulting from this specialization
encourages and is encouraged by an improvement in transportation. Better
lransportation improves access both to markets and supplies.

Development of secondary industries. As primary activity expands,
population and supporting (secondary} activities also grow. Establishment
providing services to the primary processing activity and to the regional
population development grow”.

Sclanjutnya F.M. Hoover dan Josepth Fisher ( Zadjuli, 1986 : 58-60)
membag] tahap-tahap Pembangunan Regional sebagai berikut :

Ekonomi Subsisten (Self — Sufficient Subsistence Economy).

Dalam tahap ini masyarakat hanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri
pada tingkat yang hanya untuk hidup sehari-hari. Kehidupan penduduk sebagian
besar masih tergantung dari sektor pertanian dan mengumpulkan hasil-hasil alam
lainnya.

Peningkatan Transportasi dan spesialisasi lokal (Transport improvement and
local specialization).

Pada tahap kedua telah terdapat peningkatan, baik dalam prasarana/infra-
struktur maupun sarana transport yang akhirnya mengakibatkan terjadinya beberapa
spestalisasi pada lokasi tertentu dengan perdagangan antar lokasi tersebut. Di dalam
masyarakal petani timbul spesialisasi baru di luar pertanian, dimana hasil produksi,
bahan dasar dan pemasarannya masih terbatas dan tergantung pada daerah pertanian
yang bersangkutan.

Perdagangan angar daerah (Inferregional trade).

Pada tahap ketiga ini telah terjadi perkembangan perdagangan antar daerah.
Hal ini dimungkinkan karena telah terdapat perbaikan di bidang transportasi dan telah
terjadi pula perubahan-perubahan di sektor kegiatan pertanian dari arah peningkatan
produksi jenis ekstensifikasi menjadi pertanian yang lebih dititik beratkan ke
intensifikasi. Di samping itu terdapat perkebunan dan peternakan sebagai wujud dari
spesialisasi dan intensifikasi. Telah terjadi spesialisasi kegiatan antar daerah juga
mendorong perkembangan di sektor perdagangan , yang sekarang mencakup jarak
antar daerah bukan hanya di dalam desa saja.

Industri (In1dustrialization).
Semakin  bertambahnya penduduk dan semakin menurunnya potensi
peningkatan dari produksi pertanian dan kegiatan ekstraktif yang lain karena hukum
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diminishiag return, maka daerah dipaksa untuk mengembangkan sumber pendapatan
dan lapangan kerja. vaitu dengan industrialisasi. Industrialisasi disini lebih dititik
beratkan  pada  keglatan-kegiatan  yang menyangkut industti manufaktur  serta
pertambangan dan galian. Pada awal periode Industrialisast im terdapat industri yang
mengolah hasil-hasi] pertanian dan kehutanan menjadi barang konsumsi sehari-har
seperti hasil industri vang berupa makanan dan minuman, tekstil serta perkayuan.
Spesialisasi daerah memproduksi barang untuk cksper (Regional Specialization
in tertiar) industries producing for expori).

i dalam tahap terakhir ini daerah teluh sampal pada tingkat spesialisasi
dalam kegiatan tersier untuk keperluan penjualan ke daerah lain termasuk tenaga ahli
dan jasa-)asa khusus lainnva.

Aliran faktor produksi antar daerah ({nterregional Flow of Factors).

3ersamaan dengan tahapan terakhir, pemingkatan infrastruktur dan arus
imtformas: pada akhirmya menatkkan tingkat maobilisasi faktor produkst {modal dan
buruh/tenaga kerja) antar daerah.

Kesimpulan dari berbagal teori tersebut. bahwa pertumbuhan ekononu
wilayah sangat terpengaruh oleh aktivitas ekonomi. baik dari dalam maupun dari luar
dengan tingkat spesialisasi sektor tersier. Tahap-tahap pertumbuhan berikutnya akan
meningkatkan lapangan kerja di sektor industnn dan bila ditunjang dengan
infrastruktur dan arus informasi akan mempermudah mobilisasi faktor produksi
modal dan tenaga kerja antar daerah.

2.1.4 Tecri Pembangunan Berimbang Versus Pembangunan Tidak Berimbang

Pendekatan pembangunan benmbang (balanced development approach)

yang sering disebut dengan “ the big push ~ menyarankan agar semua sektor, baik
sektor  oertanian maupun sektor-sektor lain secara keseluruhan dibangun secara
bersamaan. Dana vang tersedia dibagi sedemikian rupa, sehingga seluruh sektor dapat
mencapai pertumbuhan vang sama. Tujuan akhir dari pendekatan im adalah untuk

menciptaban suatu lompatan dari keadaan semula mencapar keadaan baru di mana

perekonoinian berada pada tingkat yang jauh lebih tinggt, namun komposisi sektoral
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tetap seperti semula (Miernyk, 1971 - 576 -~ 578). Sebaltknya dalam pendekatan
pembangunan tidak berimbang (unbalanced development approach), penggunaan
dana yarg tersedia dipusatkan pada satu atau beberapa sektor, mengingat akan
terbatasn'/a dana.;Penanaman modal tersebut biasanya lebih mengutamakan pada asas
keterkaitzn yang tinggi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, untuk
memilih satu atau beberapa sektor pendobrak dari keterbelakangan ini tidak mudah,
karena harus diketahui koefisien teknis dari tabel input-output yang umumnya belum
ada di negara yang sedang berkembang. Studi ini akan menerapkan analisis tersebut
untuk kajian antar wilayah, vaitu perbandingan antar keseimbangan daerah
kabupater /kota.

2.1.5 Teori Ekonomi Kependudukan
2.1.5.1 Pembangunan manusia.

Pembangunan manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan
utama dart pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi
rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan vang
produktif. Hal ini nampaknya sederhana namun seringkali terlupakan oleh berbagai
kesibukan jangka pendek vyang hanva mengejar ekonomi semata. Menurut Irawan
dan Suparmoko (1990:92), ada empat aspek penduduk vang perlu diperhatikan di
negara-negara sedang berkembang, vaitu :

Adanyatingkat perkembangan penduduk yang relatif tinggi

Adanya struktur umur yang tidak favorabel.

Tidak adanya distribusi penduduk yang seimbang

Tidak adanya tenaga kerja yang terdidik dan terlatih
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_ebih lanjut lIrawan mengatakan, bahwa rendahnya kualitas penduduk juga
merupakan penghalang pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan
karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja.
Pembangunan memerlukan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyat skill atau
paling tidak dapat membaca dan menulis. Dengan kata lain pendidikan mempunyat
andil yang besar ferhadap pembangunan ekonomi.

Menurut Paolo Freire dalam Baswir (1999:66), pendidikan terdiri dari dua
tahap. Pertama, pendidikan harus membahas mengenai kesadaran yang mencakup
masalah perilaku, pandangan dunia dan etika. Kedua, pendidikan bukan hanya milik
salah satu strata masyarakat, tetapi pendidikan bagi keseluruhan manusia dalam
proses pencapalan kebebasan yang langgeng.

Jendidikan memberikan pengetahuan bukan saja yang langsung dengan
pelaksanaan tugas, akan tetapi juga landasan untuk mengembangkan diri serta
kemampuan mefnanfaatkan semua sarana yang ada di sekitar untuk kelancaran
pelaksanaan tugas. Sejalan dengan itu Simanjuntak (2002) menegaskan, bahwa
semakin tinggi pendidikan semakin tinggt produktivitas kerja.

Kenyataan empiris membuktikan, bahwa penambahan modal fisik kurang
memuaskian dalam strategi pembangunan, maka pendekatan sumber daya manusia
atau mutu modal manusia dipandang sebagai satu pilihan yang tepat untuk ncgara-
negara berkembang dengan melihat, bahwa jumlah penduduk yang besar dapat
merupakan aset bagi pembangunan. Beberapa indikator yang biasa dipakai untuk
memantau perkembangan sumber daya manusia atau mutu modal manusia menurut

Tjiptoherijanto (2002:34) adalah :
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Tingkat kematian bayi.
Tingkat pendidikan yang ditamatkan.
Persentase penduduk miskin.
Lapangan pekerjaan.
2.1.5.2 Pertumbuhan penduduk dan kesejahteraan

Dalam bukunya Essay on the Principle Population, T.R. Malthus dalam
Sumardi (2003:355 mengemukakan, bahwa penduduk apabila dibiarkan saja, maka
jumlﬂﬁya akan berkembang  secara  deret ukur itu  bergerak,
1,2,4,8,16,32,64,128,256,512, 1024, ...... kemudian akhirnya menjadi sedemikian
besar, schingga tiada tempat lagi dibumi ini untuk seluruh manusia yang
menghuninya. Dilain pihak alat-alat pemuas kebutuhan manusiapun berkembang
menurut deret hitung saja, 1,2,3,4,5,.... Melihat perkembangan jumlah penduduk
yang demikian, menurut pendapatnya pada saat jumlah penduduk telah berlipat
ganda, maka dunia akan terasa sempit dan alat pemuas kebutuhan jauh di bawah
tingkat yeng dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh The Law of Diminishing Return, di
mana alat pemua-s kebutuhan tidak dapat mengejar deret ukur pertumbuhan jumlah
penduduk. |

Menurut Tjiptoherijanto (1999), pertumbuhan penduduk yang mendiami
suatu daerah dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni (a) tingkat kelahiran; (b) tingkat
kematian; dan (c) migrasi. Tingginya tingkat kelahiran dan migrasi masuk akan
menyebatkan bertambahnya jumiah penduduk, sementara itu migrasi keluar dan
tingkat kematian yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk.

Tingkat kematian yang tinggi sekaligus mencerminkan tingkat kesejahteraan yang
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rendah, Keadaan penduduk pada tahun tertentu didapat menurut persamaan yang
disebut dengan Balancing Equation, dengan menggunakan formula sebagai berikut :

Pt = PO+B-D+1-0

D1 mana :

Pt adalah Jumlah Penduduk tahun tertentu

’G  adalah Jumlah Penduduk tahun sebelumnya

13 adalah Jumlah kelahiran

1D adalah Jumlah kematian

I adjalah Migrasi masuk

O ad:alah Migrasi Keluar

Pertumbubhan penduduk yang tinggi membawa permasalahan yang jauh
lebth rumit, karena masalah ini lebih ditekankan pada kesejahteraan penduduk itu
sendirt. FPertumbuhan penduduk yang cepat membawa konsekuensi tersendiri
terhadap kualitas hidup. yang perlu dicarikan jalan keluar, untuk menuju kondisi
kehidupan (standard of living) kearah yang lebih baik lagi/sejahtera. Untuk mengukur
kesejahteraan, dapat menggunakan Human Development Index (HDI), atau Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Komponen IPM adalah umur harapan hidup, rata-rata
lama sekolah dan pendapatan riil per kapita dalam rentang antara 0 — 1. Skala 0
menunjukkan pembangunan manusia rendah dan 1 menunjukkan pembangunan yang
tinggi. Menurut Todaro (2000b : 65), besaran HDI dapat menunjukkan 3 katagori,
yaitu :

0,00 - 0,50 = Pembangunan manusia rendah

0,51 - 0_,79 = Pembangunan manusia sedang

0,80~ 1,00 = Pembangunan manusia tinggi
I
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2.1.6 Tecri Perubahan Strukter Ekenomi.

Teori perubahan struktural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme
transforryasi ekonomi yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang, yang
semula lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke
struktur perekonomian yang lebih modern yang didominasi oleh sektor-sektor
nonpriiner, khususnya industri dan jasa. Ada dua teori utama yang umum digunakan
dalam mznganalisis perubahan struktur ekonomi, yakni dari Arthur Lewis (teori
migrasi) <lan Hollis Chenery (teori transformasi struktural).

Teori Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi
yang terjadi di daErah pedesaan dan daerah perkotaan (urban). Dalam teorinya, Lewis
mengasurasikan, bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi
dua, yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi oleh sektor
pertanian dan pereckonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor
utama. Di pedesaan karena pertumbuhan penduduknya tinggi, maka terjadi kelebihan
suplat tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakatnya berada pada kondisi subsisten
akibat perekonomian yang sifatnya juga subsisten. Over Supply tenaga kerja ini
ditandai dengan nilai produk marjinalnya no! dan tingkat upah riil yang rendah.

Nilai produk marjinal nol, artinya fungsi produksi di sektor pertanian
(disebut juga sektor pedesaan) yang telah sampai pada tingkat berlakunya hukum
diminishing return : semakin banyak orang bekerja di sektor pertanian, semakin
rendah tingkat produktivitas tenaga kerjanya. Dalam kondisi seperti ini, pengurangan
jumlah pckerja tidak akan mengurangi jumiah output di sektor tersebut karena

proporsi tenaga kerja terlalu banyak dibandingkan proporsi input lain, seperti tanah
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dan kapital. Akibat over supply tenaga kerja ini, upah atau tingkat pendapatan di
pertanian pedesaan menjadi sangat rendah.

Sebaliknya, di sektor perkotaan sektor industri mengalami kekurangan
tenaga ke ja. Sesﬁai prilaku rasional pengusaha, yakni mencari keuntungan maksimal,
kondisi pasar buruh seperti ini membuat produktivitas tenaga kerja sangat tinggi dan
nilal procuk marjinal dari tenaga kerja positif, yang menunjukkan, bahwa fungsi
produksinya belum berada pada tingkat optimal yang dapat dicapai. Sesual hukum
pasar, tingginya produktivitas membuat tingkat upah ril per pekenja di sektor
perkotaan tersebut juga tinggi.

Perbedaan upah di pertaman/pedesaan dan di industri/perkotaan menarik
banyak tenaga kerja pindah dan sektor pertama ke sektor kedua, sehingga terjadilah
suatu proges migrasi dan urbanisasi. Tenaga kerja yang pindah ke industri mendapat
penghasilan yang lebih tinggi dan pada sewaktu masih bekerja di pertanian. Secara
agregat, bzrpindahnya sebagian tenaga kena dari sektor dengan upah rendah ke sektor
dengan upah tinggi membuat kesejahteraan masyarakat meningkat yang dicerminkan
oleh meningkatnya pendapatan di negara bersangkutan.

Kerangka teori pemikiran teori Chenery pada dasarnya sama dengan model
Lewis. Teori Chenery, dikenal dengan teori patrern of development, memfokuskan
-pada perubahan étruktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi yang mengalami
transformasi dari pertanian tradisional (subsisten) ke sektor industri sebagai mesin
utama pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh Chenery
dan Syrquin (1975} dalam Tambunan (2001: 61), mengidentifikasikan bahwa sejalan

dengaﬁ peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yang membawa perubahan
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dalam pola permintaan konsumen dari penekanan pada makanan dan barang-barang
kebutuhan pokok lain ke berbagai macam barang-barang manufaktur dan jasa,
akumulasi kapital fisik dan manusia (SDM), perkembangan kota-kota dan industn-
industri di urban bersamaan dengan proses migrasi penduduk dari pedesaan ke
perkotazn, dan penurunan laju pertumbuhan penduduk dan family size yang semakin
kecil, st-uktur perekonomian suatu negara hergeser dar yang semula didominasi oleh
sektor pertanian atau/dan sektor pertambangan menuju ke sektor-sektor nonprimer,
khususnya industri.

Teori ini selaniutnya dikembangkan oleli Fisher and Colin Clark datam
Miernvk (1971:555— 557). Teoni ini menganalisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan
perubahan penyerapan tenaga kerja yang didasari oleh pengalaman pertumbuhan
ekonomi Amerika Serikat dari tahun 1820 sampai tahun 1970. Lapangan pekerjaan
dalam perekonomian dibagi menjadi tiga kelompok, vaitu : sektor primer, sekunder
dan tersier. Selama satu setengah abad tersebut telah terjadi perubahan struktur
penyerapan tenaga kegja masyarakat, dimana :

a. Sektor primer dari 72 % menjadi tinggal 8 % saja ;

b. Sektcr sekunder meningkat dari 13 % menjadi 34 % ;

¢. Sekter tersier meningkat pula dari 15 % menjadi sekitar 58 %,

Perubahan/transisi sektoral dari perekonomian Amerika Serikat menurut perubahan
penyerapan tenaga kerja ditunjukkan pada Gambar 2.1 di halaman 54. Teon
perubahan struktur ekonomi dikembangkan lebih lanjut dengan mendasari pada
penelitian empiris Clark dan Fisher oleh Kuznets, Hagen dan Hawrylyshyn

pada tahun 1969 kemudian oleh Chenery. Elkington dan Sims pada tahun 1970
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Gambar 2.1 PERUBAHAN/TRANSISI SEKTORAL PEREKONOMIAN

AMERIKA SERIKAT MENURUT PERUBAHAN PENYERAPAN
TENAGA KERJA TAHUN 1826 — 1970

(Yotopouios dan Nugent, 1976 : 287).

Pembangunan ekonomi dalam periode jangka panjang, mengikutl
pertumbuhan pendapatan nasional, akan membawa suatu perubahan mendasar dalam
struktur ekonomi dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke
ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor non primer, khususnya industri
manufaktur dengan increasing returns to scale (relasi positif antara pertumbuban
output: dan pertumbuhan produktivitas) yang dinamis sebagai mesin utama

pertumbuhan ekonomi.
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Berdasarkan penelitian terscbut pola struktur yang diteliti termasuk nilai
tambah (valwe added ) bukan hanya penycrapan tenaga kerja.  Disimpuikan,
bahwa perubahan komposisi/distribusi  sektoral di semua negara yang diamati
sangat ditentukan olch besarnya jumlah pembentukan kapital terhadap Gross
National Product, baik yang dibiayai oleh tabungan domestik maupun yang
dibiayai oleh ekspor barang produksi sektor Primer. Selanjutnya Chenery (1974)
menyatakan bahwa perubahan struktur ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu
rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan vang lainnya dalam komposisi
agregate demand / perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) dan agregate supply
diperlukar guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan.

Dyjojohadikusumo (1994 : xxi) menyatakan, bahwa :

“ Pembarigunan ekonomi sebagai proses transist dan transformasi berkisar pada
perubahan struktural. Perubahan struktural ini menyangkut perubahan pada struktur
dan kompostsi produk nasional, pada kesempatan kerja produktif, pada ketimpangan
antar sekior, antar daerah, antar golongan masyarakat, pada kemiskinan dan
kesenjangan antara gotongan berpendapatan rendah dan tinggi™.

1'\’Ienuruir Kuznets, pengalaman empiris membuktikan, bahwa dengan
meningkataya pendapatan (pertumbuhan ekonomi) akan terjadi pergeseran-
pergeseran pada komposisi produk nasional (pergeseran di antara sumbangan sektor
Primer, Sekunder dan Tersier terhadap produk nasional), pada kesempatan kerja
produktif (dari sektor Primer beralih pada sektor Sekunder dan Tersier) dan pada pola
perdagangiin (dan komoditi Primer ke barang manufaktur dan pemberian jasa).

Lebih lanjut Kuznets (1993:52) menyatakan, bahwa sejarah pertumbuhan

negara-negara yang sekarang maju menunjukkan pentingnya tingkat perkembangan

struktural dan sektoral yang tinggi yang melanda setiap aspek perekonomian.
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Prosesnya sendiri menyatu dengan proses pertumbuhan ekonomi. Beberapa
komponen yang utama dari proses perubahan struktural tersebut antara lain mencakup
pergeseran pemusatan aktivitas secara berangsur-angsur dari sektor pertanian ke
sektor non pertanian (dewasa ini, pergeseran itu seperti juga tengah berlangsung,
yaitu ciari sektor industri ke sektor jasa, perubahan besar dalam skala atau rata-rata
unit produksi, yaitu dari pola produksi yang ditangani oleh perusahaan-perusahaan
keluarga dan perusahaan perorangan berskala kecil ke arah pola produksi masal yang
ditangani oleh perusahaan nasional dan multi nasional). Selain itu juga terjadi
pergeseran lokasi dan status pekerjaan mayoritas angkatan kerja dari daerah
pedesaan. Semula mereka lebih banyak menggeluti sektor pertanian di desa asalnya,
tetapi kemudian bergerak ke sektor manufaktur serta jasa-jasa di daerah perkotaan.

Transformasi struktural dapat dilihat pada perubahan pangsa nilat output
dani Sétiap sektor dalam pembentukan PDRB atau Produk Nasional Bruto (PNB).
Kontribusi outpur dari pertanian terhadap pembentukan PDRB maupun PNB
mengecil, sedangkan pangsa PDRB dari industri manufaktur dan jasa mengalami
peningkatan seiring dengan peningkatan PDB.

Chenery lebih lanjut menyimpulkan, bahwa proses transformasi struktural
akan mencapai tarafnya yang paling cepat bila pergeseran pola permintaan domestik
kearah oiuput industri manufaktur diperkuat oleh perubahan yang serupa dalam
komposisi perdagangan luar negeri atau ekspor. Perubaban struktur ekonomi
(transf.:ormasi strukrural) dapat dilihat pada perubahan pangsa nilai onput atau nilal
tambah dari setiap sektor didalam pembentukkan Produk Nasional Bruto (PNB) atau

Pendapatan Nasional.
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Berdasarkan hasil studi dari Chenery dan Syrquin dalam Tambunan
(2001:64-55) dingyatakan, bahwa perubahan pangsa tersebut dalam periode jangka
panjang menunj ukkan pola seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2 di halaman 58.
Dari Gambar 2.2 dapat diketahui, bahwa kontribusi owfpur dari sektor Primer
terhadap pembentukan PNB mengecil, sedangkan kontribusi sektor Sekunder
dan Tersier merﬁngkat seiring dengan peningkatan PNB per kapita. Berdasarkan
peneliﬁannya di negara-negara sedang berkembang disimpulkan, bahwa pada saat
PNB per kapita US$ 200, maka sektor Primer menguasai 45 % dari PNB, sementara
sektor Sekunder hanya menyumbang 15% saja. Pada saat PNB per kapita mencapai
US$ 1:000, kontrj;ibusi output dari sektor Primer mengalami penurunan menjadi 20%
dan sektor Sekunider meningkat menjadi 28%, berarti kontribusi sektor tersier adalah
sebesar 52%. Indikator penting kedua vyang sering digunakan di dalam studi
empiris untuk ﬁlengukur pola perubahan struktur ekonomi adalah distnibusi
kesempatan kerja menurut sektor. Dengan pola yang sama seperti dalam Gambar 2.2,
pa;tia tingkat pendapatan per kapita yang rendah (tahap awal pembangunan ekonomi)
sektor Primer merupakan kontributor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. Pada
tingkat pendapatan per kapita yang tinggi (tahap akhir pembangunan ekonomi)
sektor .Sekunder inenj adi sangat penting dalam penyediaan kesempatan kerja.

Boediono dan Gozali (1991) menyatakan, bahwa faktor-faktor yang
berpengarih terhadap pergeseran struktur ekonomi tersebut seperti yang diidentifikasi
oleh Syrquin dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sisi permintaan dan sisi penawaran.

Dari sisi perrnirjtaan, penyebabnya adalah pengaruh berlakunya hukum Engel,
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Gambar 2.2 PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DALAM PROSES
PEMBANGUNAN EKONOMI

perdagangan, teknologi dan kebijakan substitusi impor. Hukum E£nge/ menyatakan,
bahwa semakin tinggi pendapatan proporsi untuk konsumsi semakin menurun.
Mengingzt konsumsi itu lebih banyak kebutuhan Primer (produk pertanian), maka
semakin tinggi péndapatan semakin menurun pula kebutuhan akan produk pertanian.
Dipihak lain, elastisitas pendapatan terhadap industri pengolahan tinggi, sehingga

semakin tinggi pendapatan semakin tinggi pula permintaan terhadap produk industri

pengolahan.
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Situasi perdagangan menunjukkan menurunnya ekpor bahan mentah dan
meningka:nya ekspor bahan jadi vyang disebabkan lebih tingginya nilai tukar bahan
jadi dar1 pada bahan mentah. Berkembangnya teknologi memungkinkan munculnya
bahan-batan sintetis yang dapat menggantikan bahan-bahan alam. Kebijakan
substitusi impor yang umumnya adaiah produk industri juga meningkatkan
permintaan akan. barang-barang hasil clahan. Semua faktor di atas menyebabkan
secara relatif menurunnya permintaan produk Primer dan meningkatnya permintaan
terhadap produk Sekunder dan Tersier (Soepono, 2001).

Dan sist penawaran, pergeseran struktur ekonomi tersebut terjadi karena
realokasi “aktor-faktor produksi, seperti modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan
lain-tatn dari sektor Primer yang produk marjinalnya febih rendah ke sektor Sekunder
dan Tersizr yang produk marjinalnya lebih tinggi. Tingginya produk marjinal di
sektor - Se<under. disebabkan oleh cepatnya pertumbuhan sektor Sekunder akibat
semakin tingginya permintaan akan komoditi Sekunder dan adanya keunggulan
komparauf yang dimiliki oleh sektor tersebut. Di sini terlihat kaitan yang erat antara
sisl1 permintaan dan penawaran dengan pergeseran struktur ekonomi dalam suatu
perekohomian. Dengan demikian, menurut Weiss (1988) dalam Tambunan (2001 :
59}, perubahan struktur ekonomi adalah transformasi struktural nilai tambah dari
ekonomi 1radisional dengan pertanian (Primer) sebagai sektor utama ke ekonomi
modern (ron Primer) yang didominasi oleh sektor-sektor non Primer sebagal mesin
utama inerl umbuhan ekonomi

Menmurut Todaro (2000a : 443), pergeseran struktur ekonomi dar sektor

Primer ke sektor Sekunder dan Tersier di negara-negara yang sedang berkembang
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akan menimbulkan masalah, karena turunnva kontribusi dan pertumbuhan sektor
Primer tidak ditkuti dengan penurunan penyerapan tenaga kerja sektor Primer yang
seimba:.ng atau lebih cepat. Pergeseran struktur ekonomi dari sektor Primer ke non
Primer lebih cepat dari transformasi tenaga kerja akan menurunkan kesejahteraan
masyarakat yang disebabkan oteh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Badan
Pusat Statistik Provinsi Bali yang bekerja sama dengan BAPPEDA Provinsi Bali
tabun 1999 men)}impulkan bahwa faktor sosial ekenomi lainnya yang berhubungan
dengan kesejahteraan masyarakat adalah ketenagakerjaan. Peningkatan partisipasi
angkatan kerja akan menyebabkan produktivitas tenaga kerja meningkat dan
selanthnya pendapatan per kapita masyarakat menjadi meningkat. Disamping itu
perubailan struktur penyerapan tenaga kerja dapat berpengaruh terhadap
kesejahteraan masyarakat. Pergeseran kegiatan masyarakat dari sekior tradisional ke
sektor modern disamping cenderung meningkatkan pendapatan per Kapita
masyarakat, juga dapat meringankan beban fisik masyarakat yang selanjutnya dapat
berpengar ih pada kesehatan mereka.

2.1.7 Konsep Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan
dan kendisi ekonomi suatu daerah. Tingkat pertumbuhan ckonomi yang tinggi
bukanlah jaminan tercapainya kemakmuran di suatu daerah apabila tingkat
pengangghuran di daerah itu juga relatif tinggi. Tingginya tingkat pengangguran, yang
berdampaic pada buruknya distribusi pendapatan, berpotensi memunculkan gejolak

sosial yarg padd gilirannya akan menjadi ancaman bagi perkembangan ekonomi
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selanjutnya. Dalam teori ekonomi makro, variabel tenaga kerja merupakan variabel
terpenting dalam mengukur tingkat output suatu perekonomian.

1>alam Negara berkembang seperti Indonesia yang berpenduduk besar yang
menjadi sialah satu masalah utama adalah pengangguran struktural yang sangat besar.
Masalah 'ni disebabkan oleh karena struktur ekonomi yang ada belum mampu
menciptakan kesempatan kerja yang sesuai dan dalam jumlah yang cukup untuk
menyerap angkatan kerja yang ada. Jumlah angkatan kerja yang bekerja biasanya
dipandang sebagai jumlah kesempatan kerja yang tersedia di suatu wilayah.
Permintaan terhadap tenaga kerja selain dilihat secara mikro, yaitu dari segi
perusahaan, juga dapat dilihat secara makro, baik secara sektoral, jenis jabatan,
pendidikan, status hubungan kerja dan lain-lain.

Tenaga kerja (Man Power) adalah besarnya bagian dari penduduk yang
dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi. Menurut Undang-Undang No. 14 tahun
1969, tenzga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di
dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang dan jasa untuk
memenuh: kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003
tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang
yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk
memenuh:. kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sedangkan ketenagakerjaan adalah
segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan
sesudah masa kerja.

Menurut Muliyadi (2003:60), tenaga kerja adalah penduduk dalam usia

kerja (15-64 tahﬁn) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat
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memproduksi ba;ang atau jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja, dan jika
mereka mau berp;artisipasi dalam akitivitas tersebul. Sedangkan angkatan kerja adalah
bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat
dalam kegiatan produksi, yaitu produksi barang dan jasa.

Di indonesia, BPS mengambil penduduk umur 10 tahun ke atas sebagai
kelompok penduduk usia kerja. Akan tetapi sejak tahun 1998 mulai menggunakan
umur 15 tahun ke atas atau lebih tua batas usia kerja pada periode sebelumnya.
Menurut Simanjuntak (1998:1), tenaga kerja mengandung dua pengertian. Perfama,
tenaga kerja mepgandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan
dalam prcses prdduksi. Kedua, tenaga kerja mencakup orang yang mampu bekerja
untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu
melakuka1 kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu kegiatan tersebut
menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena
itu, tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

a. Angkaran Kerja

Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja yang masuk
pasar kerja, baik yang bekerja maupun mencari kerja, yang masih mau dan mampu
untuk melaksanakan pekerjaan (Swasono dan Sulistyaningsih, 1987:35). Jadi disini
tidak semua tenaga kerja atau penduduk usia kerja masuk pasar kerja, karena ada
sebagian vang bersekolah, cacat, ibu rumah tangga atau pensiunan yang tidak masuk
pasar kerj a.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, mempunyai pekerjaan

tetap, tetepi sementara tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan sama sekall,
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tetapi meacart pekerjaan secara aktif. Jumlah angkatan kerja dipengaruhi oleh
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK} dan jumlah penduduk usia kerja atau
struktur umur penduduk. Sedangkan bekerja diartikan sebagai melakukan suatu
kegiatan untuk menghasilkan atau membantu menghasilkan barang dan jasa dengan
maksud untuk memperoleh penghasilan berupa uang dan atau barang dalam kurun
waktu tertentu,

b. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah bagian dari penduduk usia kerja yang non aktif
secara ekonomi. Mereka terdiri dari yang bersekolah, mengurus rumah tangga,
penerima pensiunan, mereka vang hidupnya tergantung dart orang lain karena lanjut
usia, cacal, dalam penjara atau sakil kronis.
2.1.7.1 Kesempatan kerja dan penggunaan tenaga Kerja

Istilah employment dalam bahasa inggris berasal dari kata kerja to employ
yang berarti menggunakan dalam suatu proses atau usaha memberikan pekerjaan atau
sumber oenghidupan. Jadi employment berarti keadaan orang vyang sedang
mempunyai pekerjaan. Penggunaan istilah employment sehari-hari biasa dinyatakan
dengan jumlah orang dan yang dimaksudkan adalah sejumlah orang yang ada dalam
pekerjaan atau mempunyai pekerjaan. Pengertian ini mempunyai dua unsur, yaitu
lapangan atau kesempatan kerja dan orang vang dipekerjakan atau yang melakukan
pekerjaan tersebut. Jadi pengertian employment adalah kesempatan kerja yang sudah
diraih (Soeroto, 1983:7). Secara makro laju pertumbuhan kesempatan kerja berkaitan
dengan lzju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi

laju pertumbubhan kesempatan kerja. Hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi
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dengan lzju pertumbuhan kesempatan kerja dapat dijelaskan melalui elastisitas
kesempaten kerja. Elastisitas kesempatan kerja yang semakin tinggi berarti setiap laju
pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebib luas.
Indikator 1:lastisipas ini sering digunakan untuk menganalisis sifat usaha padat modal
atau p;tdat karyé, meskipun penggambaran dari sudut pandang makro. Menurut
Widodo (1990 : 111), rumus untuk menghitung elastisitas kesempatan kerja adalah :

A KK

Ekk =
APDB

Di mana :
Ekk adalah Elastisitas kesempatan kerja

A KX adalah Laju pertumbuhan kesempatan kerja

A PDB adalah Laju pertumbuhan ekonomi (rate of growth)

2.1.7.2 Kesempatan kerja (KK) sektoral

Menurut Manning (1990) dalam Soedarsono (1999), permintaan terhadap
tenaga kerja selain dapat dilihat secara mikro, yaitu dari segi perusahaan, juga dapat
dilihat@sec:ara makro, baik secara sektoral, jenis jabatan dan status hubungan kerja.
Permintaan tenaga kerja secara makro juga sering dikenal dengan istilah kesempatan
kerja atau jurﬁlah orang yang bekerja. Konsep bekerja atau kesempatan kerja
mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Suatu negara dianggap baru mulai
mendekat; titik balik atau turning point dalam pembangunan apabila jumiah tenaga
kerja di scktor pertanian mulai turun secara absolut. Lebih lanjut dikatakan, bahwa
pembangt nan biasanya disertai dengan perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian

ke sektor manufaktur dan sektor jasa, serta keberhasilan strategi pembangunan
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biasanya sering dikaitkan dengan kecepatan pertumbuhan sektor manufaktur yang
dianggap berkaitan erat dengan peningkatan produktivitas pekerja. Hubungan antara
laju pertumbuhan kesempatan kerja sektoral dengan laju pertumbuhan ekonomi
sektoral dapat dijelaskan melalui elastisitas kesempatan kerja sektoral. Menurut
Widodo (1990 : 113), rumus untuk menghitung elastisitas kesempatan kerja sektoral
adalah :

A KKS

1ikks =
AVAS

Di mana
Ekks adilah Elastisitas kesempatan kerja sektoral
A KKS adailah Laju pertumbuhan kesempatan kerja sektoral

A VAS adalah Laju pertumbuhan nilai tambah sektoral

2.1.8 Teori Kesejahteraan

Banyak titik-tolak pemikiran ekonomi dapat diambil untuk membahas
masalah welfare (kemakmuran) dan welfare economics (ilmu ekonomi yang
berorientasi kemakmuran). Setengah abad yang lalu secara tegas dikatakan oleh Prof.
Kenneth Boulding bahwa the subject matter of welfare economics, berbeda dengan
lain-lain Dentuk welfare, harus didekati dari konsep harta atau riches ekonomi.
Dengan pendekatannya ini ia lebih lanjut memperkukuhkan konsepsi yang telah
dikenal sebagai spcial optimum, yaitu Paretian optimality (optimalitas ala Pareto dan
Edgewort), di émr:ma economic efficiency mencapai social optimum bila tidak

seorangpun bisa lagi menjadi lebih beruntung (betrer-off) tanpa membuat orang lain
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merugi (worse-off). Dalam pada itu pemborosan (konsep social optimum) masih
terjadi bila seseorang masih bisa menolong orang lain tanpa merugi. Apa yang
dikemukan Boulding ini, dalam kaitan Parefo dan Edgeworth, Marshall dan Pigou,
pada dasarnya adalah old wtilitarian dan tidak terlepas dari mekanisme perfect
competition dalam pasar. Welfare dan Competition menjadi dua sejoli diangkat di sini
sebagai paradigma klasikal oleh kaum Smithian. Inilah old welfare economics yang
berdasarkan pada? utilitas, berorientasi harta atau kekayaan ekonomi individu dan seif-
interest muiximization, yang menegaskan tercapainya Parefo efficiency. Dengan
demikian social optimum semacam ini menggambarkan berlakunya institusi ekonomi
berdasar paham individualisme dan liberalisme ekonomi (consumer’s sovereignty
dalam pola pikir persaingan pasar-bebas) (Swasono, 2005a : 8).

E:isiensi alokatif (allocative efficiency) sumber-sumber ekonomi ke tingkat
optimal yang menjadi titik tolak pemikiran kaum klasik Paretian ini {dan kemudian
juga neokiasik) temnyata tidak dengan sendirinya membawa kesejahteraan sosial
(societbl we{fare)i. Bagaimanapun juga Pareto efficiency tidak membukakan kondisi
terbentuknva a good society dan tidak peka terhadap masalah distribusi. Wellfare
economics setengah abad yang lalu berhenti di situ (Swasono, 2005b : 8).

Sementara itu Samuelson (1952) mengemukakan, bahwa sebenamya telah
ada welfarz economics baru yang tidak semata-mata berdasarkan kriteria ekonomi
seﬁlpit, tetapi telah mengandung nilai-nilai etikal. Sebagai kebijakan distribusi
pendapatar welfare economics mengemban ethical precept (nilai-nilai etis-normatif).
Namuﬁ Sa.'nuelsén membenarkan Lionel Robbins (1932) yang mengatakan, bahwa

tujuanitujuan etilital karena sifatnya memang tidaklah ilmiab, jadi kurang lebihnya
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mereka im menerima moral sceptitism-nya David Hume. Hal ini tentulah
mengakibatkan interpretasi keliru, bahwa welfare economics tidak mengandung
konten etikal. Di lain pihak kaum non-Weberian yang menolak Wertfieiheit der
Wissenschaft (neutrality of science) menuntut ;ue{fare economics harus pula
mengintreduksi dimensi welfare dari luar ilmu ekonomi. Hal ini berarti dalam tataran
sociental -velfare, maka social choice dalam mencapai social optimum perlu mencari
pendekatan baru. Artinya, sejak titik tolak awalnya preferensi individu-individu tidak
lagi diasumsikan berdimensi kepentingan tunggal, tetapi multipartitus (Swasono,
2005b : 9).

Apa yang disebut sebagai new welfare economics mulai muncul, kemudian
menjadi contemporary welfare economics sejak Kenneth Arrow mengajukan
impossibility theorem yang ia kembangkan sebagai upaya menggabungkan
preferénsi--preferensi masing-masing anggota masyarakat menjadi preferensi sosial
(Swasono, 2004:x). Dari sini ditunjukkan secara teoritis bagaimana sulitnya
menggabung dan mentransformasikan preferensi-preferensi individual menjadi
preferensi sosial.

Dralam hal ini Arrow mengawali secara teoritikal proses transformasi ini.
Bila proses transformasi ini dikaitkan dengan paham kebersamaan (mutualisme,
bukan individualisme), sampailah pada kesimpulan bahwa dalam kehidupan ekonomi
masyarakat maka social preference interdependen dengan, tetapi bukan gabungan
dari p}'eferences of individuals. Kesimpulan demikian itu karena dalam berpola
interaksi sosial maka individu-individu sebagai mahluk sosial akan berperilaku

berdasar pada kaidah-kaidah non ekonomi yang lebih kompleks. Dengan kata lain

1



68
akan terjadi transformasi perilaku individu-individu dalam pola interaksi sosial,
bahkan mungkin terjadi transformasi mind-set, terbentuk suatu cohrent collective
mind and behavior. Ada suatu impossibility teoritikal bila bertitik tolak dan
preferensi-preferensi individual. Preferensi sosial ada secara independen, sebagai
kehendak individu yang hidup bermasyarakat karena rasa bersama (Swasono,
2005a:10).

Setelah dengan sangat brilian dan teliti menggambarkan hubungan antara
welfare dan competition, akhirmya Prof. Tibor Scitovsky mengemukakan melalu
bukunya vang terkenal Welfare and Competition, bahwa competition memiliki
berbagai k.elemaﬁan (shortcomings). Bila kaum ekonom menganggap peran kebijakan
ekonomi adalah mempertahankan pekerjaan (employment) dan stabilitas harga (price
stability), tugas negara adalah mengobati kelemahan-kelemahan yang ada pada diri
competition demi menjamin welfare. Negara, menurut Scitovsky, harus menyediakan
jasa-jaéa vang masyarakat secara kolekiif dapat mengambil manfaat. Namun ia pada
dasarnya tetap berkecenderungan memihak orde kompetisi dan menghendaki
pembataszn terhadap kontrol oleh negara (Swasono, 2005b : 12).

Pembahasan dalam teori kesejahteraan secara umum dapat diklastfikasikan
memngadi tiga maciclm, vakni ; classical utilitarian, neoclassical welfare theory dan new
contractarian apﬁroach {Albert and Hahnel, 2005). Pendekatan Classical utilitarian
menekankan, bahwa kesenangan (pleasure) atau kepuasan (wtility) seseorang dapat
diukur den bertambah. Tingkat kesenangan yang berbeda yang dirasakan oleh
individu vang sama dapat dibandingkan secara kuantitatif. Prinsip bagi individu

adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya. Sedangkan bagi
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masyarakat, peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang
dipegang dalam kehidupannya.

Neoc:’asikical welfare theory merupakan teori kesejahteraan yang
mempopulerkan ?prinsip Pareto Optimality, Prinsip Pareto optimality menyatakan
bahwa “the community becomes better off if one individual becomes better off and
non worse off”. Prinsip tersebut merupakan wnecessary condition untuk tercapainya
keadaan kesejahteraan sosial maksimum.

Selain  prinsip Pareto optimality, neoclassical welfare theory juga
menjelaskan, bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan

individu. Secara matematis fungsi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut :

u
W = £ Y k()U()
i=1

di mana W merupakan kesejahteraan masyarakat, U merupakan tingkat kepuasan
individu can k merupakan bobot tertimbang.

Perkembangan lain dalam teori kesejahteraan sosial adalah muncuinya new
contractarian approach. Prinsip dalam pendekatan ini adalah individu yang rasional
akan setuju dengan adanya kebebasan maksimum dalam hidupnya. Sedangkan intisari
dari pendekatan «ini adalah setiap individu memiliki konsep yang jelas mengenai
barang dan jasa serta tugas-tugas dari institusi sosial yang ada. Dalam hal ini individu
akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep mereka tentang barang

tanpa adanya campur tangan.
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Berdasarkan pada beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan, bahwa
tingkat kesejahteraan seseorang sangat terkait dengan tingkat kepuasan (utifity) dan
kesenangan (plesure) yang dapat diraih dalam kehidupannya. Guna mencapai tingkat
kesejahteraan yang diinginkan, maka dibutuhkan suatu perilaku (behavioral) yang
dapat rlrleriaksimélkan tingkat kepuasannya sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Dalam realitasnya, kesejahteraan hidup seseorang memiliki banyak
indikator keberhastlan yang dapat diukur. Dalam hal im1i Thomas (2000:15)
menjelaskan, bahwa indikator kesejahteraan suatu negara dapat diukur melalui
tingkat kemiskinan, angka buta huruf, angka melek huruf, emisi gas CO2, perusakan
alam dan ingkungan, polusi air dan tingkat Produk Domestik Bruto (PDB). Secara
matematis fungsi kesejahteraan menurut Thomas (2000:185) dapat dituliskan sebagai
berikut :

N N
U= 2 u(ci) + Z v(hi,R)
=1 =1
di mana ci merupakan tingkat konsumsi individu i1, hi merupakan aspek human
capital individu 1. Sedangkan R merupakan tingkat asset lingkungan dan R
diasumsikan merupakan barang publik murni.

Dalam rangka mencapai hasil kesejahteraan yang maksimal dalam proses
pembangunan suatu negara, maka dibutubkan berbagai faktor produkst pendukung.
Dalam: hal int Tﬁomas (2000:XXVII) memberikan suatu gambar yang menjelaskan
secara konsaptuai dan pencapaian kesejahteraan yang dimaksud pada Gambar 2.3 di

halaman 71.
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Gambar 2.3 menjelaskan, bahwa tingkat kesejahteraan suvatu negara akan

sangat ditentukan oleh ketersediaan dalam sumber daya yang ada. Sumber daya yang
ada dalam perekonomian, seperti ; sumber daya manusia {H), sumber daya fisik (K)
dan sumber daya alam (R). Ketiga sumber daya yang dimaksud akan  berinteraksi
dalam proses : pembangunan guna  menghasilkan  tingkat pertumbuhan
ekonomi yang diinginkan. Pencapaian dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi
merupakan indikaiator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya.

-~

K
(Physical
Capital)

Financial Sector :
Intermediary
Function '

Growth

R
(Natural
Capital)

TFP = Total Faktor Produksi

Gambar 2.3 KERANGKA KESEJAHTERAAN DALAM PEMBANGUNAN
Pada gambar tersebut juga dapat dijelaskan, bahwa kesejahteraan hidup

masyarakat dapa:t dicapai melalui akumulasi dari sumber daya yang ada dalam
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pembangunan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya modal fisik, modal alam
dan sumber daya modal manusia. Ketiga elemen sumber daya tersebut akan
berinterakst dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan hidup
masyarakat.

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubabhan kesejahteraan
masyarakat juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Artinya, pembangunan
ekonomi dapat dianggap berhasil jika tingkat kesejahieraan masyarakat juga semakin
baik. Indikator yang dominan digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan
masyarakat pada suatu wilayah adalah tingkat pendapatan daerah dan besammya
pendapatan per kapita (Sukimo, 1994:14). Penggunaan pendapatan per kapita sebagai
indikator kesejahteraan sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Pigaou.
Tulisannya yang berkaitan dengan kesejahteraan adalah “Wealth and Welfare” tahun
1912, yanz selanjutnya ditrasformasi menjadi “ The Economic of Welfare” tahun
1920 (Spiege[, 1991:572). Seperti yang dikutif oleh Chopra (1981:3), Pigou
menyebutkan, bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan kepuasan agregat dari
semua individu délam masyarakat. Kesejahteraan individu ditunjukkan oleh kepuasan
yang diperoleh individu atas konsumsi barang dan jasa yang dihubungkan dengan
pendapatar. riil. Dalam hal int Pigou menganggap, bahwa kepuasan individu dapat
diukur secera kardinal, sehingga bisa dijumlahkan menjadi kesejahteraan masyarakat.
Pigou menvadari, bahwa kesejahteraan sifatnya subyektif dan tidak hanya ditentukan
dari aspek ekonomi, sehingga definisi tersebut dibatasi menjadi Economic Welfare.

Pengukuran kesejahteraan masyarakat dengan hanya menggunakan

pendapatan per kapita banyak ditentang oleh berbagai pihak. Hal ini disebabkan
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karena kt:sejahtc;raan itu sifatnya normatif, sehingga diperlukan pengukuran yang
lebih komprehens!.if yang dapat menggambarkan kemajuan kualitas hidup masyarakat.
Todaro (200a :215) mengatakan, bahwa angka kenaikan GNP per kapita mengandung
kelemahan vyang sangat fatal, yakni menyamarkan kenyataan fundamental yang
sebenarnya, yaitu sama sekali belum membaiknya kondisi kesejahteraan kelompok
penduduk yang relatif paling miskin.

Eierkaitan dengan hal itu, Moris pada tahun 1979 dalam tulisannya
“Measuring the Condition of the World's Poor : The Physical Quality of Life Index
(PQL[)”, mengukur kemajuan pembangunan dengan Indeks Kualitas Hidup Fisik
dengan tiga indikator, yaitu : harapan hidup, melek hurup dan kematian bayi
(Todaro,2000a : 84). Selanjutnya, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-
Bangsa (UNDP) melalul terbitan serialnya sejak awal tahun 1990-an mengukur
keberhasilan pembangunan secara lebih komprehensif dengan menggunakan usia
harapan h:dup, pendidikan dan pendapatan yang dikontruksi memjadi Indeks
Pembanguran Manusia atau Human Development Index = HDI (Todaro, 2000a:87).
Dengan demikian, kesejahteraan merupakan indeks komposit dari indikator
kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Indikator kesehatan diukur dengan
menggunak an an:gka harapan hidup, kemudian indikator pendidikan diukur dengan
variabél melek :huruf dan lama sekolah diasumsikan dapat menggambarkan
kemampuan sumber daya manusia menemukan dan memanfaatkan pengetahuan dan
teknologi. Indikator ekonomi didekati dengan variabel pengeluaran rumah tangga
sebagal proksi pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup

mintmum.
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Pengukuran kesejahieraan masyarakat dengan menggunakan [fuman

Development Index telah dilakukan di Indonesia sejak tahun 1993, vang disebut

Indeks Pembangiunan Manusia (IPM). BPS Provinsi Bali secara berkala telah

menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia berturut-turut tahun 1996, 1999, 2002
dan 2005.

2.1.9 Keterkaitan Perencanaan Sektoral dengan Pertumbuhan Ekonomi,
.Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat,

Apabila perencanaan spasial diarabkan pada penciptaan tingkat efisiens:
dan efekt vitas maksimal pemanfaatan ruang, dengan mengingat faktor konstrain,
yakni luas lahan yang relatif konstan, maka perencanaan sektoratl dimaksudkan untuk
mendorot 2 kemajuan dinamika sektoral, sehingga menghasilkan cutput yang dapat
meningkatkan késejahteraan masyarakat disatu sist dan disisi lain adalah untuk
mempertahankan keberlanjutan proses pembangunan yang berlangsung.

KLemajuén hidup manusia pada dasarnya tidak dapat ditumpukan semata-
mata pada satu sektor saja. Kehidupan manusia atau masyarakat melibatkan dimensi
yang banyak, yang keseluruhannya saling berinteraksi untuk menciptakan angka
keseimbanzan optimal, sehingga mampu menyangga berbagai upaya vang dilakukan
untuk merningkatkan taraf kehidupan umumnya dan taraf peradaban umumnya.
Dalam perspektif teori perkembangan wilayah, adanya keterbatasan sumber daya
(endowmerit factors), demikian pula karena pertimbangan efisiensi dan perbedaan
tingkat keterampilan (skill), tidak dapat dielakkan dapat mempengaruhi pilihan

sektor yang akan dijadikan sebagai motor bagi pertumbuhan atau kemajuan wilayah.
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Teori sektor basis menjelaskan, bahwa untuk terciptanya kemajuan ekonomi

suatu wilayah, maka wilayah yang bersangkutan harus mampu mengembangkan
sektor unggulan vang terdapat di wilayah tersebut untuk menarik keuntungan dari
pasar ekspor. Bl"lakely (1989:63) menjelaskan postulasi teori sektor basis dengan
menyatakan bahv@ra :
“ ... the determinants Jfor economic growth are directly related to the demand of
good, services, and products from other areas outside the local economic boundaries
of the community. In essence, the growth of industries that use local resources,
including labor and materials for final export elsewhere, will generate both local
wealth and jobs “.

Teori sektor menjelaskan, bahwa sektor kegiatan ekonomi (kadang-kadang
disebut juga‘ sebagai industri, misalnya industri pariwisata), adalah sekelompok
kegiatan ckonomi yang menghasilkan barang atau jasa sejenis menurut sistem
klasifikasi tertentu, misalnya seperti yang terdapat dalam United States Standard
Industrial Classification (USSIC). Sistem klasifikasi mengorganisasi seluruh jenis
industri berdasar!can produknya ke dalam segmen yang semakin rinci, mulai dan
sektor ekcnomi yang umum (misalnya manufacturing atau jasa) ke segmen industri
khusus (nusalnya olahraga komersial, atau binatu). Sistem klasifikasi tidak hanya
dihasilkan oleh sebuah negara (Misalnya US-SIC tersebut di atas), tetapi juga secara
multilateral (misalnya North American Industry Classification System atau NAICS)
yang d%isu::un oleh dan berlaku di negara-negara anggota North American Free Trade
Agreer;zenr (NAFTA). Pada umumnya urutan Kklasifikasi yang digunakan adalah
pembagian sektor-sektor ekonomi menjadi beberapa sektor, yaitu sektor pertanian
(agriculture), pertambangan (mining), konstruksi (conmstruction), transportasi dan

fasilitas vmum (transportation and public utilities), manufaktur (manufacturing),

s
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perdagangan besar (whole sale), perdagangan ritel (retail rade), keuangan, asuransi
dan pehgembang (finance, insurance and real estate), jasa-jasa (services) dan sektor
vang tidak masuk dalam klasifikas: (unclassified sector).

Berbeda dengan pembagian di atas, BPS membagt scktor ekonomi
sebagaimana tercantum dalam berbagai dokumen Pendapatan Nasional maupun
daerah; ke dalam sembilan sektor, yaitu sektor pertanian ; sektor pertambangan,
sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; sektor
perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan dan jasa-
jasa. Pembagian lain tentang sektor ekonomi adalah sebagaimana disebutkan di
dalam :Produk Domestik Regional Bruto, yang terdiri dart sembilan sektor, yaitu
pertanian, pertambangan dan penggalian ; industri pengolahan; listrik, gas dan air
minum; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi;
keuangar , persewaan dan jasa perusahaan dan terakhir jasa-jasa.

Sudut pandang lain yang melihat aktivitas ekonomi yang dilakukan dalam
suatu wi ayah adalah pembagian sektor menurut sifat kualitas imput, pemrosesan,
keluaran dan legalitasnya, adalah sebagai berikut :

1. Sektor Primer
Kegiztan ekonomi sektor primer adalah seluruh kegiatan ekonomi di bidang yang
Jangsing berhubungan dengan atau bergantung pada hasil alam seperti pertanian,
peternakan, dan kehutanan (kadang-kadang juga memasukkan pertambangan).

2. Sektor Sekunaer.
Kegistan ekonomi sektor sekunder adalah seluruh kegiatan ekonomi di bidang

yang mengoléh bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi atau
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setengah jadi lainnya (sebagai bagian dar rantai produksi vertikal dan proses
umurr. “roundabowt production” ekonomi manufacturing yang spesialisasi dan
pembigiannya semakin meningkat).

Sektor Tertier

Lad

Kegtatan ekqnomi sektor tersier adalah seluruh kegiatan ekonomi di bidang
pengorganisasian dan pengkoordinasian produksi dan kegiatan lain yang terkait,
yang melaku;kan pertukaran (logistik, distribusi, pemasaran, dll), perawatan
{perbeikan, dli), dan konsumsi (cceran, grosiran) barang dan jasa. Kompleksitas
sektor tertier mendorong dilakukannya pembagian lebih lanjut menjadi Sektor
Kuartener (seluruh kegiatan ekonomi di bidang informasi yang meliputi aktivitas
mengumpulkan, merekam, menyusun, meyimpan, mengambil, menukar dan
menyebarkan informasi) dan Sektor Kuiner (seluruzh kegiatan ekonomi dibidang
informasi yang lebih menekankan pada pembuatan, penyususnan kembali dan
penafiiran informasi dan gagasan, baik vang lama maupun yang baru, termasuk
juga inovast rﬁetode penafsiran data).
4. Sektor Ekonomi Informal.
Selurth kegiatan ekonomi yang berlangsung tanpa pengakuan atau ijin resmi dari
instansi pemerintah atau berlangsung secara ambigu atau hanya berkaitan lemah;
biasanya beroperasi tanpa sentuhan regulasi pemerintah, bahkan seringkali juga
dari sistem perpajakan.
Peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat menuntut adanya
peningkatan pada daya beli mereka, yang secara makro berarti juga meningkatkan

pendapatan agregat masyarakat, Persyaratan terakhir ini menyebabkan perlunya
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diupayakan penciptaan lapangan kerja produktif yang memberikan nilai tambah
(PDB) tertinggi untuk satu satuan tenaga kerja vang berada dalam suatu lapangan
usaha/aktivitas ekonomi tertentu-secara langsung berhubungan dengan pembangunan
dan perturibuhan ekonomi regional (Soedarsono, 1999).

Dalam analisis mengenai penciptaan dan pengembangan lapangan kerja
produktif regional ini dapat dikembangkan dua hipotesis besar yang menyangkut
hubungan antara pertumbuhan ekonomi regional dengan pengembangan lapangan
kerja produktif regional. Kedua hipotesis tersebut adalah : perfama, semakin besar
lapangan kerja produkiif dan semakin besar tenaga keja regional yang berpartisipasi
dalam lapangan kerja produktif, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi regional.
Kedua, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi regional diharapkan penyerapan tenaga
kerja produkiif, khususnya tenaga kerja terampil dan profesional, semakin tinggi pula
(Wie, 1983 : 70).

Hipotesis pertama telah banyak diuji dan dibuktikan oleh berbagai
penelitian yang berkaitan dengan analisis pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini
ditunjukkan oleh kenyataan, bahwa pertumbuhan ekonomi regional ditentukan oleh
dua faktor besar, yaitu peningkatan inpu! pertumbuhan, baik berupa tambahan tenaga
kerja maupun tambahan kapital dan peningkatan oufput per satuan yang ditentukan
oleh peningkatan kualitas manajemen pembangunan regional, peningkatan kualitas
kebijakan pembangunan regional dan peningkatan pengetahuan masyarakat.

Hipotesis kedua tidak senantiasa terbukti, tergantung pada strategi
pertumbuhan yang diterapkan. Bila strategi pertumbuhan regional ditempuh melalui

peningkatan input (investasi), maka dapat dipastikan, bahwa pertumbuban ekonomi
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regional tidak senantiasa meningkatkan lapangan kerja produktif dan partisipasi
tenaga kerja produktif di dalam perekonomian regional, Cara terbaik untuk
meningkatkan hal tersebut di atas adalah dengan mempertinggy oufput per satuan
input regional déngan menjadikan sumberdaya manusia berkualitas tinggi sebagai
sumber andalan pertumbuhan regional. Dengan cara terakhir ini, peluang untuk
menciptakan lapangan kerja produktif, baik ditinjau dari sudut pandang penawaran
maupun “Oermintaan tenaga kerja produkiif akan mudah direalisasikan {Wie,
1983:75).

Dalam kerangka peningkatan lapangan kerja produktif regional, maka
mutlak disusun :perencanaan sektoral yang akurat, dalam arti pemilihan sektor
prioritas harus disesuaikan dengan kemampuan dan potensi wilayah. Demikian juga
dalam konteks mendorong akselerasi perkembangan ekonomi wilayah, pemilihan
sektor yang akan dikembangkan juga harus memperhitungkan potensinya untuk
mencipitakan aglomerasi dan intensitas keterkaitan dengan sektor-scktor lainnya.
Sehubungan dengan pentingnya aglomerasi, Isard (1998:45) menegaskan, bahwa “an
unders(anding of the development of cities and regions cannot be acquired without a
Sull apépec iation qf the forces of agglomeration and deglomeration that are at play”.
Secara sederhan::iE keterkaitan perencanaan sektoral dengan pertumbuhan ekonomi,
penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan oleh Gambar 2.4
di halaman 80.

Penting- dan strategisnya perencanaan scktoral terhadap pertumbuhan
ek'onorini 1idak dapat dilepaskan dari realitas, bahwa pembangunan daerah sebagai

sasaran pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari perkembangan sektor-sektor
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ekonomi can lainnya. Blakely (1989:62) menjelaskan, bahwa pembangunan daerah
adalah mecrupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel-variabel sektoral dan
variabel lainnya dalam suatu hubungan yang bersifat kausalistik.

Secara rinzkas bentuk hubungan tersebut adalah seperti terlihat pada pernyataan di
bawah ini :
Local/regional Dev. = f (natural resources, labor, capital
hvestment, entrepreneurship,iransport,communication, industrial

composition technology,size expor! market, international
economic situation, local government spending, and development

SUpporis).
Perencanaan * Pembangunan
sektoral — Sektoral

Gambar 2.4 KETERKAITAN ANTARA PERENCANAAN SEKTORAL DENGAN
PERTUMBUHAN EKONOMI, PENYERAPAN TENAGA KERJA
DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Peningkatan
Pendapatan Masyarakat
{per capita income)

Penciptaan
lapangan kerja

Kescjahteraan
Masyarakat

PDRRB

Pertumbuhan
Ekonomi

J

2.1.10 Teori Struktur Peruntukan Lahan

Feruntukan lahan dalam proses pembangunan suatu negara akan
menentukan pola pembangunannya. Bagi negara sedang berkembang, ketersediaan
lahan .pembanngQnan yang luas memungkinkan penduduk suatu negara untuk
melaksanakan pelénbangunan di berbagai sektor kegiatan ekonomi.

Secara teoritis sumber daya lahan merupakan sumber daya yang berperan
penting dalam proses pembangunan suatu negara. Ketersediaan sumber daya lahan

yang mem adai dapat mendukung pencapaian dalam sasaran dan target pembangunan
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yang diharapkan. Menururt Barlowe (1972 : 42), pada prinsipnya penggunaan sumber

daya lahan dapat dikatagorikan menjadi

a. Lahan antuk pemukiman
b. 1.ahan antuk perdagangan, jasa dan industri
c¢. Lahan antuk pertanian tanaman pangan/bercocok tanam
d. Lahan antuk perkebunan dan pengembalaan
e. lahan antuk kehutanan
f.  Lahan antuk pertambangan
g. [Lahan untuk rekreasi
h. Lahan cadangan untuk kepentingan tertentu
1. Lahan tandus-dan padang pasir
Menurut Hardjomartojo (1993 : 21), konsepsi tentang penggunaan lahan
adalah :

Pengkaitan antara kemampuan lahan dengan kemampuan relatit sebidang
{zhan untuk menghasilkan nilai lebih atau kepuasan atas biaya-biaya yang
dikeluarkan didalam penggunaan lahan tersebut. Kapasitas penggunaan
lzhan sangat dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas dan faktor kualitas. Faktor
acsesibilitas meliputi lokasi sumber daya, posisinya terhadap pasar dan
fusilitas transportasi. Dengan demikian unsurnya meliputi biaya transportasi,
komunikasi, pertimbangan waktu dan jarak, Sedangkan faktor kualitas
meliputi kemampuan relatif sumber daya lahan untuk menghasilkan produk
tertenty, hasil tertentu atau kepuasan tertentu.

Secara ekonomi, perubahan dalam penggunaan lahan disebabkan oleh
naiknya nilai lahan vang juga sering mengakibatkan terjadinya pemindahan pemilikan
lahan dan perubahan penggunaan lahan. Perubahan nilai lahan di suatu daerah juga
banyak dipengaruhi oleh adanya kebijakan pembangunan di daerah tersebut. Dengan
kata lain, faktor kebijakan pembangunan vang dianggap memberikan pengaruh
terhadap perubahan nilai lahan, akhimya dapat menyebabkan terjadinya alih fungsi

lahan (Fadjarajani, 2001 : 33).
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Alih fungsi lahan memberikan akibat terhadap : (1) perubahan kemampuan
dan daya dukung lahan secara fisik- biologis akibal pergantian penggunaan lahan, (2)
perubahan dalam  distribusi  kesejahteraan masyarakat yang diakibatkan oleh
perpindahan hak kepemilikan lahan (property right). Alih fungsi lahan apabila
ditelusun {ebih lanjut tidak saja hanya memberikan dampak eckonomi dan ekologis
saja, tetapi Juga terjadi perubahan-perubahan struktural sosial budaya masyarakatnya
(Harun, 1992}

(Guna menjamin keberlangsungan dalam peruntukan lahan yang ada, maka
dibutubkn pengendalian. Tujuan dasar dari pengendalian terhadap peruntukan lahan
adalah.un:uk memantapkan pembatasan penggunaan dan pengembangan lahan yang
dianggap senting atau merupakan keinginan umum. Di dalam masyarakat autokratik,
pembatasan tersebut ditetapkan oleh kewenangan pusat dan diberlakukan dengan
perangkat peraturan. Peraturan-peraturan tersebut sepertt peraturan bangunan,
peraturan kesehatan dan pembagian kewajiban (Branch, 1995 : 143). Dalam studh ini,
ada beberapa teori yang dikemukakan sebelumnya dirujuk secara keseluruhan, namun
ada beberapa teon yang digabung sepanjang relevan sebagai dasar-dasar konsep
untuk memecahkan masalah yang ditelits.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

studl pembangunan ekonomi sektoral sudah banyak dilakukan dengan
menggunakan indikator Balanced Growth Index, Location Concentration Index,
ICOR, L() dan Koefisien Konsentrasi. Berikut akan diuraikan beberapa studi yang
relevan, sedangkan studi lainnya diuraikan dalam Theoritical Mapping di Lampiran 1

halaman 205. Studi tersebut dilakukan oleh Zadjuli (1986) dengan judul : Pola
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Pembangunan Berimbang dalam Strukiur Ekonomi daerah Jawa Timur. Studi im
dilakukan dengan pengamatan jangka panjang (1969 — 1981) yang diperinci menjadi
dua, yaitt kurun waktu pertama (1969 - 1975) dan kedua (1975 — 1981). Studi
tersebut mempergunakan pendekatan ilmu wilayah dengan uji - coba data empiris
pada tingkat Provinsi dalam suatu negara, studi kasus di Provinsi Jawa Timur. Hasil
studi men'mjukka_n :

L. Peﬁtumbuhanéekonomi di Indonesia sebagai gabungan dari ekonomi daerah, bila
diukur dengan balanced growth index antar daerah, termasuk dalam bentuk/pola
pembzngunan yang makin berimbang. Dikaitkan dengan laju pertumbuhan
eckonomi, nampak bahwa hipotesis balanced growth berlaku di Indonesia.

2. Menwut konsentrasi lokasi secara sektoral, berdasarkan nilal absolut dari index
konsentrasinya nampak, bahwa kegiatan sektoral makin menyebar ke tiap daerah.
Hal iri menimbulkan makin banyaknya daerah eksklusif baru, baik di sektor
pertanian maupun di sektor lainnya, sehingéé. dualisme struktural dalam sektor
ekonomi tetap berlangsung.

3. Terjacli loncatan pergeseran struktur ekonomi di tingkat nasional dengan makin
menwunnya porsi sektor primer yang digantikan oleh sektor tersier, dengan
peranan sektor sekunder yang relatif konstan. Hal ini tidak sesuai dengan teori

transtsi struktur ekonomi yang menginginkan pergeseran secara berurutan dari
sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

4. i Jawa Timur juga terjadi loncatan pergeseran struktur, dimana penurunan

peranan sektor primer banyak diambil alih oleh sektor tersier.
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Pertumbuhaniekonomi di Jawa Timur menunjukkan pertumbuhan dengan pola
tingkal ketid;ak-stabilan yang makin rendah diikuti oleh laju pertumbuban
ekonomi yang makin meningkat. Hal ini sesuai dengan hipotesis balanced —
growth.
. Terdapat kecenderungan sektor basis di Jawa Timur menjadi semakin sedikit,
dimana pada iperiode pertama (1969 — 1975) terdapat tujuh sektor basis sedangkan
pada periode ke dua (1975 — 1981) tinggal empat sektor basis yang disebabkan
oleh semakin menurunnya secara relatif laju pertumbuhan sektor industri.
. Keiompok inidush-i ringan (light industry) yang memproduksi barang konsumsi
dan sebagian besar dikuasai oleh swasta lebih bersifat pada tenaga kerja dan
banya< menggunakan bahan dasar (padat bahan), sehingga terdapat keuntungan
komparatif yang cukup tinggi, baik dilihat dari segi tenaga kerja dan bahan
daS-al'f sahan baku yang cukup berlimpah di Jawa Timur, maupun dilihat dari segi
potensi pemasarannya.
. Kelompok industri berat (heavy industry) pada umumnya dikuasai oleh
pemerintah dan bersifat padat modal, sehingga keuntungan komparatif yang
dipercleh tidai( setinggi pada kelompok industri ringan. |
. Pada awal proses industrialisasi, prinsip keuntungan komparatif sama sekali
belum diikuti. Dengan adanya penerimaan dari minyak yang meningkat, dalam
kurun waktu 1975 — 1980, efisiensi lokasi yang diukur melalui prinsip
keuntungan komparatif mulai menonjo} kegunaannya, dimana hubungan antara
koefisien konsentrasi dengan rasio modal dan buruh adalah negatif (sesuai dengan

ciﬁ labor abundant Jawa Timur), sedangkan dengan faktor baban baku termasuk
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input antara la;iinnya adalah positif sesuai dengan ciri Jawa Timur yang kaya akan
bahan baku. f

10. Pada industri: manufaktur di Jawa Timur, terdapat kecenderungan peningkatan
ICOR secara merata disatu pihak dan penurunan ILOR secara merata pula dipihak
lain. Fal ini memberi indikasi, bahwa industri manufaktur di Jawa Timur makin
memekanisasikan peralatan produksinya, sehingga produktivitas tenaga kerja
meninzkat dan upahpun meningkat.

Studi lginnya dilakukan oleh Yusuf (1999 ) dengan judul Model Rasio
Pertumbuhan ( MRP ) sebagai salah satu alat analisis altematif dalam perencanaan
wilayah dan kotia., aplikasi model : wilayah Bangka — Belitung. Studi ini untuk
menganalisis deskripsi kegiatan ekonomi yang lebih bersifat makro yang menekankan
pada analisis sektoral dalam struktur ekonomi wilayah Bangka — Belitung. Dalam
Analisis dcskrips:i kegiatan ekonomi wilayah Bangka — Belitung dilakukan overlay
antara analisis MRP dengan analisis Location Quotient untuk mengidentifikasi
ekonomi sektoral yang potensial yang dapat dikembangkan. Dari analisis deskripsi
tersebut terlihat, _:bahwa wilayah Bangka — Belitung mempunyai keunggulan yang
khas di masing-ni_asing Dati I1, yaitu :

1. Kabupaten Bangka mempunyai keunggulan dalam pengembangan kegiatan
primer dan sekunder, terutama pertanian dan industri pengolahan.

2. Kabupaten Belitung mempunyai keunggulan dalam pengembangan kegiatan
seklunc:er dan tersier ( perdagangan, hote]l dan restoran; pengangkutan dan

komurikasi terutama jasa pariwisata ).
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3. Koamadya Pangkalpinang mempunyai keunggulan dalam pengembangan

kegiatan sekunder dan tersier (bangunan / konstruksi; keuangan, persewaan, dan

jasa perusahaan; dan jasa-jasa terutama kegiatan pememnntahan dan pusat
perdagangan).

Penelitian Santoso (2000) mengenai Keterkaitan Antar Sektor dan Faktor-
faktor yang Mempengaruhi Kinerja Ekonomi dan Distribusi Pendapatan di Jawa
Timur menunjukkan, bahwa ckonomi Jawa Timur rata-rata tumbuh lebih tinggi dari
pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri mempunyai kontribusi yang cukup
besar terhadap perekonomian Jawa Timur. Pergeseran struktur ekonomi pada sisi
nilai tambah, tidak diikuti oleh struktur tenaga kerja sektoral, menyebabkan
menumpuknya tenaga kerja di sektor pertanian, sehingga tingkat pengangguran tinggi
dan tingkat efisiensi tenaga kerja sekior ini semakin rendah. Koefisien elastisitas
sektor pertanian negatif, artinya sektor pertanian tetap tumbuh meski terjadi
pengurangan tenaga kerja. Dalam penelitian ini juga ditemukan, bahwa kesenjangan
pendapatan di Jawa Timur selama kurun waktu 1989-1994 cenderung semakin tajam
karena semakin rendahnya kontribusi nilai tambah yang diterima oleh faktor
produksi,

Penelitian Lasam (2002) di Kalimantan Timur menunjukkan, bahwa sektor
Primer, Sekunder dan Tersier mempunyai korelasi dengan PDRB (migas) dengan
angka dan signifikansi yang cukup erat. Selain itu dalam penelitian ini juga
menemukan index balance growth tinggi yang mengindikasikan, bahwa rata-rata
pertumbuhan rendah, schingga pola pembangunan mengarah pada keseimbangan

(balanced). Selanjutnya penelitian di Kalimantan Timur ini menemukan, bahwa daya
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penyebaran sektor industri mencapai 1,8297, yang berarti jika keseluruhan output
meningkat satu unit, cutpu sektor industri akan meningkat sebesar 1,8297 unit.

Edison (1994) melakukan modifikasi formula Leontief untuk menganalisis
pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang relatif tidak mampu meningkatkan investasi
bruto nasional dilihat dari persentase terhadap PDB. Kinerja seperti ini tidak sesuai
dengan teori ekonomi yang menyatakan makin besar investasi pertumbuhan ekonomi
akan semakin tinggi. Dengan melakukan simulasi dari tiga model yang
diformulasikan, diperoleh kesimpulan, bahwa : (a) dalam proses produksi
memanfaatkan teknologi secara optimal, (b) belum memiliki komoditas yang mampu
diandaikzln sebagai sebagai sumber perstabilan ekspor, {c) strategi substitusi impor
pada 5atu pihak menguntungkan para pengusaha dan (d) tidak semua kegiatan
substitusi impor semakin efisien, karena perlu selektif, sehingga efisiensi nasional
cenderung lebihk baik. Kesimpulannya alokasi modal sektor industri sangat
berlebihan, sementara investasi sektor peternakan, kehutanan, tambang, listrik , gas
dan air minum, lembaga keuangan serta pemerintahan dan keamanan berkurang.
Dengan kLinerja tersebut beberapa sektor industri terjadi kelebthan kapasitas produksi
demikian juga pada sektor bangunan.

Berdasa:tkan pengalaman dari pelaksanaan pembangunan di negara-negara
sedéné herkembémg selama ini menunjukkan antara pertumbuhan ekonomi dan
distribus; pendapatan sulit untuk berjalan bersama-sama. Berbagai penelitian yang
dikaitkar antara pembangunan ekonomi dan distribusi yang dilakukan oleh Kuznets
(1955):, Chenery (1974) dan Ahluwalia (1976) menunjukkan, bahwa pada tahap awal

proses pembangunan ekonomi pada umumnya diikuti kemerosotan yang cukup besar
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dalam pembagian pendapatan, berarti pada tahap ini distribusi pendapatan
dikorbankan. Akan tetapi pada beberapa negara berkembang, sedang berkembang
terutama «i Asia, ekonominya tumbuh dengan pesat namun diikuti dengan perbaikan
dalam distribust pendapatan. Hastl penelitian Fei, Ranis and Kuo (1980) di Taiwan,
Cho and ?apanek (1981) di Hongkong, keadaan ini memang tidak umum terjadi di
negara ya1g sedang berkembang (Jhingan, 1999:68).

Penelitian Gounder (2002) di Fiji ingin membuktikan, bahwa kinerja
ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa variabel sosial,
politik dan ekonomi, yaitu dengan menganalisis variabel demokrasi (civil liberty) dan
kebebasan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomt di Fiji. Kajian ini lebih diarahkan
pada masa lalu Fiji dimana lingkungan politk yang tidak demokratis dan
ketidakpastian kebijakan ekonomi yang diambil, sehingga mengakibatkan penurunan
dalam investasi swasta dan ekspor serta pelarian tenaga ahli keluar negeri. Dengan
menggunakan analisis regresi, dalam penelitian ini digunakan model pertumbuhan
neo-klasik tipe selow untuk mengukur demokrasi dengan pertumbubhan. Pata yang
digunakan berasal dari Fiji’s Bureau of Statistic dan World Bank. Data demokrasi dan
kebebasan berpolitik diambil berdasarkan pengukuran Gastil’s Indexs yang terdiri
dari 4 komponen, yaitu : a} fo freely participated in the political decision-making
procesi? of government, b} to exercise the rights to own property, to travel, to enjoy
Sfamily life; ¢} to express free opinion and views; dan d) to make frely economic
resource decisions and enjoy the fruits of such decisions. Hasil penelitian

menunjubkan, bahwa demokrasi ekonomi dan kebebasan ekonomi mempunyai



89
pengar?uh yang bérbeda terhadap pertumbuhan dalam jangka panjang, sementara itu
kebebasan ekonomi memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Fiji.

Hanham dan Banasick (2000) mengadakan penelitian tentang struktur
pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja di Jepang yang menyimpulkan,
bahwafstmktur pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja mempunyai
peran perting dan signifikan terhadap kesempatan kerja industri manufaktur di
Jepang sejak tahun 1981-1985.

Kim (199?) mengadakan penelitian terhadap pemerintah regional di Korea
yang ﬁlenyimpuli(an, bahwa peran pemerintah daerah dalam pertumbuhan ekonomi
regional ternyata sangat signifikan. Artinya, pemerintah daerah harus terus didorong,
daerah harus terus diperkenalkan secara lebih khusus, pemerintah pusat seharusnya
mentransfer sumber pendapatan yang lebih besar kepada pemerintah daerah.

1Ji Indonesia, penelitian sejenis telah dilakukan oleh Soepono (1993) di
Daerah Istimewa Yogyakarta periode 1980-1990 dengan menggunakan alat analisis
shift-share klasik, modifikasi Estaban-Marquillas dan modifikasi drcellus. Hasil
penelitian menunjukkan, bahwa DIY secara keseluruhan tidak memiliki keunggulan
kompetitif, namun dengan pendekatan Arcellus dapat dilihat pengaruh positif dari
bauran inJustri rggional, kecuali sektor pertanian, pertumbuhan nasional dan bauran
industri rncmpeng_aruhi pertumbuhan kesempatan kerja di DIY.

Jenelitian Sarwoprasodjo (1985) yang bertujuan untuk melihat hubungan
antara penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dengan tingkat kesejahteraan
sosial, m2nggunakan data BPS tahun 1993, menunjukkan bahwa provinsi dengan

persentas: penyehpm tenaga kerja sektor pertanian rendah cenderung mempunyai
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tingkat kesejahteraan sosial yang relatif tinggi dibandingkan dengan provinsi dengan
persentase serapf;m tenaga kerja sektor pertanian tinggi. Hal ini berarti, bahwa
semakin kecil ptlarsentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian, semakin
tinggl tingcat kesejahteraan penduduk di provinsi-provinsi yang diteliti.

Sulistyaningsih (1997) dalam penelitian disertasinya di Institut Pertanian
Bogor: yang berjudul * Dampak perubahan struktur ekonomi terhadap struktur
penyerapan tenaga kerja di Indonesia 1980 — 19937, membangun model inter —
industri ekonomi dan dekomposisinya, serta model tenaga kerja yang digunakan
untuk menganalisis dampak perubahan struktur ekonomi terhadap struktur
penyerapan tena%a kerja di Indonesia periode 1980-1993. Penelitian tersebut
menyimpulkan, bahwa perubahan struktur ekonomi telah mendorong penciptaan
tenaga kerja terutama sektor manufakiur yang menerima perpindahan tenaga kerja
dari sektor pertamian. Perpindahan imi agak lambat, karena sektor ini memerlukan
tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Harmini (1997) dalam peneliiannya dengan analisis korelasi kanonik_ yang
berjudul * Hubungan Struktur Ekonomi dengan Kesejahteraan Masyarakat di
Indonesia meny:impulkan, bahwa semakin bersifat industrial struktur ekonomi suatu
provinsi, maka tingkat kesejahteraannya cenderung semakin tinggi.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali yang bekerja sama dengan BAPPEDA
Provinsi 3ali (1999) menyimpulkan, bahwa faktor sosial ekonomi lainnya yang
berhubungan den?gan kesejahteraan masyarakat adalah ketenagakerjaan. Peningkatan
partisipasi angkatan kerja akan menyebabkan produktivitas tenaga kerja meningkat

dan selan utnya pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat. Di samping itu,
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perubahan struktur penyerapan tenaga kerja dapat berpengaruh  terhadap
kesejahteraan masyarakat, Pergeseran kegiatan masyarakat dari sektor tradisional ke
sektor; modern, - di samping cenderung meningkatkan pendapatan per kapita
masyafakat, juga;dapat meringankan beban fisik masyarakat yang selanjutnya dapat
berpenganih pada kesehatan mereka.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya belum pernah membahas mengenai
pengarluh serubahan struktur ekonomi terhadap struktur penyerapan tenaga kerja dan
kesejahteraa.n masyarakat yang dianalisis secara kausalitas dengan menggunakan
analisis jalur. Oleh karena itu, melalui studi ini diharapkan dapat memberikan
gambaran bagaimana pengaruh perubahan struktur ekonomi terhadap struktur
penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.

Untuk I;nenjawab permasalahan yang diajukan, dalam studi ini mengacu
pada penelitian di atas mempergunakan pendekatan ilmu wilayah dengan uji-coba
data empris pada tingkat daerah kabupaten/kota dalam Provinsi, studi kasus di
Provinsi Eali. Studi ini dilakukan dengan pengamatan pada periode1998— 2005,

Dari tinjauan pustaka tersebut untuk jelasnya dapat dilihat pada Peta Teori

di Lampiran 1 halaman 205.
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Beardasarkan studi teoritik dan studi empirik serta sintesis dari kedua studi
tersebut diharapkan dapat disusun beberapa konsep yang digunakan dalam melakukan
analisi§ hasil studi dalam penelitian. Karena teori adalah suatu konsep yang dapat
menuntun seseorang untuk dapat berfikir sesuai dengan pola fikir yang bersifat
dedukitif. Artinya, dalam teori akan ditemukan hal-hal yang bersifat umversal(umum)
yang bisa ditera}?kan kepada hal yang bersifat spesifik (khusus). Sebaliknya studi
empiris dapat menuntun seseorang untuk dapat berfikir sesuai dengan pola fikir yang
bersifat induktif. Artinya, berdasarkan studi empiris akan ditemukan hal-hal yang
bersifat spesifik (khusus) yang dapat diterapkan pada hal-hal yang bersifat umversal.

Berdasarkan kedua studi tersebut, maka dapatlah disusun suatu rumusan
hipotesis yang akan dapat diuji kebenarannya. Pengujian hipotesis yang diuji
berdasarkan tes kuantitatif yang relevan, schingga hipotesis yang telah teruji
kebenarannya akﬁn menjelma menjadi temuan baru dan menjadi ilmu pengetahuan
yang dalara studi:ini akan menjadi konsep disertasi. Selain itu diharapkan dari logika
teoritis yang dikembangkan dengan hasil studi empirik dapat memberikan masukan
yang lebih luas dalam pembahasan. Temuan-temuan yang berupa teori baru itu akan
memperkaya teoﬁ yang telah digunakan dan hasil studi ini akan memperkaya hasil
penelitian lain.

Mengenai rumusan hipotesis itu apa saja, dan variabel apa saja yang ada di
dalamnya serta bagaimana hubungan pengaruh antar variabel tersebut dapat dilihat
pada kerangka konseptual seperti pada Gambar 3.2 di halaman 94. Berdasarkan
kerangi(a i(onsep'éual tersebut dalam studi ini, terdapat tiga variabel yang terdiri dari

satu variabel eksogen (independen) dan satu variabel antara (intervening) dan satu
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variabel endogen (dependen). Variabel eksogen yang dimaksud adalah variabel

perubahan struktur ekonomi. Variabel tersebut dibentuk berdasarkan dua indikator,

yaitu kontribusi sektor primer dan pertumbuhan sektor primer.

Kontribusi Penyerapan
Tenaga Kenju
Sektor Pruner

(X}

FPerubakan Struklur
Ekonomi
(X3}

Struktur Penyerapan

Pertnmburhan Penyerapan
Tenaga Ketja
Sektar Primer

(Xaz)

Tenaga Kerja

Kesejahteraan
Masyarakat
()

a 4 ¥ Tt A
Kontribusi Periumbulian Pendapatan Tingkat Angka
Sekior Primer Sekior Primer Per kapita Pendidikan Harapan Ihidup
(X} (X2} 1Y) (Y1) (¥
Keterangan :
{ }:Indikator ——»  llubungan langsung
<__» : Varigbel laten ~---p : Hubungan dimensional

Gambar 3.2. KERANGKA KONSEPTUAL

Selain wvariabel

eksogen (independen), terdapat satu variabel antara

(intervening), yaitu struktur penyerapan tenaga kerja. Variabel im dibentuk

berdasarkan 2 (dua) indikator, yaitu Kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor primer

dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor primer. Variabel endogen

(dependen), vyaitu kesejahieraan masyarakat. Variabel ini dibentuk berdasarkan 3
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(tiga) indikator, yaitu pendapatan per kapita, tingkat pendidikan dan angka harapan
hidup (expectation of life).
3.2 Hipotesis
Berdasarkan  latar belakang, rumusan masalah, landasan teori dan
kerangka proses berfikir serta kerangka konseptual, maka disusun hipotesis sebagail
berikut :
1. Perubahan struktur ekonomn berpengaruh sigmifikan terhadap struktur
penyerapan tcnaga kerja scktoral di Provinsi Ball.
2. ?Pcrubahan struktur ekomormi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan
;mas-yarakétt di Provins: Bali.
3. Struktur penyerapan tenaga kerja sektoral berpengaruh signifikan terhadap

keszjahteraan masyarakat di Provinsi Bali
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METODE PENELITIAN

4.1 Rancaagan :Penelitian

Secara ﬁmum terdapat tiga tipe dalam penehitian sosial, yaitu penelitian
ekploratif explorative research), penelitian deskriptif (descriptive research), dan
penelitian ])enjelasanfekplanatori (explanatory research). Studi ini bertujuan untuk
menga%nalisis pengarub perubahan struktur ekonomi terhadap struktur penyerapan
tenaga kera sektoral dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Berdasarkan
pada tipe penelitian tersebut, menurut Singarimbun (1989 : 5), studi in1 merupakan
penelit;ian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel atau yang disebut
penelitéian '_3er1jel:itsanfekplanatori (explanatory research), karena studi inl bertujuan
untuk menzuji hubungan kausal antar variabel yang dihipotesiskan. Selain itu, studi
ini termasuk dalam penelitian deskriptif (descriptive research), karena dibuat
bebera?a _:enjelz;san secara deskriptif mengenai variabel-variabel yang hendak
diteliti;?
4.2 Populasi dan Sampel

(13

Secara ringkas populasi mempunyai arti . & complete set of
obserﬁhﬁon L0 (Chrlstensen 1992 : 8). Definist lain menyebutkan populasi adalah
mlayah ge nerallsa31 vang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan
karakteristik tertentu (Sugiyono, 2003 : 55).

Sejalan dengan itu, Hasan (2002 : 58) mengatakan, bahwa populasi adalah

totalitas deri semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan

96
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lengkap yeng akan diteliti. Dalam studi ini, populasi adaiah seluruh daerah yang
berada di wilayah Provinsi Bali berjumlah 9 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten
Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng
dan Kota enpasar. Sesuai dengan uraian jangkauan studi, maka 9 kabupaten/kota
terseblit c-.iambii secara keseluruhan. Studi ini mengambil populasi secara
keseluruhan, oleh karenanya tidak menggunakan teknik pengambilan sampel tertentu,
karena seluruh populasi diambil secara sensus.

4.3 Varial-el Penelitian
4.3.1 Klas ifikasi Variabel

Fatch dan Farhady dalam Sugiyono (2003 : 20) mendefimsikan variabel
sebagai atribut dari seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang
dengan orang laéinnya atau antara satu objek dengan objek lainnya. Sedangkan
Kerlinéer (1990 I 49) menyatakan variabel adalah konstruk atau sifat yang dapat
memiliki bermacam-macam nilai. Identifikasi variabel ini didasarkan atas kajian
teoritis daa empiris sebagai acuan kerangka berfikir deduktif dan eksplorasi melalu
kajian Iempiris untuk kesimpulan induktif.

- Siesual dengan kerangka konseptual, dalam studi digunakan tiga variabel,
yaitu varitibel eksogen (exogenous variable)}, variabel antara (intervening variable)
dan variabel endogen (endogenous variable). Menurut Barbie (1978:38), variabel
eksoge;;n adalah variabel yang diduga merupakan penyebab yang dapat mempengaruhi
va.riabél dependelil. Variabel antara (intervening) adalah variabel yang mempengaruhi
hubungan antara variabel independen dan dependen, dan variabel dependen

merapakan variabel yang dipengaruhi.
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Dalam tingkatan empiris, istilah variabel yang digunakan dalam penelitian

ini sebagai sinonim dari istilah konstruk (construct), karena variabel yang dianalisis

dibentﬁk oleh beberapa indikator. Klasifikasi variabel dalam penelitian ini disajikan
dalam Tab:z14.1.

Tabel 4.1 KLASIFIKASI VARIABEL PENELITIAN

No. ! Variabel Klasifikasi
1 Perubahan struktur ekonomi (X;) Eksogen

2 | Struktur penyerapan tcnaga kerja (X3) Antara |
3 K-:sejahtéraan masyarakat (Y) Endogen

Selanjut'nya dalam penelitian ini  vanabel penelitian joga dapat
dikiasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelompok, yakni :

1. Va_riabel Laten (Latent Variable, Unobserved Variable, Construct), adalah sebuah
varé-iab::l yang dibentuk melalui indikator-indikator yang diamati dalam dunia
nyéta. Variab;:l laten ini tidak diukur secara langsung melainkan dibentuk melalu
beberapa dimensi yang diamati melalui analisis faktor seperti yang dikemukakan
Agung (2003: V-14). Variabel laten pada penelitian ini adalah : 1. perubahan
stm.ktur ekonomi, 2. struktur penyerapan tenaga kerja, dan 3. kesejahteraan
ma;yarakat.

2. Varatel terukur (Measured Variable, Observed Variable, Indicator Variable,
Manifest Vanl'able), adalah variabel yang datanya harus dicari melalui penelitian

lap;ang an.
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4.3.2 Definisi Operasional
Definisi operasional dari variabel penelitian dimaksudkan untuk
menyedcrhanakaq variabel tersebut untuk mempermudah analisis dan
mequkuskannya pada permasalahan studi ini. Definisi operasional variabel dalam
studi ini dapat dijelaskan sebagai berikut.
4.3.2.1 Variabel eksogen
1. Perubahan Struktur Ekenomi
Perubahan struktur ekonomi menurut Weiss dalam Tambunan (2001 : 59),
adalah trar sformasi struktural nilai tambah dari ekonomi tradisional dengan pertanian
(Primer)} szbagai sektor utama ke ekonomi modern (non Primer) yang didominasi
oleh sektor-sektor non Primer sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi di setiap
daerahg kaoupatehfkota di Provinsi Bali pada tahun tertentu. Perubaban struktur
ekonomi cideskripsikan dengan 2 {dua) indikator, yaitu : kontribusi sektor Primer
dan pertumbuhan sektor Primer.
2. Koiiltribusi sektor primer
a FLontrib%si sektor Primer adalah persentase kontribusi /komposisi/distribust
nilai tambah kegi;atan perekonomian sektor Primer pada setiap daerah kabupaten/kota
di Provinsi Bali pada tahun tertentu.
3. Pertum buhan sektor primer
. I’eMmbuhan sektor Primer adalah persentase pertumbuhan nilai tambah

kegiatan perekonomian sektor Primer pada setiap daerah kabupaten/kota di Provinsi

Bali pada tahun tertentu.
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4.3.2.2 Variabel ;antara (intervening)
1. Struktur Pen}ierapan Tenaga Kerja Sektoral

Scruktur penyerapan tenaga kerja sektoral menurut Weiss (1988) dalam
Tambunan (2001 : 63), adalah transformasi struktural kesempatan kerja dari ekonomi
tradisicimal dengah pertanian (Primer) sebagai sektor utama ke ekonomi modern (non
Primer) yang didominasi oleh sektor-sektor non Primer sebagai mesin utama
pertumbuhan ekonomt di setiap daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun
tertentu. Struktur penyerapan tenaga kerja sektoral dideskripsikan dengan 2 (dua)
indikator, yaitu : ékontribusi penyerapan tenaga kerja sektor Primer dan pertumbuhan
penyeriapan tenag?a kerja sektor Primer.
2. Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Primer

kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor Primer adalah persentase
kompo!sisi /distribusi tenaga kerja vang terserap dalam kegiatan perekonomian sektor
Primer:; pada setiap daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun tertentu.
3. Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Primer

Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor primer adalah persentase
perttmljbtﬂnan tem’iaga kerja yang terserap dalam kegiatan perekonomian sektor Primer
pada setiap daerah kabupaten/kota di Provinst Bali pada tahun tertentu.
4.3.2.3 Variabel endogen (dependen)
1. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menurut Bappeda dan BPS Provinsi Bali (2002 :
27), acialzh pencapaian keberhasilan dalam pembangunan di bidang sosial ekonomi

masyarak it daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun tertentu. Dalam studi
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ini kesejanteraan masyarakat dideskripsikan dengan 3 (tiga) indikator, yaitu :
pendapatar per kapita, tingkat pendidikan dan angka harapan hidup.

2, Penidap atan ber Kapita
| Pendapﬁtan per kapita menurut Bappeda dan BPS Provinsi Bali (2002 : 24),

adalah besarnya pendapatan dalam rupiah yang diperoleh masing-masing penduduk
yang merupakan proporsi PDRB dengan jumlah penduduk di setiap daerah
kabupd;temkota di Provinsi Bali pada tahun tertentu.
3, Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan menurut Bappeda dan BPS Provinsi Bali (2002 : 12),
adalahjumlah ta;hun yang dijalam oleh seseorang dalam mengenyam pendidikan
formali.di setiap diaerah kabupaten/kota di Provinst Bali pada tahun tertentu.
4. Angka [-Iarap;m Hidup

£ngka harapan hidup menurut Bappeda dan BPS Provinsi Bahi (2002 : 10),
adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir
hingga% akhir hay:atnya. Dengan kata lain, angka ini menunjukkan rata-rata umur
penduduk mulati lahir sampai akhir hidupnya di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali
pada tahun tertentu.

Secara _keseluruhan variabel laten dan vartabel terukur dalam studi ini
disajikan dalam fabel 4.2 di halaman 102.
4.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur
fenomena alam maupun sosial yang diamati peneliti (Sugiyono, 2003 : 97). Dalam

studi ini, instrumen yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi.
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1. Observasi
Obeservasi yang dilakukan adalah mengadakan pengamatan pada objek yang
menjaci pusat penelitian, guna mendapatkan data-data yang dipertukan dalam
stuidi 11l
2. Dol?{umentasi
Dokumentasi yang dimaksudkan di sini adalah beberapa catatan yang dimiliki
oleh instansi ‘Bappeda, Badan Pusat Statistik dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Balli, khususnya beberapa catatan atau publikasi yang relevan dengan
pet;éma::alahan' yang dikaji.

Tabel 4.2. KELOMPOK DAN JENIS VARIABEL PENELITIAN

No. Variabel Laten Indikator
1 |Perubahan struktur ekonomi 1.1. Kontrtbusi Sektor Primer (X;1)
(Xy) 1.2. Pertumbuhan Sektor Primer (X2}

2 | Struktur penyerapan tenaga kerja | 2.1. Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja

| (X)) Sektor Primer (Xa1)
' 2.2, Pertumbuhan Penyerapan Tenaga
Kerja Sektor Primer (X32)
3 |:Kesejahteraan masyarakat 3.1. Pendapatan Per kapita (YY)
| BNS'S | 3.2. Tingkat Pendidikan (Y2)

3.3. Angka Harapan Hidutp (Y3)
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4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian
4.5.1 Llokaf.i Penelitian
I Stadi ini mengambil Jokasi di Provinsi Bali, yang meliputi 9 kabupaten/kota,
yaitu kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli,
Karangasem, Buleleng dan Kota Denpasar.
4.5.2 Waktu Penelitian
I Studi 1n1 menggunakan waktu kurang lebih 4 bulan. Pengumpulan data
. Sekunder dilakukan sejak bulan Januari sampai Pebruari dan tabulasi sampat analisis
data dilakukan pada bulan Maret sampai April 2007.
4.6 Prosedur Pengumpulan Data
Data vang diperlukan dalam studi ini adalah data sekunder yang telah
dipublikasikan oleh Bappeda, Badan Pusat Statistik dan Disnaker Provinsi Bali secara
runtut wak:u (time series) selama 8 tahun (1998-2005). Prosedur pengumpulan data
dilakul;(an dengar; memilih dan memilah data yang akan digunakan sebagai indikator
pengul;uran varia.bel‘ Data yang diperlukan dalam studi ini, berupa :
1. Kontribusi nilai tambah sektoral setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali
2. Pertumbuhan ekonomi sektoral setiap kabupaten/kota di provinsi Bali
3. Jumlah penyerapan tenaga kerja sektoral di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali
4. Peﬁmnbuhan penyerapan tenaga kerja sektoral di setiap kabupaten/kota di
Provin:i Bah
5. Pendagatan per kapita setiap kabupater/kota di Provinsi bali
6. Tiﬁgkat pendi:idikan penduduk setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali

7. Angka ha:apzin hidup di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bah
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4.7 Metocle Analisis Data

Dalam studi ini digunakan beberapa metode analisis, yaitu: statistik
deskriptif’ dan analisis jalur (Path Analysis) dengan menggunakan program SPSS.
Analisis faktor digunakan untuk memperoleh skor faktor vanabel laten yang
dibentuk.
4.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dipergunakan untuk memberikan deskripsi mengenai
varigbel penelitian. Penerapan statistik deskriptif dalam studi ini antara lain
perhitungan rata-rata, standar deviasi, tabel-tabel, gambar-gambar dan lain
sebagainya, yang dibuat atau dihitung dengan paket program SPSS dan Excel.
4.7.2 Analisis Faktor

Salah satu tujuan digunakan analisis faktor untuk mendapatkan ukuran
(berupa skot) dari variabel laten berdasarkan beberapa variabel terukur seperti yang
dikemukiakan Sharma (1996: 99) dan Agung (2003:V-14), juga secara empink untuk
mengkor firmasi struktur faktor yang dianalisis berdasarkan konsep atau teoni Hair ef
al. (1995: 91). Senada dengan itu, Jogiyanto (2005: 128) mengatakan, bahwa analisis
faktor dapat dipakai mengukur validitas konstruk (comstruct validity) yang
menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan pengukur sesuai =
dengan teori-teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk.

Berkaitan dengan itu, analisis faktor digunakan dalam studi ini karena
variabel-variabel penelitian datam studi ini seperti : perubahan struktur ekonomi (X;),
struktur penyerapan tenaga kerja (X,) dan kesejahteraan masyarakat (Y) masing-

masing terdiri dari beberapa indikator. Dengan analisis ini, variabel laten yang
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diperoleh berupa variabel komposit, yaitu suatu variabel yang merupakan gabungan

_ P
dari berbagai indikator, dalam hal ini loading factor merupakan pembobotnya. Untuk
mendapatken loﬁding factor tersebut dilakukan analisis faktor. Seperti yang
dikemukak«n oleh Hair ef al. (1995: 90) dan juga Solimun (2002: 40), bahwa analisis
faktor |adalah an:alisis yang digunakan untuk mereduksi data, yaitu proses untuk
mering:kas sejumlah variabel menjadi lebih sedikit vang dinamakan dengan faktor.
Jadi proses mereduksi sejumlah variabel menjadi satu atau beberapa faktor adalah
merupakan konsep model analisis faktor.

| Dalam z':malisis faktor, ukuran data yang disyaratkan adalah data berskala
interval atau ras;io, tetapi dapat juga menggunakan variabel dummy (1 dan 0).
Sedangkan pengamatan dalam analisis faktor minimum 5 kali jumlah variabel dan
lebih baik agi jika 10 kali jumlah variabel (Hair ef al., 1995: 99).

Proses analisis faktor berdasarkan korelasi antar variabel. Oleh karena
dalam éna]isis faktor akan mengelompokkan sejumlah variabel, maka seharusnya ada
korelasi yeng cukup kuat di antara variabel yang akan dikelompokkan. Jika ada suatu
variabel berkorelasi lemah dengan variabel lainnya akan dikeluarkan. Metode statistik
yang digunakan untuk menguji model analisis faktor berdasarkan korelasi adalah
KMO (K:iser-Meyer-Olkin) atau Bartletf’s test. Besarnya KMO minimal 0,5, dan
jika nilai KMO di bawah 0,3, maka analisis faktor tidak bisa digunakan.

Faktor j’ang dipertimbangkan bermakna adalah bilamana eigen value lebih

besar satu (A = 1) dan atau varian komulatifnya minimal 60 persen untuk penelitian-

penelitian ilmu sosial (Hair et al., 1995:104). Selanjutnya interpretasi dilakukan
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terhadap faktor yang terbentuk dengan memperhatikan besamnya loading dari faktor
tersebut pada masing-maasing variabel asal.

Seperti tielah dijelaskan sebelumnya, bahwa di dalam analisis faktor terdapat
dua pe?mbadasan,i yaitu analisis faktor eksploratori dan konfirmatori. Pada penelitian
ini analisis konﬁrmatori yang dikembangkan 3 (tiga) model pengukuran untuk 3
(tiga) variaoel laten atau konstruk yang berbeda, yaitu :

1. Mcidel engukuran variabel perubahan struktur ekonomi
2. Model sengukuran variabel struktur penyerapan tenaga kerja
3. Model sengukuran variabel kesejahteraan masyarakat

Model _pengukuran variabel perubghan struktur ekonomi seperti yang
disajik%m pada G%ambar 4.1 mengacu pada tulisan Chenery (1975), Ghatak (1984),
Kuznets (1969), Elkington dan Sims (1970), Todaro (2000) dan Chenery dan Sirquin
{1975). Berdasarkan gambar tersebut diketahui, bahwa variabel perubahan struktur
ekonm;ni dibemuk melalui 2 (dua) indikator, yaitu :

1. Kofltribusi Sektor Primer

2. Pertumbuhan Sektor Primer

Perubahan
Struktur Ekonomi

(Xy)
L ~
Kontribusi Pertumbuhan
Sektor Primer Sektor Primer
(X11) (X2}

EGa mbar 4.1 MODEL PENGUKURAN VARIABEL PERUBAHAN
' STRUKTUR EKONOMI
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Maodel pengukuran variabe! struktur penyerapan tenaga kerja mengacu pada
tulisan Abel (2001), McEachern (2000), Samuelson (1995), Clark dan Fisher (1970)
dan Lewis 1954) yang diilustrasikan seperti Gambar 4.2, dibentuk melalul 2 (dua)
indikaﬁor, Yty ;
1. Koﬁtribusi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Primer

2. Pertumtuhan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Primer

Kontribusi Penyerapan Pertumbuhan Penyerapan
Tenaga Kerja Tenaga Kerja
Sektor Primer Sektor Primer

(Xa1) (X22)
¥ A4

Struktur Penyerapan
Tenaga Kerja

(X2)

Gambar 4.2 MODEL PENGUKURAN VARIABEL STRUKTUR
PENYERAPAN TENAGA KERJA

Model pengukuran variabel kesejahteraan masyarakat mengacu pada
indikator yang dikeluarkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa
{UNDP) dan BPS Provinsi Bali (2000a), Albert dan Hahnel (2005), Samuelson
(1952);, Lisnel Rabbins (1932) dan Thomas (2000) yang dapat diilustrasikan seperti

Gambar 4.3 di halaman 108.
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_w»| Pendapatan Per kapita

(Yy)
Kesejahteraan \ .-~ g Tingkat Pendidikan
Masyarakat -

T TTTTETTET > (Yz)
(Y) -

» [ Angka Harapan Hidup
(Y3)

Gambar- 4.3 MODEL PENGUKURAN VARIABEL KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT

Berdasarkan gambar tersebut diketahui, bahwa wvariabel kesejahteraan
masyal;akat dibentuk melalui tiga indikator atau variabel terukur, yaitu :
1. Pendapatan Per kapita
2. Tingkat Pendidikan
3. Angka I{arapén Hidup
4.7.3 Analisis Jalur (Path Analysis)

Pengujian hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 3 dilakukan dengan analisis
jalur. Bentuk hﬁbungan sebab akibat yang muncul dalam studi disertasi int
merupakan model yang tidak sederhana, yaitu adanya variabel yang berperan ganda,
sebagai variabel independen pada suatu hubungan namun menjadi variabel dependen
pada hubur gan lain, mengingat adanya hubungan kausalitas yang berjenjang. Bentuk
hubungan seperti ini membutuhkan alat analisis yang mampu menjelaskan sistem
secara %'sirm tan, sialah satunya analisis jalur {path analysis) (Solimun, 2002 : 50).

Alasan peng gunaian analisis jalur, yaitu :
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. Hipotesis yang diuji dikembangkan dari model (kerangka konseptual) yang semua
hubungannya: bersifat asimetri dan merupakan sistem, dan model dapat
dikatagorikan bersifat rekursif, sehingga metode yang paling tepat adalah analisis
jall;r.

2. Analisis jalur memberikan metode langsung berkaitan dengan hubungan ganda
secara simultan (model struktural), sehingga memberikan efisiensi analisis
statistika.

3. Kemamouannya untuk mengwi hubungan secara komprehensif dan memberikan
suatu bentuk transisi analisis exploratory menwju analisis confirmatory. Bentuk
transisi ini berkaitan dengan upaya yang lebih besar dalam semua lapangan studi
untuk rengembangkan suatu pandangan masalah secara lebih sistematis dan
holistik. Upaya seperti itu memerlukan kemampuan untuk menguji suatu
hubungan yang berantai yang membentuk model yang besar, seperangkat prinsip
dasar, atau suatu teori keseluruhan, hal seperti ini sangat cocok diselesaikan
def!lgan analis.lis jalur.

Langkz:ih-lengkah? Analisis jalur dapat dilihat pada uraian berikut.

a. Pertama

Langkah pertama di dalam analisis jalur adalah merancang model
berdasz:irkan konsep dan teor, yaitu :

1. Perubahan struktur ekonomi berpengaruh terhadap struktur penyerapan tenaga
kerja.

2. Perubzhan struktur ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.



110
3. Struktur penyerapan tenaga Kkerja berpengaruh terhadap kesejahteraan
masyarzkat, i
Model tersebut juga dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan, sehingga
membentuk sistem persamaan. Sistem persamaan ini ada yang menamakan sistem
persamaan simultan atau juga ada yang menyebut model struktural.

1. Hubunggn antara X, dan X,

b, adalah koefisten jalur X, dengan X;
X, adalah perubahan struktur ekonomi
X, adalah struktur penyerapan tenaga kKerja
e adalah error
2. Hubungan antara X, dan X; terhadap Y

N = b b3 e o e (4.2}

Dt mara :

b, adalah koefisien jalur X; dengan Y
by adalah koefisien jalur X5 dengan Y
¢, adalah error

F.erdasarkan hubungan antar variabel secara teoritis tersebut, dapat dibuat

model dalam bentuk diagram jalur seperti Gambar 4.4.

Struktur
Penyerapan
Tenaga Kerja

(X2)

Kesejahteraan
Masyarakat

(Y)

; Perubahan Struktur

Ekonomt b

Gambar 4.4. DIAGRAM JALUR VARIABEL PENELITIAN
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Mengingat model tersebut dikembangkan untuk menjawab permasalahan

penelitian dan berbasis teori dan konsep, maka dinamakan model hipotetik. Model

hipoteh?ik yang dibangun bisa lebih dari satu, terutama bilamana landasan konsepnya
belum i‘napan. |

b. Kedua

Langkah kedua dari analisis jalur adalah pemeriksaan terhadap asumsi yang
melandasi. Asumsi yang melandasi analisis jalur adalah :

1. Di dalam model analisis jalur, hubungan antar variabel adalah linier dan aditif.

2. Hapya model rekursif dapat dipertimbangkan, yaitu hanya ststem aliran kausal ke
Satl.;.l arah, sed:hngkan pada model yang mengandung kausal resiprokal tidak dapat
dilakuka: ane;lisis jalur.

3. Variabel endogen minimal dalam skala ukur interval

4. Observed variable diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran valid dan
reljabel).

5. Mc;del yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasikan} dengan benar
berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan.

. Uji linieritas menggunakan curve fit dan menerapkan prinsip parsimony,
yaitu bjilamana s&i;luruh mode] signifikan atau nonsignifikan berarti dapat dikatakan
model .'berb :ntuk ilinie:r.

c. Ketiga

Langkah ketiga di dalam analisis jalur adalah pendugaan parameter atau
perhitqngan koefisien jalur. Perhitungan koefisien pada gambar diagran jalur pada

uraian sebelumnya dijelaskan sebagai berikut :
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I. Untuk anak panah bolak-balik <+ , koefisiennya merupakan koefisien korelasi,
1 (yang biasa dihitung dengan product moment method).

2. Untuk anak panah satu arah — digunakan perhitungan regresi variabel yang
distandarkan, secara parsial pada masing-masing persamaan. Metode yang
digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS), yaitu metode kuadrat terkecil
biasa. Hal ini dapat dilakukan mengingat modelnya rekursif (satu arah). Dari
perhitungan ini diperoleh koefisien jalur pengaruh langéung.

Di dalam analisis jalur di samping ada pengarub langsung juga terdapat
pengaruh tidak Jangsung dan pengaruh total. Koefisien beta dinamakan koefisien jalur
pengaruh langsung, sedangkan pengaruh tidak langsung dilakukan dengan
mengalikan koefisien beta dari variabel yang dilalui. Pengaruh total dihitung dengan
menjurnlahkan pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung (Sharma, 1996: 451)
dan Ghozali (2001: 161). Berdasarkan Gambar 4.4 di halaman 110, dapat dilakukan
perhituagan pengaruh tidak langsung dan pengaruh total sebagai betikut :

a). Pengaruh langsung perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan
masyarakat = b,

b). Pengaruh tidak langsung perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan
masyarakat melalui struktur penyerapan tenaga kerja = (b; x bs).

¢). Pengaruh total pengaruh tidak langsung perubahan struktur ekonomi terhadap
kesejahteraan masyarakat melalui struktur penyerapan tenaga kerja = by + (b x

bs).
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d). Perdugaan parameter P, P|5 dan Py; dilakukan dengan Metode Ordinary Least
Sqﬁ'are (OLS) dengan software SPSS Versi 13 untuk masing-masing model
persamaan.
d. Keempat.

Langkah keempat di dalam analisis jalur adalah pemeriksaan validitas
model. Sahth tidaknya suatu hasil analists tergantung dari terpenuhi atau tidaknya
asumsl yang melandasinya. Telah disebutkan, bahwa dianggap semua asumsi
terpenuhi. Terdapat dua indikator validitas di dalam analisis jalur, yaitu koefisien
determinasi total dan theory triming.

(a) Ko}eﬁsien Determinasi Total

Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur dengan :

R B N T O OO (4.3)

dalam . hal ini, interpretasi terhadap R‘?m sama dengan interpretasi koefisien

I
I

determinasi (R?) pada analisis regresi.
P.; yang merupakan standard error of estimate dari model regresi dihitung dengan
rumus :
P e N T R e et (4.4)

(b) ThLo;y Triming

iJji validasi koefisien jalur pada setiap jalur untuk pengaruh langsung adalah
sama denjzan pada regresi, menggunakan nilai p dart uji t, yaitu pengujian koefisien
regresi, variabel dibakukan secara parsiil. Berdasarkan theory triming, maka jalur-

jalur yémg non siéniﬁkan dibuang, sehingga diperoleh model yang didukung oleh data

empirik.
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(e) Kelima
Langkah terakhir di dalam analisis jalur adalah melakukan interpretasi hasil
analisi%;, yaitu menentukan jalur-jalur pengaruh yang signifikan dan mengindentifikasi

jalur péngaruhnyé lebih kuat.
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ANALISIS HASIL STUDI

5.1 Kondisi Geografis Daerah Provinsi Bali

Provinsi Bali secara geografis terletak pada posisi antara Lintang Selatan 8’
3” 40” -- 8% 50° 48” dan Bujur Timur 114° 25’ 53” — 115° 42” 40” dengan batas-batas
sebagai berikut, sebelah Utara Laut Bali, Selatan Samudera Indonesia, Timur Selat
Lombok dan Sebelah Barat Selat Bali. Provinsi Bali terdiri dari beberapa pulau, vaitu
Pulau Bali, Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, Pulau Serangan dan
Pulau Menjangan (Gambar 5.1 di halaman 118). Luas wilayah Provinsi Bali secara
keseluruhan 5.632,86 Km? atau 0,29 % dari luas wilayah Indonesia. Jumlah penduduk
Provinsi Bali pada tahun 2000 (sensus penduduk) sebesar 3.146.999 jiwa, Ini berarti
kepadatan penduduk Bali 555 jiwa per Km® dan tingkat pertumbuhan penduduk
1,19% ger tahun sclama periode tahun 1990-2000. Secara administratif, Provinsi Bali
dibagi menjadi 8 kabupaten dan 1 kota, yaitu : Kabupaten Jembrana, Tabanan,
Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng dan Kota Denpasar.
Wilayah Provinsi Bali juga terdiri dari 53 Kecamatan, 674 Desa/Kelurahan, 1.399

Desa Adat/Pekraman dan 3.945 Banjar Dinas/Adat/Pekraman.
Kondisi geografis daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali adalah sebagai

berikut :

‘1. Kabupaten Jembrana, ibu kotanya Negara dengan luas wilayah 841,80 Km?
terletak paling barat dari provinsi Bali yang merupakan pintu gerbang Pulau Bali

melalui pelabuhan penyeberangan Gilimanuk dari arah Pulau Jawa dengan jumlah
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penduduk pada tahun 2003 scbanyak 224.990 jiwa serta laju pertumbuhan
pendudluknya sebesar 0,63 % per tahun.
Kabupaten '[‘!abanan, ibu kotanya Tabanan dengan Juas wilayah 839,33 Km® |
terletak. di sebclah  timur Kabupaten Jembrana. Kabupaten Tabanan dikenal
dengan sebutan lumbung berasnya Provinsi Bali dengan jumlah penduduk pada
tahun 2005 sebanyak 405.484 jiwa serta laju pertumbuhan penduduknya sebesar
0,73 % per tahun.
Kabupaten Badung, 1bu kotanva Badung dengan luas wilayah 418,52 Km® |
Kabupzten Badung terletak di sebelah timur Kabupaten Tabanan dengan jumlah
penduduk paéda tahun 2005 sebanyak 374377 jiwa serta laju pertumbuhan
pendud Jknya.scbesar 2,33 % per tahun.
Kota Dinpasar, ibu kotanya Denpasar dengan luas 123,98 Km®. Kota Denpasar di
sebelah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Badung, jumlah penduduk pada
tahun 2005 sebanyvak 463.915 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduknya
sebesar 3,20 % per tahun.
Kabupa:en Gianyar, ibu kotanya (manyar dengan luas wilayah 368,00 Km”.
Kabupaen Gianyar terletak di sebelah timur Kota Denpasar, jumlah penduduknya
pa(:ia talun 2005 sebanyak 383.591 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduknya
sebesar 1,56 "EA) per tahun.
Kabupaten Bangli, ibu kotanya Bangli dengan luas wilayah 520,81 Km®.
Kabupaten Bangli terletak pada posisi di sebelah utara berbatasan dengan
Kallz)upaten Buleleng, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gianyar

dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klungkung dan Kabupaten
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Karangasem. Jumlah penduduk Kabupaten Bangli pada tahun 2005 sebanyak
211.186 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 0,94 % per tahun.

7. Kabupaten Klungkung ibu kotanya Semarapura, luas wilayah Kabupaten
Kll%mgkung 3315,00 Km? terletak pada posisi di sebelah barat berbatasan dengan
Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bangli, di sebelah selatan Samudra Indonesia
dan di sebelah utara dan timur berbatasan dengan Kabupaten Karangasem. Jumlah
penduduk kabupaten Klungkung pada tahun 2005 sebanyak 170.744 jiwa dengan
lajlia pertumbuhan penduduknya 0,31 % per tahun.

8. Kabupaten Karangasem, ibu kotanya Amlapura dengan luas wilayah 839,54 Km’.
Kabupaten Karangasem terletak pada posisi ujung timur Provinsi Bali yang
merupakan pi:mu gerbang Pulau Bali melalui pelabuhan penyebrangan Padangbai
dari arah Prmf/insi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah penduduknya pada tahun
2005 sebanyak 395.409 jiwa serta laju pertumbuhan penduduknya 0,49 % per
tahun.

9. Ka!aupaten Buleleng ibu kotanya Singaraja dengan luas wilayah paling luas, yaitu
seb;esar 1.365,88 Km®. Kabupaten Buleleng terletak di ujung utara Pulau Bali
dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 sebanyak 618.076 jiwa dan laju
perturabuhan ' penduduknya 0,33 % per tahun.

_etak geografis Provinsi Bali cukup strategis, baik dikaitkan dengan pusat
pemeriintahan maj;hpun pusat kegiatan ekonomi, karena Bali terletak di tengah-tengah
antara Inconesia ]ESa:at dengan Indonesia Timur. Pembangunan daerah Bali ditetapkan
dalam be1tuk viéi pembangunan daerah yang diwujudkan dalam pelaksanaan yang

semakin transparan dan akuntabel dalam suasana pemerintahan yang bersth dan baik
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5.2 Perkembangan Indikator Ekonomi, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan
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serta dalam suasana kehidupan masyarakat yang

Data vang akan digambarkan berikut ini meliputi data indikator masing-

masiné variabel yang merupakan gambaran perekonomian masing-masing dari

daerah kabupaten/kota, antara lain pertumbuhan sektor, kontribusi sektor, data

tentang kelenagakerjaan yang meliputi pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektoral

dan kontribusi penyerapan tenaga kerja sektoral. Data yang mewakili pengukuran

tentang kesejahteraan masyarakat, meliputi pendapatan per kapita, tingkat pendidikan

dan angka harapan hidup (expectation of life) kabupaten/kota juga akan dipaparkan

pada bagian ini.



119

5.2.1 Pertumbuban Sektor

Dalam jangka panjang struktur perekonomian biasa menjadi salah satu
indikatllor untuk menilai terjadinya transformasi perekonomian suatu daerah/wilayah.
Secarz; agregat, struktur perekonomian terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan
oleh masing-masing kelompok sektor ekonomi utama terhadap PDRB. Nila1 tambah
yang diciptakan :tersebut menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap
kemanépuan benpirocluksi dari masing-masing kelompok sektor ekonomi utama.
Transfémnasi 1m biasa dianalisis melalui pertumbuhan maupun pergeseran
perimbangan kontribusi (share) masing-masing kelompok sektor ekonomi utama.
Dalam bahasan berikut akan dibahas mengenai pertumbuhan masing-masing
kelomé)ok sektor ekonomi utama PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bali, seperti
tampak pada Tab¢l 5.1 di halaman 121.

Berbagai situasi kurang menguntungkan yang melanda Indonesia pada
pertengahan tahun 1997 sangat berpengarub terhadap perekonomian nasional
umumnya dan daerah khususnya. Pergantian kekuasaan, situasi keamanan yang tidak
terjamin, perkemiaangan politik tanah air yang sangat flukiuvatif, diwarnai pula dengan
krisis moneter yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi yang dicapai
oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tabel 5.1 menunjukkan, bahwa
akibat : pembangunan yang dilaksanakan selama tahun 1998-2005, dilihat dari
pertumbuhan ekonomi, semua kabupaten/kota telah mengalami perubahan struktur
dari m%asyarakat agraris ke masyarakat jasa atau terjadi pergeseran struktur ekonomi

dari se:_kl;or primer ke sektor tersier dan sekunder. Pertumbuhan sektor primer di

semua .kzlbupaten}kota di Provinsi Bali pada tahun 2005 sudah lebih rendah dari 10%,
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sedanékzm pertunilbuhan sektor tersier di atas pertumbuhan sektor sekunder di semua
kabupaten/kota di Provinsi Bali. Bahkan Kabupaten Tabanan, Gianyar, Karangasem
dan Buleleng pertumbuhan sektor tersier mencapai di atas 7%, sedangkan kabupaten
laimy::a termasulg. Kota Denpasar pertumbuhan sektor tersiernya di atas 5%, kecuali
kabupziten Klungkung hanya 4,84%.

5.2.2 Kontribusi Sektor.

Struktur ekonomi suatu region sangat ditentukan oleh besarnya peranan
sektor ekonomi délam memproduksi barang dan jasa di wilayah tersebut. Struktur
yang terbentuk clan nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor tersebut
menggarmbarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari
masing-masing sektor. Untuk mendapatkan gambaran struktur ekonomi tersebut,
berikut cisajikan kontribusi masing-masing kelompok utama sektor ekonomi atau atas
dasar harga konstan terhadap penciptaan PDRB di masing-masing kabupaten/kota di
Provinsi Bali, seperti tampak pada Tabel 5.2 di halaman 125.

Tabel 5.2 menunjukkan, bahwa pada pericde 1998-2005, semua
kabupgten/kota di Provinsi Bali mengalami perubahan struktur ekonomi. Hal ini
dutunjukkan oleﬁ menurunnya kontribusi sektor primer terhadap PDRB yang diikuti
oleh peningkatan kontribusi sektor Tersier dan sektor Sekunder. Setelah
mengalami peningkatan share yang cukup tajam pada tahun 1998, sektor primer di
semuaid.aerah kembali mengalami penurunan di sepanjang tahun 1999. Penurunan

kontribusi sektor Primer terus berlanjut pada tahun 2000 dan tahun 2005.



Tabel 5.1

PERTUMBUHAN SEKTOR MENURUT KABUPATEN/KOTA

DI PROVINSI BALI, TAHUN 1998 — 2005 (dalam %)

W—_—_

No | Tahun | Sektor - _Kabupaten/Kota i
Utama | Jembrana Tabanan Badung | Gianyar Kilungkung Bangli Karangasem Buleleng Denpasar
1 1998 P 7,03 5,60 4,89 10,63 -0,12 5,18 8,72 5,18 33
S -1,63 -13,78 -1,55 -1,25 6,09 -15,81 -2,97 4,34 -11,09
T -33,27 -30,5 -31,3 -11,22 -32,45 -20,53 30,14 -57.85 -19.64
2 1999 P 5,33 5,16 3,51 7,14 0,36 5,48 4,43 4,18 5,25
8 5,61 16,09 8,24 16,39 5,67 1,99 1,43 7,71 3,44 1|
T 1,37 10,5 1,01 17.41 6,01 14,45 6,07 51,88 6,65
3 2000 P 2,57 4,49 2,14 3,19 2,23 3,39 7,62 3,77 X
S 12,86 15,93 19,38 13,85 12,45 4,93 13,1 14,87 8,99
T 20,77 21,66 24,97 3743 17,37 26,24 10,2 62,68 12,81
4 2001 P 6,16 3,90 -2,90 8.7 6,22 9,06 5,11 3,38 4,21
] 5,12 26,33 16,06 18,51 14,28 12,07 17,65 12,52 14,6
T 21,16 21,39 31,34 16,73 23,91 17,41 8,82 15,12 15,39
5 2002 P 5,38 4,41 -0,10 2,22 0,73 8,78 545 3,68 3,51
S 10,83 11,91 12,66 10,58 15,75 5,36 8,31 12,76 11,54
T 13,4 15,85 16,87 22,13 6,33 12,34 2,36 15,85 5,28
6 2003 P 3,11 2,72 2,53 1,02 -0,7% 3,85 7.32 4,27 3,97
S 13,22 1,59 16,21 9,25 11 8,19 9,14 13,5 11,13
T 16,64 17,49 22,18 24,34 18,96 12,17 9,47 16,06 14,05
7 2004 P 2,56 4,17 -3,60 2,31 2,07 3,51 3,63 31 2,73
S 5,16 5,48 6,31 2,64 5,53 3,97 3,32 5,66 5,37
T 572 5,54 7,80 6,37 71,98 6,22 1,75 6,45 6,36
3 2005 P 2,49 3,87 -1,15 4,03 4,49 3,83 4,92 5,21 2,43
S 4,69 6,97 3,60 3,82 3,25 4,44 6,44 6,72 6,29
T 5,19 7,60 5,66 7,29 4,34 6,99 7,05 7,02 6,69

P .
Sumber : BPS Provinsi Bali (data diolah)

Keterangan :

P
S
T =

Primer
Sekunder
Tersier

IT1
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Walaupun sebagian besar daerah memiliki kecenderungan penurunan share di sektor
Primer, namun peranannya di sebagian besar kabupaten masih di atas 20 %, kecuali
Kabupaten Badung dan Kota Denpasar share sektor primer di bawah 10%. Hal ini
menunjukkan, bahwa sebagian besar kabupaten di Provinsi Bali masih
menggantungkan perekonomiannya terhadap kegiatan di sektor primer dan juga dapat
diartikar, bahwa sektor Primer masih merupakan sektor yang dominan pada struktur
perckonomian kabupaten setelah sekior Tersier yang telah mencapai di atas 50%.
Bahkan Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, kontribusi sektor Tersiemya pada
tahun 2C05 masing-masing mencapai 83,58% dan 73,45%.

Peran sektor Sekunder masih relatif kecil. Hal ini disebabkan karena Bali
tidak mempunyai sumber-sumber mineral maupun sumber daya alam lainya yang
mampu untuk mendukung pembangunan industri berat, sehingga peran dari industri
di daerah Bali adalah industr kecil dan industri kerajinan rumah tangga.

Di Provinsi Bali, proses perubahan struktur ekonomi boleh dikatakan cukup
pesat. Periode sejak tahun 1975 hingga tahun 2005 peran sektor Primer cenderung
menurun , sedangkan peran sektor Sekunder dan Tersier terus meningkat Pada
dekade 1970-an , sektor Primer masih memiliki pangsa PDRB lebih besar
dibandingkan sektor Sekunder dan Tersier. Akan tetapi menjelang dekade 1980-an,
mulai tzhun 1978 terjadi transisi, di mana sektor tersier menjadi dominan dalam

kontribusinya terhadap PDRB (lampiran 16 dan 17 di halaman 234 dan 235).

5.2.3 Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja

Struktur perekonomian dalam jangka panjang menjadi salah satu indikator
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untuk menunjukkan terjadinya transformasi perekonomian suatu daerah/wilayah.
Transformasi ini salah satunya dapat dianalisis melalui pergeseran pertumbuhan
penyerapan tenaga kerja antar sektor. Dalam bahasan berikut akan dibahas mengenai
pergeseran pertumbuhan penyerapan tenaga kerja antar sektor di kabupaten/kota di
Provinsi Bali, seperti tampak pada Tabel 5.3 di halaman 127.

Tabel 5.3. menggambarkan pertumbuhan tenaga kerja sektor Primer, sektor
Sekurder dan sektor Tersier periode 1998 sampai dengan 2005 di semua
kaburaten/kota di provinsi Bali. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor Primer
di kabupaten/kota tahun 2005 memumnjukkan pertumbuhan negatif. Jika dicermati
pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di sektor Sekunder, terdapat 1 daerah kota
yang mengalami pertumbuhan negatif. Sedangkan di sektor tersier hanya satu
kabupaten yang mengalami perftumbuhan negatif, vaitu Kabupaten Badung sebesar
~0,17%.

Kondisi perekonomian di dacrah akan berpengaruh terhadap penyerapan
tenaga kerja. Pertumbuhan negatif di setiap sektor masing-masing daerah merupakan
refleksi dari kondisi tersebut. Jika kesempatan kerja terbuka luas, maka penyerapan
tenaga kerja meningkat dan pengangguran akan menurun. Dengan mencermati angka
pertumbuhan peyerapan tenaga kerja pada Tabel 5.3 , pada tahun 2002 Kabupaten
Gianyar memiliki kondisi penyerapan tenaga kerja yang buruk, karena semua sektor
mengalami perfumbuhan penyerapan tenaga kerja negatif, kemudian diikuti oleh
Kabupaten Bangli, Karangasem dan Buleleng Walaupun demikian, pada
perkembangan selanjutnya, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang negatif
mengalami penurunan dan bahkan mengarah ke pertumbuhan penyerapan tenaga



124
kerja li;o:;itif. Sementara itu di kabupaten/kota lainnya menunjukkan pertumbuhan
tenaga kerja positif dan negatif pula, namun ada kecenderungan, bahwa pertumbuhan
penyerapan tenaga kerja sektor tersier dari tahun 1998-2005 lebih besar dibandingkan
pertunibuhan pen;yerapan tenaga kerja sektor sekunder maupun primer.

Mengacu pada kondisi pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di sektor Primer,
Sekunder dan tersier pada Tabel 5.3 dapat diindikasikan, bahwa kesempatan kerja
yang tercipta sangat rentan terhadap kondisi perubahan perekonomian setiap daerah.
Kemungkinan lain yang biasa menjelaskan kondisi ini adalah permintaan dan
penawarzn akan tenaga kerja itu sendiri.

5.2.4 Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja.

Perubahan struktur ekonomi semua kabupaten/kota di Provinsi Balt juga
dapat terjadi jika ditinjau dari kontribusi penyerapan tenaga sektoral jangka panjang.
Jika dicermati Tabel 5.4 di halaman 129, ternyalta trend yang terjadi adalah semakin
menurunnya kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor Primer yang diikuti oleh
peningkatan kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor Tersier dan Sekunder. Bahkan
pada tahun 2005 Kota Denpasar dan Kabupaten Badung kontribusi penyerapan
tenaga kerja sektor Tersiernya sudah mencapai di atas 50%, yaitu masing-masing
sebesar £1,24%, dan 60,12%. Dari data tersebut dapat disimpulkan, bahwa akibat
pembangunan yang dilaksanakan pada periode tahun 1998-2005, perekonomian

kabupatei/kota di Provinsi Bali dilihat dari sisi kesempatan kerja, telah mengalami



Tabel 5.2

KONTRIBUSI SEKTOR MENURUT KABUPATEN/KOTA

DI PROVINSI BALI, TAHUN 1998 — 2005 (dalam %)

Utama [ Jembrana Tabanan | Badung | Gianyar Klungkung | Bangli Karangasem Buleleng | Denpasar
1 1998 p 28,52 37,04 7,24 18,31 34,02 33,42 36,42 33,19 8,96
5 14,14 10,67 9,7 27,1 17,07 11,61 11,91 12,14 16,09
T 57,35 52,29 83,17 54,59 48,92 54,99 51,69 55,68 74,96
2 1969 P 28,40 34,49 7,22 17,90 33,80 32,32 36,27 31,09 8,93
S . 14,15 11 9,82 27,7 17,03 11,74 11,9 12,18 16,04
T 37,04 54,51 83,01 55,39 49,18 55,93 51,87 56,73 75,02
3 2000 P 28,35 33,31 7,18 17,74 33,52 31,43 36,03 30,81 3,89
) 13,99 11,25 9,86 27,33 17,1 12,05 12,11 11,88 15,09
T 51,67 55,44 82,91 52,62 49,39 56,53 51,85 57.3 75,19
4 2001 P 27,83 3241 7,16 17,66 33,43 30,83 35,74 30,58 8,73
S 13,83 11,71 9,82 26,69 17,02 12,13 12,37 12,07 16
T 58,34 55,88 83,06 56,66 49,55 57,33 51,89 57,33 75,27
5 2002 p 27,76 32,11 7,14 17,12 32,83 30,60 34,99 30,46 8,68
S 13,63 11,82 9,82 25,63 17,43 12,33 12,34 12,24 16,09
T 58,59 56,08 83,11 57,25 49,74 57,07 52,63 57,31 75,24
6 2003 P 27,54 32,34 7,13 16,63 32,33 31,25 34,80 30,03 8,70
S 13,74 11,06 10,04 25,1 17,55 12,28 12,23 12,4 16,1
T 58,71 56,6 §2.,84 58,27 50,12 56,47 52,97 57,57 75,2
7 2004 p 27,26 31,91 7,12 16,51 32,27 31,15 35,20 28,57 7,98
) 13,08 11,04 9,53 24,06 15,76 13,14 10,73 13,49 18,82
T 59,66 57,05 83,35 59,43 51,97 55,71 54,07 57,94 73,2
3 2005 P 27,08 31,04 7,11 16,44 32,09 31,03 34,68 28,39 7,81
S 13,17 11,01 9,31 23,62 15,21 13,09 10,84 13,59 18,74
_ T 59,75 57,95 83,58 59,94 52,7 55,88 54,48 58,02 73,45
Sumber : BPS Provins1 Bah {data diolah)
Keterangan: P Primer
S = Sekunder
T = Terster

¢l
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perubahan struktur dari masyarakat agraris ke masyarakat jasa atau terjadi pergeseran
struktur ekonomi dari sektor primer mengarah ke sektor Tersier dan Sekunder.

Periode tahun 1975 hingga tahun 2005, kontribust penyerapan tenaga kerja
sektor.Primer cenderung menurun, sedangkan kontribusi penyerapan tenaga kerja
sektor Sekunder dan Tersier terus meningkat. Pada dekade 1970-an sampai 1990-an
kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor Primer lebih besar dibandingkan koatribusi
penyerapan tenaga kerja sektor Sekunder dan Tersier. Akan tetapi, menjelang dekade
2000-an, mulai tahun 1998 terjadi transtsi, dirnana kontribusi penyerapan tenaga kerja
sektor Tersier menjadi dominan (Lampiran 18 dan 19 di halaman 236 dan 237). Hal
ini menunjukkan telah terjadi perubahan yang tidak sehat, karena terjady pergeseran
penyeraran tenaga kerja dari sektor Primer ke sektor Tersier tanpa melalui sektor
Sekunde: yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini
juga mengindikasikan, bahwa sifat usaha dari sektor non Primer, khususnya sektor
Tersier secara umum bersifat padat modal (capital intensive).
5.2.5 Pe:ndapata:n Per Kapita

Salab satu indikator kemakmuran suatu daerah adalah PDRB per kapita

yang menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk
selama setahun sebagai hasil dan proses produksi seluruh kegiatan ekonomi. Atau
dengan kata lain, PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang biasa
diciptakan oleh masing-masing penduduk, akibat dari adanya aktivitas produksi. Pada
Tabel 5.5 di halaman 130, disajikan pendapatan per kapita masing-masing daerah

kabupaten/kota di Provinsi Bali pada periode tahun 1998 - 2005. Dari Tabel 5.5.
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Tabel 5.

3

PERTUMBUHAN PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTORAL
MENURUT KABUPATEN/KOTA ™M PROVINSI BALI, TAHUN 1998 — 2005 (dalam %)

No | Tahun | Sektor Kabupaten/Kota
Utama | Jembrana | Tabanan | Badung | Gianyar | Klungkung | Bangli | Karangasem | Buleleng | Denpasar
I 1998 P 7,92 5,07 3,601 4,99 6,25 4,49 5,38 4,50 4,47
S -25,25 -15,95 -10,5 4,03 -20,47 -8,78 3,12 41,19 2,36
T 21,29 14,97 5,73 13,73 5,77 3,51 -2,5 21,66 9,94
2 1999 P 5,42 3,94 2,99 3,63 4,98 3,82 3,02 3,94 1,54
S 46,49 39,52 30,51 14,67 29,87 23,97 26,27 50,3 19,39
T 2 1,29 3,02 2,73 -1,43 23,59 0,8 -5,03 0,67
3 2000 P 2,37 2,68 1,37 2,37 0,37 3,37 2,37 2,37 2,37
S 0,92 0,99 0,57 1,1 1 1,02 1,05 0,76 0,8
] T 0,71 5,32 07 | 971 0,7 0,69 0,72 0,74 0,67 |
4 2001 rP 1,31 2,17 -1,03 -2,81 2,47 -2,47 ] -2.24 -1,54
5 -8,95 -11,55 3,32 1,46 -19,29 25,54 439 -16,95 89
T 11,39 -23,15 1,73 27,46 -3,67 14,89 0,93 2,64 843
5 2002 P -1,16 -2,17 1,94 -3,60 -2,58 2,07 1,27 2,14 2,67
5 -3,93 26,82 13,18 -15,31 18,63 -23,81 -11,72 -0,99 -0,02
T 25,3 24,43 8,92 -39,51 6,19 -20,58 903 | o081 | 1475
6 2003 p 0,64 0,59 0,59 -6,19 3,14 0,63 0,60 0,60 0,65
5 1,61 1,62 12,47 1,94 1,69 1,76 1,94 1,45 1,68
T 1,98 2,21 221 65,7 0,92 1,86 2,18 1,96 1,94
7 2004 P -0,14 -0,91 -0,08 -6,70 2,62 -0,13 1,15 -0,18 -0,16
S 2,63 2,65 13,47 2,95 2,72 2,18 298 2,50 -0,72
T 2,98 3,24 -2,13 -1,12 1,08 2,90 0,18 2,98 2,96
8 2005 P -0,86 -1,41 -1,43 -1,21 -4,16 -1,67 -1,68 -1,45 -1,35
S 3,65 3,62 14,52 3,90 3,70 3,68 3,92 3,62 0,62
T 4,92 3,26 0,17 0,20 3,62 3,84 1,86 4,92 4,85
— o n] — S———
Sumber : BPS Provins: Bali (data diolah)
Keterangan: P = Primer
S = Sekunder
T = Tersier

L1
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tampak, bahwa seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan PDRB per kapita
yang cukap berar;i selama periode tahun 1998-2005. Kabupaten/kota yang PDRB per
kapital;ya di atajs PDRB per kapita Provinsi adalah Kabupaten Badung, Kota
Denpasar dan Kébupaten Klungkung. Pada tahun 2005, tiga daerah ini mempunyai
PDRB per kapita tertinggl, masing-masing sebesar Rp 10.248.648,-, Rp 7.819.374,-
dan Rp 6.162.649,-.

Berdasarkan data tersebut, dapat diindikasikan, bahwa kabupaten/kota yang
mempunyal milai PDRB per kapita besar merupakan daerah pariwisata yang
memberikan sumbangan berarti dalam pembentukan angka PDRB per kapita. Jika
dicermati lebih lanjut, PDRB per kapita di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali
menunjukkan perubahan positif relatif tinggi, terutama pada daerah kabupaten/kota
sebagal destinasi pariwisata, seperti kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten
Klungkung, Gianyar dan Jembrana.

Besarnya pertumbuhan PDRB per kapita adalah faktor depresiasi mata
uang rupiah terhadap mata vang asing, karena komposisi terbesar dalam pembentukan
PDRB kabupaten/kota adalah berasal dari sektor tersier/jasa yang berkaitan dengan
kegiatan pariwisata.

5.2.6 Tingkat Pendidikan,

Program pendidikan memegang peranan yang penting karena pendidikan
merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan bangsa yang pada akhirnya
meningkatkan kualitas penduduk. Selain dilihat dari tingkat melek huruf dan

partisipasi sekolah penduduk, lebih jauh kualitas sumber daya manusia dapat diamati



Tabel 5.4
KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTORAL
MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI, TAHUN 1998 — 2005 (dalam %)

—#_._ﬂ—__—_—#—__ﬂ—”_-__-__—_““—_#—_##———-—‘—#—“—'_-—-—__-

No | Tahun | Sektor Kabuparten/Koia
Utama | Jembrana Tabanan | Badung | Gianyar Klungkung | Bangli Karangasem Buleleng Denpasar
1 1998 P 42,89 44,30 16,93 27,52 45,39 59,35 57,67 51,09 6,42
S 18,83 17,33 20,92 41,05 15,34 19,86 14,79 9,84 16,08
T 38,28 38,37 62,15 31,43 39,27 20,89 27,54 39,07 79,50
2 1999 P 40,43 43,49 16,84 26,06 44,61 58,61 56,40 47,44 6,40
S 24.66 22,44 25,45 43,86 19,85 22,16 16,73 15,60 18,11
T 34,91 36,07 59,71 30,08 38,54 23,23 24,87 36,96 75,49
3 2000 P 40,32 42,72 16,80 25,95 44,50 58,49 56,28 47,35 6,38
S 24,713 22,52 25,44 43,99 19,92 22,25 16,81 15,63 18,14
T 34,95 37,76 59,76 30,06 38,58 23,26 24,91 37,02 75,48
4 2001 P 39,51 42,31 15,70 20,65 44,25 57,89 52,39 47,34 5,49
S 22,52 19,41 26,38 43,23 15,33 25,05 23,57 13,41 18,37
T 30,97 28,28 58,92 37,12 35,42 25,05 24,04 39,25 76,14
5 2002 P 36,55 41,09 15,65 19,87 43,85 56,93 52,26 45,00 1,85
S 22,712 24,25 21,66 40,02 17,81 21,57 22,93 13,99 17,06
T 40,73 34,66 60,69 40,11 36,84 21,50 24,11 41,01 81,09
6 2003 p 36,27 40,76 15,50 19,70 42,13 56,64 52,60 44,70 1,83
s 22,76 24,30 24,00 40,22 17,86 21,70 23,08 14,02 17,03
T 40,97 34,94 58,50 40,08 40,01 21,66 24,32 41,28 81,14
7 2004 P 35,99 40,43 15,35 19,53 42,91 56,35 52,94 44,40 1,81
S 22,80 24,35 26,34 40,42 17,91 21,83 23,23 14,05 17,00
T 41,21 35,22 58,31 40,05 39,18 21,82 23,83 41,55 81,19
8 2005 p 35,69 40,08 15,20 19,36 42,69 56,06 53,28 44,10 1,79
8 22,85 24,40 24,68 40,62 17,96 21,96 23,38 14,08 16,97
T 41,46 35,52 60,12 40,02 39,35 21,98 23,34 41,82 81,24
Sumber ; BPS Provinsi Ball (data diolah)
Keterangan: P = Primer
S = Sekunder
T = Tersier

6Tl
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dengan indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk. Indikator ini
menunjuld:an kemampuan dan keterampilan teknis penduduk yang didapatkan dari
lembaéa pendidikan formal. Indikator ini sering digunakan untuk melihat
keberhasilan pembangunan pendidikan dimana semakin tinggi tingkat pendidikan
penduduk, semakin baik kualitas sumber daya manusia daerah tersebut.

Tabel 5.5

PENDAPATAN PER KAPITA MENURUT KABUPATEN/KOTA
| DI PROVINSI BALI, TAHUN 1998 - 2005 (dalam Rp)

No KabJ " 1998 1599 2000 2001 2002 2003 2004 2005
i ;I::-t:nu TIEIGR 2186241 2246027 3.290012 2.320.124 2.263.946 5188821 5.429.657
2 Tabanan 19103% L2117 1.953.975 1987170 2.020.044 1.979.765 2413338 4.555.258
3 Badurg 5.414.083 5.307.016 5.436.383 5.591.99) 5.591.291 5.681.923 Y.90R 607 10,248.648
4777 Gianyar |7 2165079 2.188.584 1376.993 "I"'"z'.iliiia'sﬁ*' TI363i43 2380492 5.704.075 5.939.535
5 Klungkung, 2.330.001 2,359 888 239l [T 2450910 2.499.592 2480354 | 5.846.698 6.162.649
3 Bangl ll.855.?§3 1854 .57 1893522 1.923.955 1.956.165 1.910.302 3.947.455 409648}
7 Karangasein 1471010 T471.768 1.501.343 1335349 1.550.458 1.481.485 3.435.910 3.605.534
] Bukkng 1.630.552 1.643.637 1.690.005 1.727.566 ¥.770.770 1.716,504 4.047.950 4.273.011
] Denpnsar 386057 2829375 2857150 2.871.953 2.590.637 3.276.079 7.594418 7819374
Prov. Bali 2383343 2370351 2417509 TA53787 2492314 2.472 456 3876262 6.139.857

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2004 dan 2006.

| Prograni pembangunan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah ternyata
membawel dampgk yang baik dan ini terlihat dari kecenderungan tingkat pendidikan
di Provinsi Bali yang semakin meningkat. Tabel 5.6 di halaman 131,
menggambarkan :keadaan tingkat pendidikan masing-masing kabupaten/kota dengan
kondisi yang berbeda. Pada tahun 2005 bila disusun berdasarkan ranking, maka
Kabupaten Badung menduduki tempat yang pertama (10,3 tahun), kemudian
Kabupaten Bangll dan Buleleng (9,9 tahun) dan Kota Denpasar (7,2 tahun).

I Bila mcnylmak dari angka tersebut, hal ini menggambarkan komitmen
pemeri.ntuh yang- tinggi untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat untuk

membebaskan mésymakﬂ dari keterbelakangan pendidikan di masing-masing daerah.




Tabel 5.6
TINGKAT PENDIDIKAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BALL, TAHUN 1998 — 2005 (dalam Tahun)

No | Kabupaten/ | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 2003 ] 2004 | 2005 |
Kota — - R
I | Jembrana 57161161 61169169 61 4,8
2| Tabanan 66 | 70 | 11| 70 |72 |72 ] 61 | 62
'3 | Badung | 7.5 | 8.1 i 8.1 | 81 | 86 | 86 | 7.5 10,3
4 | Ganyar | 61 { 63 ] 63 - 63 | 73 | 73 | 68 | 48
S_Klungkung Seler e ]_ il i e T 62 J %3
6 | Bangli = | 5.5 5—5T5§ 1”5,5"_"_8,'0 80 | 46 | 99 |
7 Karangasem | 3.8 41_] 4.1 ‘ 4,1 4.6 4.6 6?8-_— 7.1
8 | Baleieng 53 | 62 i 6.2 3 62 | 62 | 62 | 63 9.9
9 | Denpasar 91 [ 97 197197 [103]103] 62 7.2
— e i Fest 6,“§""f_'é';§' Pe TR | i | i

Sumber : BPS dan Bappeda Provinsi Bali, 2006

Selanjutnya jika didasarkan pada ranking yang terendah, maka Kabupaten
Jembrana dan Gianyar menduduki urutan ini. Ketertinggalan kedua kabupaten ini
dalam .pendidikan berdasarkan tingkat pendidikan ini lebih disebabkan oleh fasilitas
pendidikan dan aksessibilitas yang masih terbatas.

5.2.7 Angka Harapan Hidup.

Angka harapan hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang dijalani oleh
settap kelompok penduduk (Cohors). Angka ini mencerminkan tingkat kesehatan di
masing-masing kabupaten/kota. Semakin tinggi derajat kesehatan yang dicapai suatu
daerah, semakin tinggi angka harapan hidup yang dicapai. Berdasarkan konsep
tersebut. Tabel 5.7 di halaman 132 akan menggambarkan angka harapan hidup

menurut kabupaténfkota di Provinsi Bali.
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Tabel 5.7
ANGKA HARAPAN HIDUP MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BALI, TAHUN 1998 — 2005(dalam Tahun}

mmmﬁrmﬁ"
/Kota
1 Jembrana 68,4 69,8 69,8 698 | 71,33 | 71,33 68,30 67,00
2 | Tabanin 71,2 72,6 | 72,6 | 72,6 | 7321 | 1321 | 7L14 67,50
3 Badung | 69 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 7224 | 7224 | 7180 | 72,33 |
4 | Gianyzr 69,3 70,7 | 70,7 | 70,7 | 72,65 | 72,65 | 68,50 | 67,60 |
5 [ Klungkung 657 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 68,93 | 68,93 | 71,20 | 6820 |
6 | Bangli 69 705 | 70,5 | 70.5 | 71,14 | 71,14 | 67,88 | 72,70
7 Karangasem. 65 66,4 66,4 66,4 | 67,88 ' 67,88 68,80 70,80
8 | Buleleng 64.6 66 66 66 | 6729 | 6720 | 71,30 | 72,70
9 | Denpasar 70,2 716 | 71,6 | 71.6 | 7233 7233 | 6129 | 71,40
T Prov. Bali | 68.10 | 69.50 | 69,50 | 69,50 | 71,54 | 71,54 | 70,20 70,40

Suntber : BPS dan Bappeda Provinsi Bali, 2006

Pada tahun 1998 Provinsi Bali mempunyai angka harapan hidup di atas 68
tahun dan semakin meningkat seiring dengan pergantian tahun hingga pada tahun
2005 angka harapan hidup mencapai 70,40 tahun. Makna dari angka tersebut
menunjukkan peningkatan tingkat kesehatan yang semakin baik, hingga mampu
MEncapai wnur tertentu.

Bila dicermati menurut kabupaten/kota pada tahun 1998, Kabupaten
Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli dan Kota Denpasar memiliki angka
harapan hidup yang lebih besar bila dibandingkan dengan angka harapan hidup
Provinsi Bali, bahkan pada tahun 2005 angka harapan hidup Kabupaten Bangli dan
Buleleng melampaui  seluruh  kabupaten/kota Jlainnya. Artinya, pembangunan
kesehatan di Kabupaten Bangli dan Buleleng lebih baik bila dibandingkan dengan

kabupaten/kota lainnya.  Kemudian di urutan kedua diduduki oleh Kabupaten
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Badung, di urutan ketiga dan keempat, masing-masing diduduki oleh Kota Denpasar
dan Kabupaten Karangasem. Kemampuan daerah dalam menyediakan fasilitas dan
layanan keszhatan akan berpengaruh terhadap angka harapan hidup tersebut. Jika
fasilitas dan layénan kesehatan daerah tinggi, maka tingkat kesehatan juga tinggi.
Dan sembilan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali hanya lima kabupaten/kota
yang mermiliki ahgka harapan hidup di atas 70, vaitu Kabupaten Badung, Bangli,
Karangasemr, Buleleng dan Kota Denpasar. Sarana dan prasarana untuk menjangkau
fasilitas keszhatan di kabupaten/kota tersebut relatif mudah, sehingga angka harapan
htdup yang merupakan rcfleks) dari kesehatan masyarakat tersebut tinggi.
5.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Bt:rdasa:rkan hasil analisis statistik untuk masing-masing indikator variabel
yang diobservasi dengan menggunakan nilai rata-rata, yaitu perubahan struktur
ekonomi, struktur penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi
Bali, sepert: disajikan pada Lampiran 3 halaman 214.
5.3.1 Indikator Variabel Perubahan Struktur Ekonomi

Variabel perubahan strukiur ckonomi di Provinsi Bali diidentifikasi
berdasarkan dua indikator, yaitu kontribusi sektor primer dan pertumbuhan sector
primer kabupalen:fkola. Nilai rata-rata berdasarkan dari dua indikator tersebut dapat
dilihat .pada Tabei 5.8 di halaman 134.

Perubahan struktur ekonomi di Provinsi Bali bergeser dari sektor primer ke
sektor tersier dan sekunder. Rata-rata kontribusi sektor primer di Provinsi Bali dan
tahun 1993-2005 sebesar 24,93% yang diikuti oleh rata-rata pertumbuhan sektor

Primer sebasar 3,91%. Kondisi ini ditunjukkan oteh rata-rata kontribusi sektor Primer
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Tabel 5.8
NILAI RATA-RATA INDIKATOR VARIABEL
PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
BALIL,TAHUN 1998-2005 ( dalam % )

1 NilaiRata-Rata
Tahuo —Eﬁiiﬂﬁs‘i‘%ﬁm i Pertumbuhan Sektor Primer |
e o Pomer B
L 1698 wi(ii_ I 5,61 B
1599 25,60 [ 4.54
2000 2525 39
a 2001 1 2493 487
TN T T T[T 2463 | T 31s
— i T T T s T T T AT
004 0 222 [ 238
— Sy T T e T 35
| Prov. Bali 2493 | 391 ]

Sumber : Lampiran 3.
dari tahun 1998-2005 di seiuruh kabupaten/kota cenderung menurun yang diikuti oleh
kecenderungan menurunnya pertumbuhan sektor Primer.
5.3.2 Indikator Variabel Struktur Penyerapan Tenaga Kerja
Variabel struktur penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali dndentifikasi
berdasarkan dua indikator, yaitu kontribusi penverapan tenaga kerja sektor primer dan
pertumbuhan penyerapan tenaga kerja scktor primer kabupaten/kota. Nilar rata-rata
berdasarkan dari dua indikator tersebut, dapat dilihat pada Tabel 5.9 di halaman 135.
Dan T%abel 59 dapat diketahui, bahwa akibat pemb.angunan yang
dilaksénakan pada periode tahun 1998-2005, perekonomian Bali dari sisi kesempatan
kerja telah mengalami perubahan strukiur dari masyarakat agraris ke masyarakat jasa

atau terjadi perubahan struktur dari sektor Primer ke sektor Tersier dan Sekunder.
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Tabel 5.9
NILAI RATA-RATA INDIKATOR VARIABEL STRUKTUR PENYERAPAN
TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI
TAHUN 1998-20605 { dalam % )

Nilai Rata - Rata
Tahun Kontribusi Penyerapan Tenaga Pertumbuhan Penyerapan
Kerja Sektor Primer Tenaga Kerja Sektor Primer

1998 39,06 3,19
1999 3781 3,70
2000 ' 37,64 2,18
2001 36,17 o 20,27
2002 34,78 -0,09
2003 34,46 0,14
2004 34,41 -0,50
2005 3425 -2,36
Prov. Bali 36,07 1,00

Sumber ; Lampiran 3.
Kondist in1 ditumjukkan oleh rata-rata kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor
Primer dart tahun 1998-2005 di seluruh kabupaten/kota cenderung menurun yang
diikuti?oleh kecexjderungan meningkatnya kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor
Tersier dar. Sekunder. Kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor Primer di Provinsi
Bali rata-rata sebesar 36,07%, kemudian diikuti oleh pertumbuhan penyerapan tenaga
kerja sekto- primer sebesar 1,00%.
533 Iindikator Variabel Kesejahteraan Masyarakat

Variabel kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali diidentifikasi
berdasarkan tiga indikator, yaitu pendapatan per kapita, tingkat pendidikan dan angka
harap@ hidup kaibupatenfkota. Nilai rata-rata berdasarkan dari tiga indikator tersebut

dapat dilihat padei Tabel 5.10 di halaman 137.
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Salah satu indikator vang kerapkali digunakan untuk mengukur
kemakmuran/kesejahteraan masyarakat suatu wilayah adalah dengan menggunakan
PDRB per kapita. Pendapatan per kapita merupakan refleksi dari PDRB dibagi
dengan jumlah penduduk masing-masing daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali
Pengan meningkatnya perekonomian dan melambatnya pertumbuhan penduduk akan
berdampak pada peningkatan PDRB per kapita. Demikian juga sebaliknya, jika
perekonomian menurun dan pertumbuban penduduk semakin cepat, maka pendapatan
per kaﬁi{a akan m?c—:nurun‘

Tabel 5.10 menunjukkan, bahwa selama periode tahun 1998-2005,
kesejahtersan masyarakat Provinsi Bali secara umum mengalémi peningkatan.
Indikator 101 setidaknya dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai, apakah hasii
pembangunan yang dilakukan selama ini, secara umum dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Kondist int ditunjukkan oleh rata-rata
indikator pendapatan per kapita (Y/C) pada tahun 1998 sampai tahun 1999 di seluruh
kabupaten'kota cenderung meningkat dari Rp 2.426.681 pada tahun 1998  menjadi
Rp 5.8;33.328 pada tahun 2005. Dalam perkembangan suatu masyarakat,
upaya peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan dengan meningkatkan
standar pendidikan masyarakat, semakin luas pengetahuan dan wawasan penduduk,
sehingga semakin mudah menerima dan mengadopsi ide-ide baru, terutama limu
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Sclanjutnya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Bali mencapai 6,77
tahun. Kondisi pendidikan penduduk Provinsi Bali masih digolongkan sebagai

berpendicikan rendah, dimana sebagian besar penduduk berpendidikan sekolah dasar.
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' Tabel 5.10
NILAI RATA-RATA INDIKATOR VARIABEL KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI
TAHUN 1998 — 2405

Tabun |  NilaiRataRata |
Pendapan Per Kapita | Tingkat Pendidikan { Angka Harapan
(Rp) (Th) Hidup
o B I P L))
1998 2.426.681 6.13 68,04
99 T T2aidges . T T Te3 T 6933
2000 | 2471342 | 658 69,47
2001 ] T 2523474 6,58 69,62
2002 | 1 2.554.580 7,29 70,70
2005 | 2574508 7,06 70,71
2004 | 5565252 716 70,46
2005 | 5.803.328 7,20 70,82
Prov. Bali 3.291.756 6,77 69,89

Sumbeir : Lampiran 2
Penduduk yang berpendidikan SMU sudah lebih banyak dibandingkan yang
berpendidikan SLTP. Hal imi dapat diarttkan, bag) mereka yang telah mengenyam
pendidikan di SLTP cenderung akan melanjutkan sampai ke tingkat SMU. Akan
tetapi j_uml:ah penduduk yang menamatkan pendidikan di atas SMU nampak semakin
menurvim dengan E-semakin tingginya jenjang pendidikan yang ada {(Bappeda dan BPS
Provinsi Bal,2002 : 33).

Dalam berbagai analisis demografi, angka harapan hidup merupakan salah
satu ukuran mortalitas yang penting. Pada tingkat makro, angka harapan hidup
dipakai sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam bidang

kesehatan, Peningkatan angka harapan hidup memberikan indikasi kompleks di
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berbagai bidang, secara lintas sektor. Peningkatan itu bisa memberikan gambaran
membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, keschatan dan lingkungan. Demikian
juga sebaliknya, bila terjadi penurunan kondisi sosial ekonomi penduduk dalam suatu
periode. akan berakibat penurunan angka harapan hidup.

Nilai rata-rata angka harapan hidup di Provinsi Bali dari tahun 1998 — 2005
cenderung meningkat dari 68,04 tahun menjadi 70,82 tahun. Kenaikan angka harapan
hidup 11 tentunya menjadi acuan sederhana tentang peningkatan secara relatif yang
dicapai Bali dalam bidang kesehatan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4 Analisis Faktor

Seperti telah dijelaskan dalam metode penelitian, bahwa tujuan dari analisis
faktor dalam studi ini adalah untuk melakukan konfirmasi terhadap teori atau konsep
dan urtuk mendapatkan faktor skor, yaitu angka yang mewakiil variabel laten
perubahan struktur ekonomi, struktur penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan
masyarakat berdasarkan variabel indikatornya masing-masing. Oleh karena itu, pada
bagian ini dilakukan analisis kelayakan data yang digunakan untuk masing-masing
indikator dalam membentuk variabel latennya, yaitu dengan memperhatikan measure
of sampling adequacy (MSA) menurut Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), Bartletf s fest of
sphericity, serta memenksa total varians yang dijelaskan (fotal variance explained)
dan eigenvalue serta menghitung skor faktornya.

5.4.1 Perubahan Struktur Ekonomi

Hasil olahan data pada Lampiran 4 halaman 214, nilai KMO (Kaiser-Meyer-

Olkin) measure of sampling adequacy (MSA) sebesar 0,500. Angka ini memenuhi

syarat minimal 0,5 dan juga Bartletf s rest of sphericity dengan nilai chi square
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sebesar 7,783 dengan signifikansi 0,005. Hal ini berarti kurnpulan variabel kontribusi
sektor primer dan pertumbuhan sektor primer dapat diproses untuk tahap analisis
faktor lebih lanjut.

Pada tabel Anti Image Matrices, khususnya bagian bawah (Anti Image
Correlation) dari Lampiran 4 terhhat angka-angka yang membentuk diagonal
(bertanda “a’) merupakan MSA sebuah vanabel. Oleh karena tidak ada variabel yang
mempunyai MSA vang lebih kecil dan 0,50, maka semua variabel dapat dilibatkan
dalam proses lebih lanjut.

Ferdasarkan Lampiran 4 yang disarikan pada Tabel 5.11, hasil total varians
yang dijelaskan (total variance explained) menunjukkan, bahwa faktor yang
membentuk variabel perubahan struktur ekonomi dibentuk dengan eigenvalue di atas
1,325 dengzan persentase varians kumulatif sebesar 66,274 persen yang melebih dan
yang diisyaratkan minimal 60 persen. Oleh karena melebihi yang disyaratkan untuk
analisis faktor, maka skor faktor yang terbentuk layak digunakan untuk analisis lebih
lanjut.

Tabel 5.11.

TOTAL VARIAN YANG DIJELASKAN UNTUK VARIABEL
PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

Komponen Eigenvalue Asal Ekstrasi Jumlah Kuadrat Loading
Total Persentase | Persen Total Persentase | Persen
Varian | Kumulatif | Varian | Kumulatif |
1 1,325 66,274 66,274 1,325 66,274 66,274
2 0,675 33,726 100,000 - - -

Sumber : Lampiran 3

Kemampuan menjelaskan dari faktor yang dibentuk oleh variabel indikator

ditunjuklan oleh angka communalities seperti yang disajikan pada Tabel 5.12 di

halaman 140.
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Tabel 5,12,
RINGKASAN ANALISIS KOMPONEN FAKTOR VARIABEL
PERUBAHAN STRUKTUR EKONOM]I

Variabel Loading Factor Communalities
Kontribusi Sektor Primer 0,814 0,663
LPerrumbuhan Sektor Primer 0,814 0,663

Sumber : Lampiran 3

Angka communalities untuk variabel kontribusi sektor Primer sebesar 0,663
menunjukkan sekitar 66,3 persen varians dari variabel kontribust sektor Primer dapat
dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Angka communalities untuk variabel
pertumbihan sektor Primer sebesar 0,663 berarti sekitar 66,3 persen varians dari
variabel pertumbuhan sektor Primer dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.
Hasil skor faktor yang dibentuk disajikan pada Lampiran 7 halaman 221.

5.4.2 Struktur Penyerapan Tenaga Kerja

Variabel struktur penyerapan tenaga kerja dengan indikator kontnibusi
penyerapan tenaga kerja sektor primer dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja
sektor primer berdasarkan Lampiran 5 halaman 218, mempunyai nilai KMO (Kaiser-
Meyer-Olkin) measure of sampling adequacy (MSA) sebesar 0,500. Angka ini
mememihi syarat minimal 0,5 dan juga Bartletf s test of sphericity dengan nilal chi
square sebesar 3,914 dengan signifikansi 0,048 berarti kumpulan variabel tersebut
dapat d:proses lebih Janjut.

Berdasarkan Lampiran 5 pada tabel Anti Image Matrices, khususnya bagian
bawah (Anti Image Correlation) tidak ada vanabel yang mempunyai vanabel yang
lebih kzcil dari 0,50. Oteh karena itu semua vanabel dapat dilibatkan dalam proses

lebih lanjut. Hasil total varians yang dijelaskan (total variance explained) dengan
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persentase varians kumulatif sebesar 61,700 persen yang melebihi dar yang
disyaratkan seperti yang ditampilkan pada Tabel 5.13.
Tabel 5.13.

TOTAL VARIAN YANG DIJELASKAN UNTUK VARIABEL
STRUKTUR PENYERAPAN TENAGA KERJA

_ EigenvalueAsal _ | Ekstrasi Jumlah Kuadrat Loading |
Komponen Total Persentase | Persen Total Persentase Persen
1 .. 0. Vanan | Kumulatif| Varian _ | Kumulatif
i 1234 61,700 61.700 1,234 61,700 61,700
) 0,766 38,300 100,000 . - -

Tamber : Campiran 4
Kemambuan menjelaskan dari faktor yang dibentuk ditunjukkan oleh angka
communaliiies seperti yang disajikan pada Tabel 5.14.
Tabel 5.14

RINGKASAN ANALISIS KOMPONEN FAKTOR VARIABEL
STRUKTUR PENYERAPAN TENAGA KERJA

Variabel Loading Factor 1 __Communalities
Kontribusi Penyerapan 0,785 0,617
| Tenaga Keija SektorPomer | _
Pertumbuhan Penyerapan 0,785 0,617
Tenaga Ke;ja Sektor Primer

SurﬁB&?Lamplrﬁ_ﬂf 4

Angka communalities untuk variabel kontribusi penyerapan tenaga kerja
sektqr priraer adalah sebesar 0,617 menunjukkan sekitar 61,7 persen varians dari
variabel kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor Primer dapat dijelaskan oleh
faktor yang terbentuk. Angka communalities untuk variabel pertumbuhan penyerapan
tenaga kerja sektor primer sama dengan variabel kontribusi penyerapan tenaga kerja
sektor Primer, karena faktor vang dibentuk hanya dengan 2 wvariabel. Hasil

perhitungan skor faktor yang terbentuk disajikan pada Lampiran 7 halaman 221.



5.4.3 Kesejahteraan Masyarakat

i Hasil aﬁalisis faktor variabel kesejahteraan masyarakat dengan indikator
pendap;atan per kiélpita, tingkat pendidikan dan angka harapan hidup mempunyai nilai
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) measure of, sampling adequacy (MSA) sebesar 0,594
dan Bartle'f s test of sphericity dengan nilal chi square sebesar 93,140 dengan
signiﬁli(ans: 0,000. Hal ini berarti kumpulan variabel tersebut dapat diproses lebih
lanjut..

Selanjutnya pada tabel Anti Image Correlation dan Lampiran 6 di balaman
220, terlihat bahwa tidak ada variabel yang mempunyai MSA yang lebih kecil darn
0,50, siehingga tiidak ada variabel yang dikeluarkan dalam himpunan tersebut dan
dapat dilibatkan dalam proses lebih lanjut.

Berdasarkan Tabel 5,315 yang disarikan dari Lampiran 6, faktor yang
terbentuk nanya satu dengan eigenvalue sebesar 2,219 dan total varians kumulatif
sebesaf 73,953 persen., Angka-angka tersebut telah melebihi syarat minimal dalam
pembentukan suatu faktor, sehingga skor faktor yang terbentuk layak digunakan
untuk analtsis lebih lanjut.

Tabel 5.15

TOTAL VARIAN YANG DIJELASKAN UNTUK VARIABEL
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

T ﬁf_:_ E@genv_zily_g Asal ___-___ - Ekstrasi Jumlah Kuadrat Loading
Komponen Total | Persentase | Persen Total Persentase | Persen
Varian | Kumulatif Varian | Kumulatif
1 2,219 73,953 73,953 2,219 73,953 73,953
2. | 0579 19,295 | 93,248 - - -
3 0,203 6,752 | 100,000 | - - -

Sumber : Lampiran 6
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Kemampuan menjelaskan dari faktor yang dibentuk terhadap variabel asal
ditunjukkan oleh angka communalities seperti yang yang disajikan pada Tabel 5.16.
Tabel 5.16.

! RINGKASAN ANALISIS KOMPONEN FAKTOR VARIABEL
' KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

o \’arl_age_l_ 1 Loading Factor Communalities
Pcndapatan Per kapita 03 0,825 0,681
_T'ifigké{#é}.&i?&'iﬁﬁﬁf\'?ﬁ R 0,937 0,877
‘Angka Hardpfin Hldup (\7;)_ T __0,813 I __—6,660_ o

Sumb_cr “Lampiran 6

Berdasarkan Tabel 5.16 dapat dilihat, bahwa variabel tingkat pendidikan
masyarakat memiliki angka communalities yang terbesar dibandingkan dengan
variabel lainnya,_'!yaitu sebesar 0,877. Angka communalities sebesar (0,877 berart,
bahwa. sekitar 87,7 persen varians dari tingkat pendidikan masyarakat mampu
dijelaskan oleh faktor vang dibentuk. Angka communalities untuk variabel angka
harapan hidup sebesar 0,660, sedangkan variabel pendapatan per kapita mempunyai
angka :communa!fties sebesar 0,681. Hasil skor faktor yang dibentuk disajikan pada
Lampiran 7" halaman 221.

5.5 Analisis Jalur “ Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Struktur
PenyerapanTenaga Kerja dap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali ”

Koefisien jalur dalam studi ini diperoleh dari hasil perhitungan regresi
dengan metode - regresi sederhana (Ordinary Least Sguare = OLS) dengan
menggunaan paket program SPSS versi 13 terhadap model persamaan struktural
mengenai 'peng@h perubahan struktur ekonomi terhadap struktur penyerapan tenaga

kerja dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Untuk mendapatkan koefisien
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jalur, paca bagian im secara bertahap diselesaikan melalui model persamaan regresi,

yaitu

1. Persamaan 1: Pengaruh variabel perubahan struktur ekonomi (X,) terhadap

struktur penyerapan tenaga kerja (X3).
2. Persamaan 2: Pengaruh perubahan struktur ekonomi (X,) dan struktur penyerapan

tenaga kerja (X;) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y).

Model-model tersebut dengan klasifikasi vanabel serta persamaan-

persamaannya secara rinci disajikan pada Tabel 5.17.

Tabel 5.17.
KLASIFIKASI VARIABEL DAN PERSAMAAN JALUR

Persamaan

Model | Variabel Independen | Variabel Dependen
Perubaban Struktur Struktur Penyerapan | X, =b; X + &

Ekonomi (X;) Tenaga Kega (X;)

Kesejahteraan Y=b, X;+b;s Xste;

2 e Perubahan Struktur
Masyarakat (Y)

Ekonomi (X,)
o Struktur Penyerapan
Tenaga Kerja (X,) ;

5.5.1 Pengaruh Variabel Perubahan Struktur Ekonomi (X,) Terhadap Struktur
Penyerapan Tenaga Kerja (X,).

Berdasarkan hasil olahan data pada Lampiran 11 di halaman 229, diperoleh

model struktur penyerapan tenaga kerfja yang dipengaruhi oleh perubahan struktur
ekonomi dengan bentuk persamaan regresi:
Xg = 0,663 X]

Dimana:
X, adalah perubahan struktur ekonomni

X, adalah struktur penyerapan tenaga kerja
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5.5.2 Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi (X,) dan Struktur Penyerapan
Tenaga Kerja (X;) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Penigaruh perubahan struktur ekonomi dan struktur penyerapan tenaga kerja

terhadeilp kesejahteraan masyarakat berdasarkan hasil perhitungan Lampiran 12 di

halaman 23C dapat dibuat model persamaan regresi :

Y = -0,504 X, -- 0,390 X,
Di mana : !

X adalah perubahan struktur ekonomi

Xz adalah struktur penyerapan tenaga kerja

Y adalah kesejahteraan masyarakat
5.5.3 Evaluasi Terhadap Pemenuhan Asumsi Analisis Jalur

Pemeriksaan terhadap pemenuhan asumsi yang melandasi analisis jalur
perlu dilakukan agar hasilnya memuaskan. Asumsi yang melandast analisis

Jalur adalah:

1. Di dalam model analisis jalur, hubungan antar variabel adatah linier dan aditif. Uji
linieritas menggunakan curve fit dan menerapkan prinsip parsimony, yaitu
bilamana meﬁggunakan seluruh model signifikan atau nonsignifikan berarti dapat
dikataken model berbentuk linier. Berdasarkan hasil olahan data penelitian pada
lampiran 8 — 10 di halaman 223 - 228 menunjukkan, bahwa semua hubungan
antar variabel penelitian menunjukkan hubungan yang linier.. Oleh karena 1tu
model analisis yang dibuat layak untuk diterapkan dalam studi ini.

2. Hanya model rekursif dapat dipertimbangkan. Seperti yang disajtkan pada Gambar
5.2 di halaman 147, bahwa model yang dibuat hanya sistem aliran kausal ke satu

arah, tidak bolak-balik, sehingga analisis jalur layak diterapkan dalam studi ini.
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3, Varabel endogen minimal dalam skala ukur interval, Ukuran variabel
yang dilibatkan dalam penelitian ini semuanya berskala ratio, yang merupakan
skor faktor hasil dari analisis faktor beberapa indikator yang membentuk variabet
laten : perubahan struktur ekonomi, struktur penyerapan tenaga kerja dan
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, analisis jalur layak digunakan dalam
studi ini.

4. Observed variables diukur tanpa kesalahan. Pepelitian ini menggunakan data
sekurder dan tidak menggunakan instrumen berupa daftar pertanyaan, sehingga
tidak diperlukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelittan. Dan
asumsi int tidak bersifat kritis dan dapat dipenuh.

5.5.4 Evaluasi Terhadap validitas Model

Dengan menggunakan rumus 4.3 dan 4.4 di halaman 113, koefisien
determinasi total persamaan struktural dari model penelitian sesuai perhitungan pada

fampiran 10 diperoleh nila R?, = 0,810. Koefisien determinasi total sebesar 0,810

mempunyvai arti, bahwa scbesar 81 persen informasi yang terkandung dapat dijelaskan

oleh mocel yang dibentuk, sedangkan sisanya 19 persen dijelaskan oleh variabel lain
diluar model yang dibentuk.

5.5.5 Koefisien Jalur

Berdasarkan Lampiran 11 dan 12 di halaman 229 dan 230, dapat dibuat
ringkasan koefisien jalur seperti vang disajikan pada Tabel 5.18 di halaman 147.
Berdasarkan Tabel 5.18 dapat dijelaskan, bahwa pengaruh perubahan struktur ekonomi
(X)) terhadap struktur penyerapan tenaga kerja (X;) dan terhadap kesejahteraan

masyarakat (Y) signifikan, baik untuk taraf signifikan ! persen maupun 5 persen,
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 RINGKASAN KOEFISIE;T:I]J?J.;IS;/ARIABEL PENELITIAN
Régresi ' Koef. Regresi Standar P. Value Keterangan
Xi— Xz ' 0,663 0,000 Signifikan
| Xi—> Y _ 0,504 ' 0,000 Signifikan
Xo— Y -0,390 0,000 Signifikan

Somber Tampiran 11 - 12.

Keterangan : X, adalah perubahan strukiur ekonomi
X, adalah struktur penyerapan tenaga kerja

Y hdalah kesejahteraan masyarakat

sedanékan variabel struktur penyerapan tenaga kerja yang diteliti menunjukkan
pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hubungan kausal dari perubahan struktur ekonomi terhadap struktur
penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan Gambar

5.2.

Struktur Penyerapan
Tenaga Kerja
(X2)

0,663 (S) - 0,390 (S)

Perubahan Struktur

Ekonomi

Gambar 5.2. DIAGRAM JALUR PENGARUH PERUBAHAN STRUKTUR
EKONOMI TERHADAP STRUKTUR PENYERAPAN TENAGA
KERJA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
PROVINSI BALI

Kesejahteraan
Masyarakat
)
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5.6 Pengujian Hipotesis
Dalam pengujian hipotesis ini yang diperhatikan adalah adanya pengaruh
langsung dan signifikan yang ditunjukkan oleh arah amak panah antar variabel
terukur, yaitu perubahan struktur ekonomi (X;), struktur penyerapan tenaga kerja (X3)
dan kesejahteraan masyarakat (Y).

5.6.1 Pengujian Hipotesis 1 : Perubahan struktur ekonomi berpengaruh positif
dan signifikan terhadap struktur penyerapan tenaga kerja.

‘Gambar 5.2 di halaman 147 menunjukkan pengaruh perubahan struktur
ckonomi terhadap struktur penyerapan tenaga kerja. Anak panah vang
menghubungkan antara variabel perubahan struktur ekonomi dengan struktur
penyerapan tenaga kerja dengan angka 0,663 menunjukkan hubungan langsung antara
variabel perubahan struktur ekonomi dengan struktur penyerapan tenaga kerja (Hair
et al., 1995 : 630). Nilai absolut 0,663 tidak memberikan arti satuan pengaruh.
Dengan standard error sebesar 0,089 hubungan kausal tersebut nyata pada taraf
signifikansi 0,000. Hal ini berarti, bahwa perubshan struktur ekonomi dengan
indikator kontribusi sektor primer dan pertumbuhan sektor Primer berpengaruh positif
dan signifikan terhadap struktur penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain, bahwa
kontribusi sektor Primer dan pertumbuhan sektor Primer secara bersama-sama
berpengaruh terhadap struktur penyerapan tenaga kerja dengan indikator kontribusi
penyerapsn tenaga ketja sektor Primer dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja
sektor Primer di Provinsi Bali selama periode tahun 1998 — 2005.

5.6.2 Pengujian Hipotesis 2 : Perubahan struktur ekonomi berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
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Hasil olahan data seperti yang disajikan pada Tabel 5.18 di halaman 147
menun‘:i ukkan, bahwa perubahan struktur ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan
tefhadz;p kesejahteraan masyarakat. Ha.l int dapat diiihat pada diagram jalur Gambar
5.2 di halaman 147. Dengan koefisien regresi sebesar -0,504 dan standard error
sebesaf 0,053 atau pada tingkat signifikansi kurang dari 5 persen, maka variabel
perubahan strul%tur ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
kesej ahteraml magsyarakat. Hal ini berarti, bahwa semakin berubah struktur ekonomi
dari tradisicnal (pertantan) ke modern menyebabkan kesejahteraan masyarakat
semakin meningkat.

5.6.3 Pengujian Hipotesis 3 : Struktur Penyerapan Tenaga Kerja Berpengaruh
Negatif dan Signifikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi
Bali.

Perigaruh  struktur penyerapan temaga kerja terhadap kesejahteraan
masyar_akat disaj;ikan dalam diagram jalur seperti Gambar 5.2 di halaman 147.
Variabel struktuir penverapan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap kesejahteraan masyarakat. Koefisien regresi sebesar - 0,390 dengan
standard error sebesar 0,093 berada pada tingkat signifikansi 0,000 atau kurang dari
5 persen. Hal ini: berarti, bahwa semakin berubah struktur penyerapan tenaga kerja
dari trgadisicnal (pertanian) ke modern menyebabkan kesejahteraan masyarakat
semakin meringkat di Provinsi Balt,

5.7 Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total Antar Variabel
. Analisis pengaruh (dampak), baik langsung, tidak langsung serta dampak
| :

total dfapat rnenjélaskan hubungan antar variabel penelitian (variabel laten) seperti

perubahan struktur ekonomi, struktur penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan
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masyarakat. Seperti yang dijelaskan Hughes er al., dalam Hair er al. (1995:704),
bahwa dengan ditemukan koefisien hubungan atau koefisien pengaruh, berarti
pernyataas teori vang diuratkan akan semakin eksak (terukur dan terbandingkan),
pengujian teori yang dikemukakan lebih teliti, dan yang terakhir komunikasi dan
diskusi tentang perkembangan teori tersebut bisa lebih ditingkatkan.

Bentuk hubungan sebab akibat yang muncul dalam studi disertasi ini
merupakan model yang tidak sederhana, yaitu adanya variabel yang berperan ganda,
sebagai variabel independen pada suatu hubungan namun menjadi variabel dependen
pada hubungan lain, mengingat adanya hubungan kausalitas yang berjenjang. Di
dalam analisis jalur di samping ada pengaruh langsung juga terdapat pengaruh tidak
langsung dan pengaruh total. Koefisien beta dinamakan koefisien jalur pengaruh
langsung, sedangkan pengaruh tidak langsung dilakukan dengan mengalikan
koefisien beta dari variabel yang dilalui, Pengaruh total dihitung dengan
menjumiahkan pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung (Sharma, 1996: 451)
dan Ghozali (2001: 161).

Efek langsung dapat dilihat dari koefisten semua anak panah dengan satu
ujung, szperti pengujian hipotesis-hipotesis sebelumnya. Sedangkan efek tidak
langsung merupakan efek yang muncul melalut sebuah variabel antara, dan efek total
merupakan efek dan berbagai hubungan. Menururt Sharma (1996:451), nilai
pengaruh tidak langsung (indirect effect) suatu variabel terhadap variabel tertentu
merupakan nilai penjumlahan dari perkalian nilai pengaruh langsung (loading factor)

terstandard dari variabel yang dilaluinya.
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Berdasarkan Gambar 4.4 di halaman 110 dapat dihing efek langsung, efek
tidak langsung dan efek total antar variabel dalam penelitian ini, yaitu perubahan
struktur ekonomi (X;), strukiur penyerapan tenaga kerja (X} dan kesejahteraan
masyarakat (Y) disarikan seperti yang disajikan pada Tabel 5.19.
Tabel 5.19,

RINGKASAN PENGARUH LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG
DAN TOTAL ANTAR VARIABEL PENELITIAN

—— —v——

A tp—— e ——

X X2
Variabel =5 PIL PT PL PTL PT
Xz 0,663 - 0,663 - - -
Y -0,504 -0,259 -0,763 -(,350 - -3,390
i
Sumber : Lampiran 14
Keterangan : PL adalah pengaruh langsung

PTL adaiah pengaruh tidak langsung

PT adalah pengaruh total

X, adalah perubahan struktur ekonomi

X adalah struktur penyerapan tenaga ketja
Y adalah kesejahteraan masyarakat

5.7.1 Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Struktur Penyerapan
Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat

Ferdasarkan Tabel 5.19 dapat dijelaskan, bahwa perubahan struktur
ekonomi (X)) berpengaruh langsung terhadap struktur penyerapan tenaga ketja (X»)
sebesar 0,663 dan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) sebesar -0,504. Secara tidak

fangsung perubahan struktur ekonomi berpengarvh sebesar -0,259 terhadap
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kesejahteraan masyarakat melalui struktur penverapan tenaga keuja. Sesuai dengan
vang dikemukakan oleh Sharma (1996:451), secara matemattk angka tersebut
berdasarkan Gambar 5.2 di halaman 147 diperoleh melalwi jalur (X; = X2 — Y},
vaitt dergan mengalikan 0,663 dengan -0,390, sehingga diperoleh angka -0,259.
Pengaruh total perubahan struktur ekonomi terhadap struktur penyerapan tenaga kerja

adalah senesar (0,663 dan terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar -0,763.



BAB 6
PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan terhadap hasil penelitian, guna
menjawab rumus;an masalah yang telah diajukan. Berdasarkan hasil uji signifikansi
akan dibahas, apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak sesuai dengan
dukungan data dan kajian secara teoritis. Hasil analisis yang diperoleh dan telah
dipaparkan pada Bab 5 akan dibahas mengenai makna dan mengapa hal itu terjadi,
selanjutnya cikaitkan relevansinya dengan teori-teori dan penelitian sebelumnya yang
terkait dengan penelitian ini. Pada akhir pembahasan akan disampaikan temuan
teoritis. Adanya pembahasan dan analisis studi secara lebih rinci sebagai berikut .

6.1 Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Struktur Penyerapan
Tenaga Kerja.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1] di halaman 229 seperti tertera pada Tabel 5.18 di halaman 147
menunjukkan, bahwa variabel perubaban struktur ekonomi memiliki pengaruh
signifikan terhadap struktur penyerapan tenaga kerja. Hal ini dibuktikan dengan nilai
koeﬁsién jalur yang diperoleh sebesar 0,663 dan besarnya tingkat probabilitas 0,000.
Hal ini berzrti, semakin berubah struktur ekonomi dari tradisional (pertanian) ke
modern dengan indikator menurunnya kontribusi dan pertumbuhan nilai tambah
sektoré Primer akan merubah struktur penyerapan tenaga kerja dari tradisional
(pertar;ian) ke niodern dengan indikator menurunnya kontribusi dan pertumbuhan
penyerapan tenaga kerja sektor Primer. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis
pertama, yakni perubahan struktur ekonomi berpengaruh signifikan terhadap struktur
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penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Adanya pengaruh yang positif dan
signifikan perubahan struktur ekonomi terhadap struktur penyerapan tenaga kerja
sektoral di Provinsi Bali, menunjukkan, bahwa proses pembangunan yang telah
berlangsung dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.

Struktur perekonomian daerah Bali ternyata sangat spesifik dan mempunyai
karakteristik tersendiri dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini
mengingat perckonomian Bali yang dibangun dengan mengandalkan sekior tersier
(industri pariwisata) sebagai leading sector ternyata telah mampu menciptakan
berbagai peluang yang dapat menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi sektor fain di
luar pariwisata, dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
selanjutnya dapat memperluas lapangan kerja serta penyerapan tenaga Kera.
Peranannya cukup tinggi, walaupun sektor pariwisata cenderung menggunakan
teknolozi padat modal (capital intensive) yang ditunjukkan oleh kecenderungan
menurunnya elastisitas kesempatan kerja dari tahun 1998-2005 (lampiran 22 di
halaman 240). Kondisi ini juga di perkuat oleh koefisien elastisitas kesempatan Kerja
sektoral 4 sektor terakhir (Tersier) yang cenderung lebih kecil dan menurun
dibandingkan dengan koefisien elastisitas kesempatan kerja 5 sektor lainnya (Primer
dan Sekunder) dari tahun 1998 — 2005 (lampiran 23 di halaman 241).

Adanya kegiatan Pariwisata di Provinsi Bali menyebabkan terciptanya
lapangan kerja di berbagai sektor kegiatan ekonomi. Tenaga kerja merupakan faktor
produksi yang berperan penting dalam menghasilkan owspur. Pendekatan terkini
dalam teori pertumbuhan ekonomi menunjukkan, bahwa tenaga Kerja yang

berkualitas merupakan faktor penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi suatu
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Negara. Tenaga kerja yang berkualitas, akan dapat menghasiikan nilai tambah output
vang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Nilai tambah ini dapat tercipta karena
tenaga Kerja yang ada dapat melakukan berbagai inovasi dalam proses produksinya
yang akhirnya dapat menghasilkan output dengan kualitas yang iebih baik.
Peningkatan laju pertumbuhan sektor tersier di Bali dari tahun 1998-2005
telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur perekonomian Daerah Bali. Bila
dilihat dari segi nilai tambah, maka rata-rata Kontribusi dan pertumbuhan sektor
tersier dan sekunder dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sedangkan
sektor primer terus mengalami penurunan seperti dapat dilihat pada Tabel 5.8 di
halaman 134. Jika ditinjau dari segi kesempatan kerja jangka panjangnya, seperti
dapat dilihat pada Tabel 5.9 di halaman 135, ternyata {rend yang terjadi adaiah
semakin menurunnya persentase pekerja yang bekerja di sektor Primer. Di lain pihak
ternyata persentase pekerja yang bekerja di sektor Sekunder dan Tersier mengalami
peningkatan yang terus menerus. Penurunan kontribusi sektor Primer menurut Ghatak
(1983 : 31} disebabkan oleh tiga efek, yaitu : 1) elastisitas permintaan akan komoditas
pertaniar atas pendapatan yang rendah dan malahan negatif yang disebut efek Enge/,
2) untuk meningkatkan produksi pertanian menyebabkan meningkatnya sektor non
pertantan vang disebut efek teknologi, dan 3) adanya perbedaan yang sangat tajam
harga di tingkat petani dengan harga di tingkat konsumen, karena proses pasca panen
yang disebut efek urbanisasi. Hasil penelitan ini sesual dengan pendapat Tambunan
(2001 : 75), bahwa perubahan struktur ekonomi dapat disebabkan karena adanya
perubahan dari sisi permintaan dan juga dari sisi penawaran. Dari segi permintaan,

meningkatnya pendapatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya PDRB
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menyebabkan permintaan akan barang-barang dan jasa meningkat. Di samping
memperbesar permintaan barang-barang vang ada juga memperbesar pasar bagi
barang-barang baru non makanan. Perubahan ini akan menggairahkan pertumbuhan
industri-industri baru disatu pithak dan dilain pithak meningkatkan laju pertumbuhan
output scktor-sektor ekonomi.

Dari sisi penawaran, faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi
perubahan struktur ekonomi diantaranya adalah peningkatan fasilitas dan prasarana
pariwisaa merupakan usaha pergeseran keunggulan komparatif, perubahan/kemajuan
teknologi, peningkatan pendidikan atau kualitas sumber daya manusia (SIDM), dan
akumulasi modal, terbukti semakin meningkatnya jumlah fasilitas penunjang
pariwisa:a yang dibangun seperti peningkatan jumlah hotel, kamar hotel dan juga
jumlah restoran. Hal ini menunjukkan, walaupun trastormasi tenaga kerja dir Bali
lebih lambat dibandingkan dengan pergeseran struktur ekonomi menurut nilai tambah
dari sek.or pertanian ke non pertanian, namun tidak menimbulkan masalah. Hasil
penelitian ini tidak secjalan dengan pendapat Todaro (2000a :443) maupun
Sulistyaningsih (1997:55), bahwa di negara-negara yang sedang berkembang,
termasuk Indonesia, pergeseran struktur ckonomt dari sektor pertanian ke non
pertanian lebih cepatl dari transformasi tenaga kerja, sehingga pergeseran struktur
ekonomi tersebut akan cenderung menimbulkan masalah, seperti produktivitlas tenaga
kerja sektor pertanian menjadi semakin rendah. Hal ini disebabkan karena rendahnya
tingkat pendidikan.

Hasil penelitian ini mendukung pendapat Tambunan (2003:73), bahwa pada

tingkat pembangunan yang lebih tinggi, yang mengandalkan industrialisasi/jasa,
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perkembangan dan laju pertumbuhan owput  di sektor jasa akan lebih pesat
dibandingkan sektor-sektor lainnya, sehingga sektor-sektor sekunder dan tersier
menjadi sangat penting dalam penyediaan kesempatan kerja.

Penciptaan  lapangan  kerja  akan tumbuh  seiring dengan  semakin
memningkatnya permintaan dari perusahaan/industri. Begitu pula dengan pendapat
Arsyad  (1999;122) tentang strategi pembangunan ekonomi daerah, bahwa
pembaﬁgun;m ekonomti daerah akan lancar dan meningkat apabila dilakukan berbagai
upaya. Upaya yang dimaksud seperti pembangunan lingkungan fisik yang memadai
pada berbagat sektor kegiatan ekonomi. Dengan adanya pembangunan fisik sepert
pembangunan jalan raya, saluran telekomunikasi, saluran irigasi dan saluran listrik,
maka akan dapat menarik investor untuk mengembangkan usahanya di berbagai
kegiatan ekonomu sektoral. Pada akhirnya kondisi in1 dapat memperluas kesempatan
kerja yang ada. lHasil penelitian ini memiliki argumentast  tentang alasan
industrialisast di suatu daerah. Argumentasi yang dimaksud adalah argumentasi
keung@lar. komparatif, argumentasi keterkaitan industrial, argumentasi penciptaan
kesempatan kerja dan argumentasi loncatan teknologi (Esmara, 1982: 84).

Penelitian im mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Adika (2003)
tentang dampak . berkembangnya suatu wilayah terhadap kesempatan kerja yang
tersedia dan mobfilitas penduduk. Hasil penelitian oleh Adika tersebut menunjukkan,
bahwa semakin berkembangnya suatu wilayah, menyebabkan penawaran tenaga kerja
mengalami peningkatan dan semakin tinggi mobilitas penduduk.

Perubahan struktur ekonomi daerah kabupaten/kota disebabkan karena

dioperasionalkan perbedaan tingkat pembangunan daerah yang terjadi karena
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perbed:aan dalam faktor kepemihikan awal (intial endowment factor) dan kemampuan
untuk memoangun. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana
pemernintab daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya alam yang ada dan
memb%;ntuk pola: kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk
menci;;takan su;tu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi
(pertumbuhan ekonomi} dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1997;128).

Temuan ini juga menguatkan teori Lewis dan Ranis-Fei, dalam Sukirno
(1994 t 65) dan Hakim (2002 : 95), tentang teori dua sektornya yang mengatakan,
bahwa:seca:_-a historis proses pembangunan ekonomi yang berlangsung di berbagai
belahan cunia  bertumpu pada pengalthan aktivitas ekonomi  secara
berkesinambungan, baik itu terjadi antar negara maupun dalam satu wilayah tertentu.
Kesempatar. kerjé terbuka pada saat industri mulai berkembang. Jika sektor pertanian
mengalami kemdnduran, surplus tenaga kerja yang tidak produktif yang terjadi di
sektor pertanian berpindah ke sektor industri dimana mereka menjadi tenaga kerja
yang produktif.

Sebagal pembanding dalam kapan empirik hasil temuan ini tidak sesuai
dengan penclitian Santoso (2000 : 147) di Jawa Timur, bahwa pembangunan yang
berlangsung dengan pendekatan pergeseran struktur ekonomi ternyata tidak diikuti
pergeseran “enaga kerja sektoral, menyebabkan menumpuknya tenaga kerja di sektor
primer; schingga ;tingkat pengangguran tinggi dan tingat efisiensi tenaga kerja sektor
ini semakin rendaﬁ.

Messkipun tidak secara khusus kepada penyerapan tenaga kerja, penelitian

ini menguatkan konsep Todaro (2000b:20), bahwa hal-hal dalam pembangunan harus
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ada kenaikan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan, penambahan lapangan
kerja d!an pemerataan pendapatan. Temuan dalam studi ini juga menguatkan temuan
Cahyono (2004 : 94) yang menemukan, bahwa pembangunan ekonomi di Kalimantan
Timur telah meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya dalam penyerapan
tenaga kerja telah terjadi pergeseran dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.
Namun demikiar:'l sektor primer masih merupakan sektor yang dominan dalam
penyediaan lapan;gan kerja.

Temuan ini juga sejalan dengan kajian BPS Provinsi Bali (2000), bahwa
pembangunan di Provinsi Bali ditandai dengan pertumbuhan PDRB yang merupakan
total [:;ertumbuhé.n nilai tambah dari semua sektor ckonomi. Pada tahap awal
pembangunan ekonomi dimana tingkat pendapatan per kapita rendah, sektor primer
merupakan kontributor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. Akan tetapl pada
tahap akhir tingkat pendapatan per kapita yang tinggi, sektor sekunder menjadi sangat
pentiné dalam peélyediaan kesempatan kerja.

Pertumbuhan ekonomi daerah dipicu dari proses akumulasi dan mobilsasi
sumber-sumber, tenaga kerja dan sumberdaya alam yang dimiliki oleh masing-
masing daerah. Menurut Myrdal dalam Arsyad (1999:133) dan Abipraja (2002:59),
pefbed;lan tingkat kemajuan ekonormi antar daerah vang berlebihan akan
menyebabkan pengaruh yang merugikan (backwash effect) mendominasi pengaruh
yang menzuntungkan (spread effect) terhadap pertumbuhan daerah, sehingga
menyebabkan ke;tidakseimbangan‘ Di samping itu, di daerah-daerah yang sedang

i ;

berkembang, pex{nintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi, yang

pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, sebaliknya
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pada daerah-dacrah yang kurang berkembang permintaan akan investasi rendah
karena pendapatan masyarakat rendah.

i Perubahan struktur ekonomi lebih ditentukan oleh indikator kontribusi
sektor Primer dan pertumbuhan sektor Primer. Kontribusi dan pertumbuhan sekior
menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumberdaya alam yang
dimiliki, sehingga menjadi suatu proses produksi yang menciptakan nilai tambah.
Oleh sgbab 1tu bzﬂ%saran yang dihasilkan setiap daerah sangat tergantung pada potensi
sumberdaya alarr:l dan faktor produksi daerah tersebut. Perbedaan perekonomian
daerah di Provinéi Bali ditunjukkan oleh peranan sektor tersier (industri pariwisata)
yang sangat besar terhadap pembentukan PDRB masing-masing kabupaten/kota,
disamping sumber lainnya, sehingga kontribusi PDRB masing-masing daerah akan
berbeda satu dengan lainnya.

Berutik tolak dari kenyataan itu, disparitas struktur ekonomi suatu yang
logis. Perbedaan pembangunan antar daerah secara alami memang berbeda namun
demikian disparitgs pembangunan tidak boleh dibiarkan terlalu besar.

Hasil penchitian imi sesual dengan teori Adam Smith dalam Hakim
(2002:64), Lewis dalam Jhingan {1999:96), bahwa faktor utama yang mempengaruhi
perkembangan perekonomian adalah sumberdaya alam sebagai bahan baku utama
dalamj kegiatan produksi. Dalam beberapa literatur, sumberdaya alam sering
diidentikken dengan tanah. Tanah sebagaimana dipergunakan dalam ilmu ekonomi
mencakup sumber alam, seperti kesuburan tanah, lctak dan susunannya, kekayaan
hutan dan minerail, iklim, sumber air, sumber lautan dan sebagainya.
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Selain tanah, faktor produksi Jainnya juga memegang peranan penling dalam
pembehtukzm PDRB dan pertumbuhan ekonomi. Dalam setiap kebijakan makro,
maka pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting yang harus dicapai
dalam suatu perekonomian. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan
atau perkernbangan, apabila dikaitkan dengan tingkat ekonomi suatu masyarakat
tersebut lebih tinggi dari kegiatan ekonomi yang dicapainya pada masa sebelumnya.
Pertumbuhan suatu perekonomian yang baik, yaitu perekonomian yang mampu
memberikan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh penduduk di
negara atau daerah yang bersangkutan.

Implikasi kebijakan yang dapat diberikan dalam kaitannya dengan hasil
temuan studi ini, adalah dalam mengambil kebijakan pembangunan, pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus memperhatikan aspek spasial dengan
mensinergikan antara percepatan pertumbuhan dengan pemerataan pendapatan antar
daerah, agar tidak terjadi disparitas yang tinggi. Selain aspek spasial, kebijakan
pembangunan sektoral perekonomian daerah hendaknya diprioritaskan kepada
pehciptaan kesempatan kerja dengan penyerapan yang lebih banyak, dan disesuaikan
dengan paradigma baru pembangunan daerah, yakni menciptakan lapangan kerja
yang sesual dengan kondisi penduduk daerah.

Fektor iaenduduk menjadi penting, karena merupakan subjek dan objek
pembahgun.an. Sﬁmber daya manusia (SDM) dapat diartikan sebagai orang atau
penduduk dengan keseluruhan pengetahuan, kecakapan, prilaku dan kemampuan
nyata atan potensial yang dapat digunakan untuk pembangunan sosial ekonomi

masyaﬂ“akat. Sumber daya manusia merupakan salah satu modal penting dalam



162

pembangunan suatu bangsa dan mutunya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan
dan latihan, kesehatan, gizi dan lingkungan hidup serta kemampuan ekonomi
keluarga (Heny, 2004).

Dari sisi analisis jender, gambaran penduduk akan memperlihatkan besaran
potensi yang dimiliki kaum perempuan dalam kedudukannya dibandingkan kaum
laki-taki. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan proporsi
penduduk yang terserap dalam pasar kerja. Tabel 6.1 menunjukkan, bahwa penduduk
perempuan yang terserap dalam pasar kerja selalu cenderung lebih rendah dan
penduduk laki-laki. Dari tahun 1999 penduduk perempuan yang terserap dalam pasar
kerja cenderung menurun sampai tahun 2003 dan meningkat sampai tabun 2005.
Walaupun demikian, secara umum penduduk perempuan yang terserap dalam pasar
kerja pada periode tahun 1999-2005 sudah mencapai di atas 30,00 %, bahkan pada
tahun 1999, 2000, 2004 dan 2005 penduduk perempuan yang sudah terserap di pasar
kerja telah lebih dani 40,00%. Lebih rendahnya penduduk perempuan yang terserap

di pasar kerja dibandingkan penduduk laki-laki, karena dipengaruhi oleh

Tabel 6.1
PENYERAPAN TENAGA KERJA MENURUT JENIS KELAMIN
DI PROVINSI BALIL TAHUN 1999-2005 (dalam %)

Laki-laki Perempuan Total
1999 55,55 44 45 100
2000 45,34 54,66 100
2001 60,02 39,98 100
2002 60,07 3993 100
2003 60,79 39,21 100
2004 56,20 43 80 100
2005 35,02 44 98 100

Sumber : Bappeda Provinsi Bali, 2006.
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anggapan, hahwa laki-laki merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga,
sedangkan perempuan mengurus rumah tangga. Berdasarkan hasil perhitungan Badan
Pusat Statistik bekerjasama dengan BAPPENAS dan UNDP, peranan tenaga kerja
perempuan di Provinsi Bali cenderung semakin besar. Hal ini ditunjukkan oleh
semakin besarmya Indeks Pembangunan Jender (IPT) dari 60,4 pada tahun 1999
menjadi 61,2 pada tahun 2002. Walaupun demikian, pemberdayaan tenaga kerja
perempuan di Provinsi Bali cenderung menurun. Hal ini ditunjukkan oleh semakin
kecilnya Indeks Pemberdayaan Jender (IDJI) dari 50,5 pada tabun 1999 menjad: 42,3
pada tahun 2002.

Pola pengambilan keputusan yang berlaku dalam suatu masyarakat sangat
erat kaitannya dengan adat istiadat, baik yang berupa norma-norma dalam masyarakat
atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan perorangan Pudjiwati Sajogyo (1984)
dalam Wiasti (2005) mengungkapkan, ada 5 tingkatan atau pola pengambilan
keputusan untuk setiap jenis keputusan dalam rumah tangga, yaitu (1)} keputusan
dibuat oleb istri sendiri tanpa melibatkan suami, (2) keputusan dibuat bersama oleh
suami-istri, tetapl pengaruh istri yang dominan, (3) keputusan dibuat bersama oleh
suami-istri dan tidak ada pengaruh yang dominan (setara), (4) keputusan dibuat
bersama oleh suami-istri, tetapi dengan pengaruh suami yang dominan dan (5)
keputusan yang dibuat oleh suami sendini.

Di Bali dengan pengaruh sistem parrilinial dan ajaran agama Hindu
menimbulkan adanya perbedaan kekuasaan suami istri dalam pengambilan keputusan.

Pola pengambilan keputusan ini dalam berbagai aktivitas rumah tangga
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dikelompokkan menjadi 6 bidang, yaitu : (1) bidang konsumsi, {2} bidang produksi,
(3) bidang keagamaan, (4) bidang pendidikan anak, (5) pembelian barang-barang
berharga dan (6) bidang kemasyarakatan/kegiatan sosial (Wiasti,2005),

Kegiatan yang termasuk dalam bidang produksi atau pekerjaan nafkah
adalah semua jenis pekerjaan yang bisa menghasilkan uwang, seperti bertani,
berdagang. pegawai dan sebagainya. Di Bali kekuasaan istri di dalam memutuskan
untuk bekerja nafkah cukup tinggi, bahkan dapat dikatakan setara dengan suami,
karena di Bali tidak dikenal dengan adanya perbedaan atau pembagian tugas dalam
bekerja nafkah. Perempuan wajib melakukan pekerjaan apapun yang bersifat halal,
tidak perduli pekerjaan itu kasar atau halus, berat atau ringan. Anggapan tersebut di
samping dipengaruhi oleh sistem patrilinial, juga karena agama Hindu yang
mengajarkan, bahwa kerja adalah dharma atau kebajikan, sehingga manusia {laki-laku
maupun perempuan) lebih baik bekerja apapun, yang penting halal daripada tidak
melakukan apa-apa (Wiasti, 2005). Hal ini dapat dibuktikan, bahwa secara histornis
keterlibatan perempuan Bali sudah dimulai semenjak manusia menguasai alam atau
mengenal sistem bercocok tanam, yaitu dengan bertani di sawah maupun di ladang.
Pekerjaan ini dilakukan oleh suami-istri, karena di Bali pekerjaan nafkah apapun
yang dilakukan oleh suami pasti selalu bersama-sama dengan istrinya. Di samping
itu, istri selain ibu rumah tangga, perempuan Bali sejak dulu sudah terlibat dalam
kegiatan ckonomi, yaitu dengan membuat minyak kelapa, menenun, menganyam
tikar pandan dan sebagainya dan sampai saat inipun keterlibatan perempuan Bali

dalam industn rumah tangga semakin banyak.
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Dalam tahun-tahun terakhir ini, telah terjadi kemajuan yang sangat pesat
dalam berbagai sektor kehidupan. Kemajuan itu meliputi bidang pendidikan, ilmu
pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, budaya dan politik. Hal tersebut
dikarenakan adanya pengaruh arus globalisast yang membawa perubahan yang sangat
besar dan menyeluruh.

FPada era globalisasi seperti sekarang ini, perempuan sebagal asset bangsa
tidak lagi hanya melakukan aktivitas di dalam rumah tangga atan melakukan
pekerjaan domestik seperti mengurus anak, memasak dan mengerjakan pekerjaan
rumah tangga lainnya. Pekerjaan perempuan dalam sektor domestik tersebut secara
ekonomis dipandang tidak menghasilkan uang. Akan tetapi, dengan adanya pengaruh
arus global yang melanda Bali khususnya, perempuan tidak lagi hanya mengerakan
pekerjaan rumah tangga atau sektor domestik, melainkan sudah merambah pekerjaan
ke sektor publik.

Dengan masuknya perempuan ke dunia kerja publik menghapus pandangan,
bahwa perempuan hanya cocok untuk melakukan pekerjaan pada sektor domestik.
Masuknya perempuan ke dunia kerja publik menunjukkan, bahwa perempuan juga
mampu setara dengan laki-laki. Setara di sini tidak berarti sama, tetapi apa yang
dilakukan oleh laki-laki dapat juga dilakukan oleh perempuan, sepertt direktur
perusahaan, ikut sertanya perempuan dalam organisasi politik, adanya perempuan
yang menjadi anggota legislatif, baik di tingkat kabupaten/kota, di tingkat provinsi
dan bahkan di tingkat pusat.

6.2 Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Kesejahteraan
Masvarakat,
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Perubahan struktur ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat. Hasil pengujian hipotesis sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 12 di halaman 230 seperti tertera pada Tabel 5.18 di halaman 147
menunjukkan, bahwa variabel perubahan struktur ekonomi memiliki pengaruh
signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan nilai
koefisien jalur sebesar -0,504 dan tingkat probabilitasnya sebesar 0,000. Hal ini
berarti, semakin berubah struktur ekonomi dari tradisional (pertaman) ke modermn
dengan indikator menurunnya kontribusi dan pertumbuhan nilai tambah sektor Primer
akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikator meningkatknya
pendapatan per kapita, tingkat pendidikan dan angka harapan hidup masyarakat. Hasi
int mendukung hipotesis kedua, bahwa perubahan struktur ekonomi berpengaruh
signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perubahan struktur ekonomi dianalisis dengan mengkaji kontribusi dan
pertumbuhan nilai tambah sektor primer di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali
dan tahun 1998-2005. Perubahan struktur ekonomi di Provinsi Bali bergeser dari
sektor Pritner ke sektor Tersier dan Sekunder. Rata-rata kontribusi sektor Primer di
Provinsi Bali dan tahun 1998-2005 sebesar 24,93% dan rata-rata pertumbuhan sektor
primer sebesar 3,91 %.

Kesejahteraan masyarakat merupakan keberhasilan dalam pembangunan
manusia melalui kondisi penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan
dan berketerampilan serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk hidup
layak. Kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan yang

cukup berasti. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator Indek Pembangunan
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Manusia (IPM) di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Rata-rata pendapatan per
kapita di Provinsi Bali dari tahun 1998-2005, sebesar Rp 3.291.756,.- sedangkan
tingkat perdidikan dan Angka Harapan Hidup Masyarakat di Provinsi Bali, masing-
masing rata-rata sebesar 6,77 tahun dan 69,89 tahun.

Dalam studi ini juga diperoleh koefisien jalur pengaruh tidak langsung
antara perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi
Bali. Artinya, bila struktur ekonomi menuju ke struktur non Primer, maka struktur
penyerapan tenaga kerja daerah akan menuju ke struktur non Primer dan
kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Proses tersebut terjadi disebabkan oleh
peningkatan pembangunan ekonomt di setiap dacrah, selanjutnya perubahan tersebut
akan menciptakan sejumlah kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja terjadi,
kemudian produktivitas meningkat diiningi dengan peningkatan pendapatan. Semakin
tinggi balas jasa yang diperoleh tenaga kerja dalam proses produksi pada gilirannya
akan meniagkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil temuan dalam studi in1 telah menjawab permasalahan ketiga, vaitu
apakah perubahan struktur ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan
masyarakat. Signifikansi pengaruh perubahan struktur ekonomi daerah terhadap
kesejahteraan masyarakat tersebut mengindikasikan, bahwa kemampuan masing-
masing clacrah kabupaten/kota dalam meningkatkan pembangunannya yang
dicerminkan oleh menurunnya kontribusi dan pertumbuhan nilai tambah sektor
primer akan mempunyai pengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Artinya, bila pembangunan di daerah ditingkatkan dan struktur ekonomi menuju ke

struktur non primer, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat,
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Hastl studi ini mendukung temuan Brata (2002), bahwa pembangunan
ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesepahteraan yang dindikasikan oleh
pembangtnan manusia. Selain itu hasil studi ini juga menguatkan temuan Mubyarto
(1993:64), yang menchti perbedaan pembangunan ckonomn Kalimantan Timur
dengan Riau, dan ditemukan, bahwa kemakmuran yang didasarkan pada tingkat
kemiskinan di Kalimantan Jimur adalah rendah, sehingga kesejahteraannya lebih
baik bila dibandingkan dengan Riau.

Penelitian i sejalan dengan hasii pepehtian Harmmm (1997), yang
menyimpulkan bahwa semakin bersifat industrial struktur ekononu suatu daerah
maka tingkat kesejahteraannya semakin tinggi. Hal ini dimungkinkan, karena terbuka
peluang vang lebih luas untuk bekerja di sektor non Primer yang memberikan tingkat
upah yang lebih tinggi.

Hasil studi ini tidak sejalan dengan pendapat Todaro (2000a:433), bahwa
pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa di
negara-negara sedang berkembang tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Hal ini disebabkan, karena turunnya kontribusi dan pertumbuhan sektor
pertanian tidak diikuti dengan penurunan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian
yang seunbang atau lebih cepat.

Perbedaan tingkat pembangunan daerah telah mengakibatkan tingkat
kesejahtcraan masvarakat akan berbeda pula. Temuan ini menguatkan penelitian
Meier (1976:7), bahwa pembangunan ekonomi suatu proses di mana pertumbuhan
ekonomi terus meningkat dalam kurun wakwu tertentu dengan didasarkan pada

kondisi jumlah kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak
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memburu<. Berdasarkan temuan tersebut juga mengindikasikan, bahwa hipotesis
dampak merembes ke bawah (fricfe down effect) telah terjadi dt Provinsi Ball, artinya
peningkatan pembangunan membawa kesejahicraan bagl masyarakat.

Hasil analisis faktor terhadap vanabel kesejahteraan masyarakat pada Tabel
5.16 d1 halaman 143 menunjukkan . bahwa variabel kescjahteraan masyarakat secara
signifikan ditentukan oleh indikator terbesar, yaitu tingkat pendidikan dengan /ouding
faktor 0,937 dukut oieh pendapatan per kapita dan Angka Harapan Hidup dengan
foading foktor masing-masing 0,825 dan 0,813, Berdasarkan hasil analisis tersebut
tingkat pendidikan menempati posisi terdepan sebagal penentu utama dan variabel
kesejahteraan masvarakat daerah . Tingkat pendidikan merupakan indikator dampak
di bidang pendidikan Dikatakan indikator dampak, karena angkanya mencerminkan
dari suatu investasi atau program pada tingkat masyarakat. Investasi yang difakukan
dapat berupa penyediaan sarana sekolah atau tenaga pengajar, selain juga program
peningkatan partisipasi pendidikan usia sekolah. Pembangunan di bidang pendidikan
bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Dengan berdasarkan pada hasi]
analists tersebut, maka jika tingkat pendidikan ditingkatkan, maka kesejahteraan
masyarakat akan meningkat pula.

Pendapatan per kapita merupakan dimens: pengukur urutan kedua dalam
kesejahteran masyarakat. Hasil temuan ini mempunyai makna, bahwa pendapatan per
kapita bukan penentu utama keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat
daerah. Telah jama disadan, bahwa pengukuran pendapatan per kapita mempunyai

kelemahan tersendin, karena tidak mencerminkan keadaan yang schbenarnya,
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mengingal sebagian besar penduduk menerima pendapatan riil jauh di bawah
pendapatan per kapita.

Berdasarkan dimensi harapan hidup yang merupakan urutan ketiga/terkecil
sebagai penentu kesejahteraan masyarakat juga merupakan indikator dampak dan
perbaikan tingkat kesehatan di kabupaten/kota. Artinya, semakin tinggi angka
harapan hidup, semakin tinggi tingkat kesehatan di daerah tersebut. Dengan
munculnya dua indikator sosial sebagai penentu terbesar variabel kesejahteraan
masyarakat di Provinsi Bali menunjukkan, bahwa perhatian pemerintah terhadap
indikator kesejahteraan non ekonomi juga mendapat porsi seimbang Temuan ini
mendukung temuan Sukimo (1976:20), bahwa perhitungan tingkat kesejahteraan
tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan per kapita semata, tetapi juga didasarkan
pada data yang tidak bersifat moneter.

Sejalan dengan hal tersebut, Provinsi Bali juga mengalami hal yang sama.
Bila dilihat dari PDRB per kapita menunjukkan angka yang cukup tinggi, namun
ukuran ini mempunyai bias tersendiri, karena disinyalir terjadi pelanan modal
(capital flight) keluar Bali. Hal ini diindikasikan dari perusahan-perusahan besar yang
beraktivitas di Provinsi ini adalah perusahaan Multi Nasional, oleh karenanya
pelarian modal akan mudah terjadi.

Implikasinya adalah dalam menectapkan kebijakan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, hendaknya diprioritaskan pada peningkatan pendidikan
penduduk Dengan maningkatnya pendidikan akan dapat memacu peningkatan
kualitas sumber daya manusia. Fasilitas dan potensi yang dimiliki untuk

pembangunan sumber daya manusia di setiap daerah hendaknya dapat dimanfaatkan
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guna pengembangan lebih lanjut. Di bidang ekonomi, penetapan upah minimum
kabupaten’kota hendaknya mencerminkan pemenuhan kebutuhan pekerja dan
keluarganya, di samping juga mempertahankan kemampuan pengusaha untuk tetap
dapat berproduksi.

6.3 Pengaruh Struktur Penyerapan T enaga Kerja Terhadap Kesejahteraan
Masyzarakat.

Hasil pengujian hipotesis sebagaimana tercantum dalam Lampiran 12 di
halaman 230 seperti tertera pada Tabet 5.18 di halaman 147 menunjukkan, bahwa
variabel struktur penyerapan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien jalur yang
diperoleh sebesar -0,390 dan tingkat probabilitasnya sebesar 0,000. Hal ini berarti,
semakin berubah struktur penyerapan tenaga kerja dari tradisional (pertanian) ke
modem dengan indikator menurunnya kontribusi dan pertumbuhan penyerapan
tenaga kerja sektor Primer, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan
indikator semakin meningkatnya pendapatan per kapita, tingkat pendidikan dan angka
harapan hidup masyarakat. Hasil ini mendukung hipotesis ketiga, bahwa struktur
penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pada hasil pengujian tersebut dapat dijelaskan, bahwa
menurunnya kontribusi dan pertumbuhan penyerapan dan tenaga kerja sektor primer
di Provinsi Bali telah mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tingkat
kescjahteraan masyarakat Provinsi Bali. Hal ini dapat dimengerti karena dalam
kenyataannya sektor primer dan sekunder peningkatannya sangat jauh tertinggal

dibandingkan dengan sektor tersier. Akibatnya tenaga kerja sektor primer pindah ke
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sektor tersier dengan harapan upah yang mereka terima lebih besar dibandingkan
dengan upah di sektor primer. Kondisi ini membawa konsekuensi pada kesejahteraan
hidup mereka vang lebih baik. Pada akhimya mudtiplier yang ditimbulkan dari
kegiatan tenaga kerja dalam perckonomian menjadi besar, Akibatnya kesejahteraan
masyarakat Provinsi Bali dapat dicapai secara maksimal.

Pemerintah setiap tabun atau sekali dalam dua tahun menetapkan upah
minimum untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota. Upah minimum ditetapkan
dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup minimum (KHM), kemampuan
perusahaan, upah minimum periode lalu dan tingkat inflasi. Berdasarkan acuan
penetapan upah minimum tersebut, maka daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali juga
menentukan upah minimum kabupaten/kota seperti terlihat pada Tabel 6.2. Tabel 6.2
menunjukkan, bahwa upah minimum tahun 2005 meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya. Upah minimum tertinggi di Bali pada tahun 2005 terdapat di Kabupaten
Badung, dukuti oleh Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli dan
Kabupaten lainnya sebesar Rp 447.500,- Kondisi tersebut sesuai dengan aktivitas
ekonomi di masing-masing kabupaten/kota, di mana Kabupaten Badung memiliki
aktivitas ckonomi yang lebih baik dibanding wilayah lainnya mengingat kabupaten
ini merupakan pusat pariwisata di Bali. Dengan demikian, bergesemya penyerapan
tenaga kerja dari sektor Primer ke sektor Sekunder dan Tersier, mampu menyerap
tenaga kerja yang signifikan dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Provinsi Bali secara signifikan.

Dalam era kemajuan teknologt dewasa ini, peran sumber daya berkualitas

Sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Pack, 1994).



Tabel 6.2
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BALT TARUN 2002-2005 (dalam Rp/Bln)
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1 | Jembrana 309.750 | 341.000 | 432650 455300
2 | Tabanan 309.750 341.000 425000 | 447500 |
3 |Badung 345.000 385.000 469000 | 506500 |
4 | Gianyar 320.600 345.000 | 446265 | 475.000 |
'S | Kitngkung | 309.750 341.000 425.000 447500
6 |Bangli | 309750 | 341000 | 425000 | 450.000 |
7 | Karangasem | 309.750 | 341000 | 425000 | 447.500 |
8" | Buleleng 309.750 | 341.000 425.000 447500
9 | Denpasar 345.000 ] 385,000 465.000 500.000
Prov. Bali 309.750 ) 341.000 425000 | 447500 |

Sumber : Dinas Te

naga Kerja Provinsi Bali, 2006

Hal 1ni juga diperjelas dengan skema vang diuraikan oleh Thomas (2000;XXVII) di

halaman 70 tentang alur kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kesejahteraan dapat

dicapai melalw peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonom

dapat dicapai melalui interaksi dari faktor-faktor produksi. Terkait dengan faktor

produksi tenaga kerja, maka tenaga kerja yang berkualitas merupakan faktor penting

guna mencapai pertumbuban ekonom: yang tinggi.

Hal im1 sejalan dengan pendapat Tambunan (2003:73), bahwa tingkat

pembangunan/industriahisasi vang lebih tinggl menyebabkan laju pertumbuhan ourpur

di seitor jasa akan lebih pesat dibandingkan di sektor-sektor ekonomi lainnya yang

selanjutva mendorong pendapatan yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan

masyarakat.
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Dengan demikian dapat diindikasikan, bahwa selama kurun wakiu
penelitian (1998-2005) di Provinsi Bali, jika terjadi perubahan struktur penyerapan
tenaga kera menuju ke struktur yang lebih modern yang didominasi oleh sektor-
sektor non Primer, maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, demikian
pula sebaliknya jika struktur penyerapan tenaga kerja menuju ke struktur Primer,
maka kescjahteraan masyarakat semakin menurun,

Berdasarkan hasil temuan studi tersebut, pembangunan ekonomi harus dapat
menjamin  meningkatnya produktivitas dan pendapatan melalui penciptaan
kesempatan kerja. Kemampuan setiap daerah dalam menciptakan perluasan
kesempatan kerja akan memberikan dampak positif bagi penyerapan fenaga kera di
setiap daerah. Angkatan kerja yang bekerja akan mendapatkan upah, di mana upah
tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya,
sehingga kesejahteraan semakin meningkat. Temuan ini mendukung temuan Todaro
(2000a : 280), bahwa kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan
memberiken pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya. Sejalan dengan hal tersebut
hasil studi ini juga menguatkan temuan Sumodiningrat (2001 : 13) yang mengatakan,
bahwa kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkamya konsumsi
yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan.

Hasil studi ini sejalan dengan penelitian Sarwoprasodjo (1995) yang
menunjukkan, bahwa provinsi dengan persentase penyerapan tenaga kena sektor
pertanian rendah cenderung mempunyai tingkat kesejahteraan sosial yang relatif
tinggi dibandingkan dengan provinsi dengan persentase serapan tenaga kerja sektor

pertanian tinggi. Hal ini berarti, bahwa semakin kecil persentase penduduk yang
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bekerja di sektor pertanian, semakin meningkat kesejahteraan penduduk di provinsi
tersebut.

Hasil studi imi sejalan dengan hasil penelitian BPS Provinsi Bali yang
bekerja sama dengan BAPPEDA Provinsi Bali (1999) menyimpulkan, bahwa
peningkatan parfisipasi angkatan kerja akan menyebabkan produktivitas tenaga kerja
meningkat yang selanjutnya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Di
samping itu, perubahan struktur penyerapan tenaga kerja dapat berpengaruh terhadap
kesejahteraan masyarakat. Pergeseran kegiatan masyarakat dan sektor tradisional ke
sektor modemn, cenderung memingkatkan pendapatan per kapita masyarakat yang
selanjutnya dapat berpengarnh pada kesehatan mereka.

Hasil stud:t ini menolak pendapat Todaro (2000a:433), bahwa pergeseran
struktur elonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa di negara-negara
yang sedang berkembang akan menimbulkan masalah, karena turunnya kontnbusi
dan perturnbuhan sektor pertanian tidak diikuti dengan penurunan penyerapan tenaga
kerja sektor pertanian yang seimbang atau lebih cepat.

Mengingat adanya disparitas pembangunan ekonomi antar daerah di
Provinsi Bali, maka penentuan upah akan disesuaikan dengan kondist dan masing-
masing daerah agar pengupayaan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk dapat
terpenuhi. Kontribusi dari dimensi upah minimum kabupaten/kota sebagai penentu
tingkat kesejahteraan sosial ekonomi mempunyai makna, bahwa bila upah minimum
kabupater/kota ditingkatkan, maka kesejahteraan masyarakat meningkat pula.

Proses peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi yang dikaitkan dengan

upah minimum kabupaten/kota adalah, bahwa pada pnnsipnya sistem pengupahan
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haruslah mencakup fungsi sosial dan ekonomi. Fungsi sosial mempunyai makna
bahwa upzh yang diberikan mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan
keluarganya, sedangkan fungsi ekonomi adalah mencerminkan pemberian imbalan
terhadap hasil kerja seseorang dan memuat pemberian insentif yang mendorong
peningkatan produktivitas. Dengan meningkatnya pendapatan yang diperoleh dari
upah vang diterima oleh pekerja, maka kemampuan masyarakat untuk membiayai
kebutuhar. hidup, kesehatan dan pendidikan menjadi lebih tinggi.

Permintaan terhadap faktor produksi tenaga kerja yang semakin meningkat
di setiap daerah, sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan ekonomi,
sechingga dapat menampung banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Dengan demikian
tenaga kerja yang menganggur atau setengah menganggur akan terserap di seluruh
sektor ekonomi,

Kontribusi penyerapan tenaga kerja di daerah vang tinggi menggambarkan,
bahwa angkatan kerja di tiap kabupaten/kota yang dilibatkan dalam kegiatan produksi
pada setiap sektor. Keterlibatan angkatan kerja akan menambah kemampuan produksi
dan mengurangi tingkat pengangguran di daerah. Demikian pula sebaliknya, bila
kontribus: penyerapan tenaga kerja dacrah rendah mengindikasikan, bahwa
keterlibatan angkatan kerja kurang dalam aktivitas ekonomi, sehingga tingkat
pengangguran tinggi. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja daerah diindikasikan
pula sebagai salah satu penentu dar struktur penyerapan tenaga kerja, artinya bila
pertumbuban penyerapan tenaga kerja sektor non primer meningkat, maka struktur
penyerapan tenaga kerja akan berubah menuju ke struktur non Primer dan selanjutnya

akan mendorong peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan upah/pendapatan.
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Secara teoritis permintaan pengusaha atas tenaga kerja, karena sescorang
tersebut membantu untuk memproduksikan barang dan jasa untuk dijual kepada
masyarakat konsumen. Dengan demikian, pertambahan permintaan pengusaha
terhadap tenaga kerja, tergantung dari permintaan masyarakat terhadap barang yang
diproduksinya. Sejalan dengan hal tersebut, Bellante dan Jackson (1983 : 25)
menjelaskan, bahwa sehubungan dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adaiah
hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh
majikan untuk dipekerjakan secara khusus. Selain itu berdasarkan fungsi permintaan
perusahaan akan tenaga kerja dengan asumsi, bahwa setiap produsen selalu berusaha
memaksirnalkan profit, maka dasar pertimbangan yang dipergunakan seorang
pengusaha untuk menambah atau mengurangi jumlah tenaga kerja adalah bila
marginal revenue lebih besar dari marginal cost. Hal ini akan terus berlangsung
selama marginal revenue lebih besar dari upah yang diberikan kepada tenaga kerja
(marginal cost). Artinya permintaan akan tenaga kerja terjadi bila permintaan akan
barang dan jasa meningkat atau marginal revenue pengusaha lebih besar dari
marginal cost.

Dalam kerangka makro ekonomi, laju pertumbuhan kesempatan kerja dapat
dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain laju pertumbuhan
ekonomi akan mempengaruhi laju kesempatan kerja. Elastisitas kesempatan kerja
yang tinggi berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan
kerja yang lebih tinggi, begitu pula sebaliknya. Nilai pertumbuhan tenaga kerja sektor
Primer relatif kecil, bahkan negatif. Hal ini mempunyai makna, bahwa laju

pertumbuhan sektor primer belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih
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luas, sehingga penyerapan tenaga kerja juga kecil. Kondisi ini memberikan indikasi,
bahwa perluasan usaha lebih mengarah pada padat modal (capital intensive), bukan
padat karva (labor infensive).

|mplikasi  kebijakan pembangunan ketenagakerjaan yang perlu
dilaksanaxan, hendaknya lebih diprioritaskan pada perluasan kesempatan kerja.
Dengan adanya perluasan kesempatan kerja diharapkan dapat meningkatkan
produktivitas dan pendapatan pekerja, di samping itu penentuan upab disesuaikan
dengan kondisi masing-masing daerah, agar kebutuhan dasar penduduk dapat
terpenuhi

6.4 Pengaruh Perubahan Peruntukan Lahan Terhadap Struktur Penyerapan
Tenaga Kerja.

Lahan atau tanah merupakan komoditi yang memiliki nilai strategis dalam
pembangunan. Peruntukan lahan yang sesuai dengan konsep tata ruang wilayah akan
berdampzk pada kelangsungan pembangunan itu sendin. Sebaliknya peruntukan
lahan yang tidak sesuai dengan konsep tata ruang wilayah akan berdampak pada
ketidakseimbangan alam dan lingkungan. Secara ekonomis, persediaan lahan bersifat
tetap, sedangkan permintaannya terus tumbuh dengan cepat terutama di sckitar
wilayah perkotaan. Pertumbuhan kebutuhan lahan tersebut didorong oleh
pertambahan penduduk, pendapatan dan tingkat migrasi penduduk yang berasal dani
wilayah lain maupun wilayah hinterland kota-kota sckitarnya. Interaksi antara
permintaan dan penawaran lahan akan menghasilkan pola tata guna lahan yang
mengarah pada aktivitas paling menguntungkan yang menyebabkan harga lahan

makin meningkat (Anwar, 1993).
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Selama setahun (2004-2005) terdapat beberapa perubahan peruntukan lahan di Bali,
seperti disajikan pada Tabel 6.3. Lahan pertanian (primer) secara keseluruhan
mengalami pengurangan seiuas 4.571,54 ha. atau 1,36 %. Lahan sawah berkurang
seluas 4.77292 ha. atau sebesar 5,35% dan lahan perkebunan berkurang scluas
24 941,33 ha , sedangkan lahan kebun campuran dan tegalan mengalamu peningkatan,
masing-masing seluas 10.685,13 ha dan 14.457,58 ha. Scdangkan pcruntukan iahan
yang mengalami peningkatan dan tahun 2004-2005 adalah pemukiman seluas
8.003,97 ha (23,89%), bahkan alih fungsi lahan untuk industoi meningkat tajam seluas
234,63 he (10.113,36%). Kondisi ini akan menyebabkan Kkontribusi penyerapan
tenaga lerja akan bergeser dan sektor pertanian (primer) mengarah ke sektor
tersier dan sekunder. Rata-rata kontribusi penyerapan tenaga
kerja sektor Primer dari tahun 2004-2005 turun dari 34,41% menjadi 34,25% dan

Tabel 6.3

PERUBAHAN PERUNTUKAN LAHAN DI BALIX
TAHUN 2004-2005

2004 1 2005 Perubahan
No. Penggunaan Lahan (Ha} | (Ha) (Ha) (%)
1. | Lahan Pertanian 336.172,73 331.601,19 4.571,54 -1,36
a. Persawahan 89.165,92 84.393,00 4.772,92 -5,35
b. Perkebunan 131.948 53 107.007,20 | -24.941,33 -18,90
c. Kebun Campuran 35314,72 45.999 85 10.685,13 30,26
i d. Tenah Kering/Tepalan 79.743,56 94.201,14 i4.457,58 18,13 |
2. | Permukiman 33.503,40 4150737 |  8.003,97 23,89 |
3. | Industri 2,32 236,95 234,63 | 10.113,36
4. | Hutan 125.149,00 116.204,37 -8.944 63 7,15
S. | Semzk Belukar/Alang-Alang 7.936,86 37250,57 29.313,71 369,34
|| Padang Rumput
| 6. | Tanah Kosong,Rusak/Tandus 43.070,00 | 2852204 | -14.547,96 -33,78
7. | Perairan Darat, Lain-Lain 17.831,6% 8.343,51 -9.488,18 53,21
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bahkan raia-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor Primer negatif dan
menurun dari -0,50% menjadi -2,36%, seperti tampak pada Tabel 5.9 di halaman 135.

Hasil studi ini menguatkan teori dua sektor Lewis dan Ranis-Fe1 (Sukirno,
1994:65) clan Hakim {2002:95), bahwa pada saat sektor pertanian (primer) mengalami
kemunduran akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka terjadi kelebihan suplai
tenaga kenja di sektor pertanian, sehingga tingkat hidup masyarakainya berada pada
kondisi subsistence akibat perekonomian yang sifatnya juga subsistence. Kelebihan
suplai tenaga kerja ini ditandai dengan produk marjinalnya nilainya nol dan tingkat
upah riil rendah. Dengan adanya perbedaan upah di pertanian/di perdesaan dengan
industri/perkotaan, kemudian dipicu oleh alih fungsi lahan secara besar-besaran dari
pertanian ke non pertanian, khasusnya industri dalam arti luas, maka tenaga kerja
sektor Primer yang tidak produktif akan beralih ke sektor industri (sekunder) menjadi
tenaga kerja vang lebih produktif, maka terjadilah suatu proses migrasi dan
urbanisasi. Dalam jangka panjang, dengan terjadinya alih fungsi lahan secara terus
menerus, akan mendorong bergesernya struktur penyerapan tenaga kerja dari sektor
Primer ke sektor Tersier dan Sekunder,

6.5 Jenis Teknologi yang Dipakai Dalam Kegiatan Sosial Ekonemi

Dalam perekonomian modern, setiap produsen selalu berusaha
mengembangkan teknologi. Untuk memastikan agar usahanya selalu dapat bersaing
dengan perusahaan lain, maka setiap produsen selalu berusaha mengembangkan
teknolog dan melakukan inovast. Salah satu twjuannya adalah untuk memperbaiki

efisiensi produksi dan ini akan meningkatkan produktivitas kegiatan produksi secara

agregat.
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Kemajuan teknologt mempunyal dampak vang mendua terhadap permintaan
faktor produksi. Dalam arti, kemajuan teknologi dapat menambah atau mengurangi
permintaan terhadap faktor produksi. Jika kemajuan teknologi meningkatkan
produktivitas, maka permintaan terhadap faktor produksi meningkat. Kemajuan
teknologi yang bersifat padat modal akan meningkatkan produktivitas barang modal
sehingga permintaan barang modal meningkat. Scbaliknya kemajuan tersebut
menurunkan permintaan terhadap tenaga kerja, bila hubungan keduanya substitutif,

Scktor modem tidak sedikit yang mengimpor teknologi dari luar negeri.
Teknologi impor yang digunakan dalam sektor modern tersebut bersifat hemat tenaga
kerja (labor saving), dimana secara relatif modal lebih banyak digunakan. Artinya,
rasio output per tenaga kerja merupakan fungsi dari rasio modal per tenaga kerja.
Sedangkan di negara yang sedang berkembang yang lebih bertumpu di sektor
tradisional terjadi sebaliknya. Hal in1 disebabkan oleh rasio modal-tenaga kerja relatif
rendah alabat bertambahnya penduduk dan angkatan kerja dan sulitnya mendapatkan
tabungan yang cukup untuk memperoleh sejumlah investasi akibat rendahnya
pendapatan per kapita yang membuat kecenderungan marginal menabung rendah
(Jhingan, 1999:421).

Hicks dalam Lindauver (1971:152), mengklasifikasikan kemajuan teknologi
berdasarkian pengaruhnya terhadap kombinasi faktor produksi. Bila kemajuan
teknologi mengakibatkan porst penggunaan barang modal cenderung menjadi lebih
besar dibandingkan tenaga kerja, disebut teknologi padat modal (capital using atau
capital intensive). Sebaliknya, jika menyebabkan porsi penggunaan tenaga kena

cenderurig menjadi lebih besar, disebut teknologi padat karya (labor using atau labor
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intensive). Jka tidak mengubah porsi (rasio faktor produksi tetap), disebut teknologi
netral (neutral technology).

Periode tahun 1985 hingga tahun 2005 perbandingan modal-tenaga kerja
(C/L) dalan kegiatan sosial ekonomi di Provinsi Bali cenderung meningkat
(Lampiran 21 halaman 238). Pada tahun 1985 rasio modal-tenaga kerja (C/L) sebesar
Rp 0,00018 milyar dan meningkat pada tahun 2005 menjadi Rp 0,00111 milyar.
Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam kegiatan sosial ekonomi di
Provinsi Bali pada umumnya cenderung menggunakan teknologi kearah padat modal
(capital intensive). Kondisi ini disebabkan, karena sangat dominannya peran sektor
pariwisata dalam perekonomian Bali, schingga investasi sangat terkonsentrasi di
sektor pariwisata yang cenderung menggunakan teknologi padat modal (capital
intensive) Hal ini terjadi mengingat perekonomian Bali dibangun dengan
mengandalkan industri pariwisata sebagai leading sector. Perbandingan C/L di

Provinsi Bali dari tahun 1985, 1990, 1995, 2000 dan 2005 seperti tampak pada Tabel

6.4.
Tabel 6.4
PERBANDINGAN C/L DI PROVINSI BALI
TAHUN 1985, 1990, 1995, 2000 DAN 2005
Tahun | Jumiah Kapital (C) | Jumlah Tenaga Kerja (L) C/L [
(Rp Milyar) (Orang) (Rp Milyar)
1085 228,76 1240915 0.00018
19%0 710,56 1352.057 0.00053
1995 1.038.20 1.603.993 0.00065
2000 1.132,77 1.712.944 0.00066
2005 7.164,02 1.945.595 0.00111




BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif, serta pembahasan yang

telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai benkut ;

1.

Perubahan struktur ekonomi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap
struktur penyerapan tenaga kerja. Hasil studi ini telah menjawab rumusan masalah
pertama dan membuktikan hipotesis pertama yang telah dikemukakan
sebelumnya. Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa pergeseran struktur
ckonomi menusut nilai tambah dari sektor primer ke sektor tersier dan sekunder
akan menyebabkan pergeseran penyerapan tenaga kerja manganut pola yang
sama. Semakin cepat perubahan struktur ekonomi daerah meouwju ke struktur non
primer, akan menyebabkan pergeseran struktur penyerapan tenaga kerja sektoral
semakin cepat menwu ke struktur non primer. Temuan studi ini sejalan dengan
teori dua sektor Lewis dan Ranis-Fei dalam Sukimo (1994:65) dan Hakim
(2002:95), bahwa secara historis proses pembangunan ekonomi diberbagai
belahan dunia bertumpu pada pengalihan aktivitas ekonomi secara
berkesmambungan, baik itu terjadi antar uegara, antar wilayah, maupun antar
sektor, Kesempatan kerja terbuka pada saat sektor tersier dan sektor sekunder
mulai berkembang, sementara sektor primer mengalamt kemunduran. Surplus
tenaga kerja vang tidak produktif di sektor primer berpindah ke sektor tersier dan

sekunder, dimana mereka menjadi tenaga kerja vang lebih produktif.
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2. Perubahan struktur ekonomi tidak berpengaruh langsung dan signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat. Hasil studi telah menjawab rumusan masalah kedua
dan membuktikan hasil hipotesis kedua yang telah dikemukakan sebelumnya.
Kenyataan ini membuktikan, bahwa cepat tidaknya perubahan struktur ekonomi
akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengaruh negatif
menunjukkan, bila perubahan struktur ekonomi menurut nilai tambah menuju ke
struktur ekonomi non primer, maka kesejahteraan masyarakat meningkat. Temuan
ini sesuai dengan redefinisi pembangunan pada tahun 70-an, dimana dalam
pembangunan ekonomi berupaya meniadakan atau setidaknya mengurangi
kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Dalam kaitannya dengan hal ini
Seers {1973:112) merujuk pada tiga sasaran pembangunan, yaitu kemiskinan,
pengar.gguran dan ketimpangan pendapatan.

3. Struktur penyerapan tenaga kerja daerah berpengaruh langsung dan signifikan
terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil studi ini telah menjawab rumusan
masaleh ketiga dan membuktikan hipotesis ketiga yang telah dikemukakan
sebelumnya. Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa struktur penyerapan
tenaga kerja yang menuju ke struktur non primer dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di daerah. Temuan studi ini sejalan dengan pendapat
Todara (2000a:20), bahwa kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan
memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya. Jika Kesejahteraan
tersebut ingin terus ditingkatkan, maka setiap daerah di Provinsi Bali harus
memperhatikan perkembangan ekonomi dan kaitannya dengan struktur

penyerapan tenaga kerja daerah.
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4. Perubahan peruntukan lahan berpengarun posilli lCrHAUAD SUUKLUL PCilyTlapais

tenaga kerja. ?{asil studi ini telah menjawab rumusan masalah ke empat. Hal ini

terjadi karenél adanya pergeseran dalam peruntukan laban dari sektor primer
me}ngarah ke 'Sektor tersier dan sekunder. Temuan studi im1 menguatkan teori dua
sektor Lewis dan Ranis-Fei (Sukirno, 1994:65) dan Hakim (2002:95), bahwa pada
saaf;t sektor nion primer mulai berkembang (sektor sekunder) yang membawa

,koésekwensi I logis terjadinya alih fungsi lahan, maka sektor primer akan

'mengalami k:tclebihan tenaga kerja yang tidak produktif yang selanjutnya
berpindah ke sektor industri (sekunder), dimana mereka menjadi tenaga kerja
yang lebih pr@duktif.

5. Da]lam k;egiaiutan sosial ekonomi di Provinsi Bali, terjadi kecenderungan
megningkatnyzi perbandingan modal/tenaga kerja (capital/labor ratio). Kondisi ini
menunjukkan, bahwa teknologi yang dipakai dalam kegiatan sosial ekonomi di
Provinsi ﬁBalié termasuk jenis teknologi padat modal {capital intensive). Kondisi
ini;i disebabk%n, karena sangat dominannya peran sektor pariwisata dalam
per!ekonomiar{i Bali, sehingga investasi sangat terkonsentrasi di sektor pariwisata
yang wn«iemg menggunakan teknologi padat modal (capital intensive).Hal ini
terjadi mengﬁlgat perekonomian Bali dibangun dengan mengandalkan industni

paléiwisam sel:;agai leading sector.

6. Korfldisi di Provinsi Bali tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Fisher
dan Clark (Miernyk, 1971:555-557), tentang transformasi sektoral berdasarkan

perinyerap‘m qienaga kerja. Menurut teori Fisher dan Clark, seiring dengan
i

: bcriialam]ya v{'aktu, dalam proses pembangunan akan diikuti dengan penurunan
. |
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jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor primer dan terjadinya peningkatan
dalam penyerapan tenaga kerja di sektor sekunder dan tersier. Sedangkan yang
terjadi i Provinsi Bali, berdasarkan transisi/perubahan ekonomi pada kelompok
sektoral telah terjadi lompatan yang sama dengan yang terjadi di Jawa Timur
(Zadjuli, 1986). Hal ini ditunjukkan oleh penyerapan tenaga kerja sektor primer
terus menurun yang diikuti oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor
tersier dan sekunder. Hasil studi ini tidak sejalan dengan pendapat Todaro
(2000a.433), bahwa pergeseran struktur ekonomi dari sektor Primer ke sektor
Sekuncer dan Tersier di negara-negara yang sedang berkembang akan
menurunkan kesejahteraan masyarakat, karena turunnya Kkontribusi dan
pertumbuhan nilai tambah sektor Primer tidak diikuti dengan penurunan
penyerapan tenaga kerja sektor Primer yang seimbang atau lebih cepat.
Kondisi di Provinsi Bali terjadi sebaliknya, dimana dengan pesatnya
pembaigunan di daerah Bali yang diindikasikan oleh bergesernya struktur
ekonorni menuju ke struktur non Primer, maka kesejahteraan masyarakat Bali
semakin meningkat. Berdasarkan hasil studi dapat dijelaskan, bahwa walaupun
menurnnnya kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor Primer di Provinsi Bali
Jebih lambat dibandingkan menurunnya kontribusi sektor Primer, namun telah
mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan
masya-akat di Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan, bahwa dari sudut pandang
makro, sifat usaha dari sektor non Primer, khususnya sektor Tersier secara umum
bersifat padat modal (capital intensive). Hal ini dapat dimengerti, karena di

Provinsi Bali dalam kenyataannya sektor Primer dan Sekunder peningkatannya
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sangat ‘auh tertinggal dibandingkan dengan scktor Tersier. Akibatnya, tenaga
kerja scktor Primer pindah ke sektor Tersier dengan upah yang mercka terima
lebih besar dibandingkan dengan upah di sektor Primer. Kondisi ini membawa
konsekuenst pada kesejahteraan hidup mereka yang lebih baik. Pada akhirnya.
multiplier vang ditimbulkan dart kegiatan tenaga kerja dalam perckonomian
menjadi besar. Akibatnya, kescjahteraan masyarakat Provinsi Bali dapat dicapa
secara maksimal. Berdasarkan temuan tersebut juga mengindikasikan, bahwa
hipotesis dampak merembes ke bawah (trickle down effect) telah terjadi di
Provinsi Bali. Artinya, peningkatan pembangunan di Provinsi Bali telah mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.

Temuan studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau acuan
pemerintah, khususnya Pemda Bali untuk mengeloia perencanaan pembangunan
di masa vang akan datang. Hal ini sangat strategis, mengingat pembangunan
vang dilaksanakan selama ini ternvata didasarkan atas paradigma pembangunan
vang growth oriented yang hanyva mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta
tidak ciimbangi dengan membenahi secara proporsional kehidupan sosial, politik,
ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Kebijakan perencanaan pembangunan
daerah provinsi maupun daerah kabupater/kota belum sepenuhnya mengarah
kepada pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah,
terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan
ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan,
berbasis pada sumber daya lokal dan sumber daya manusia yang produktif,

mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Belum
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ada pemahaman dan penerapan konsep jender dalam kehidupan berkeluarga,
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk menunjukkan keadilan dan
kesetaraan jender atau kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dan
perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Kondisi ini ditunjukkan oleh
kebijakan perencanaan pembangunan daerah provinsi yang belum sepenuhnya
terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah kabupaten/kota dalam upaya
mengurangi ketimpangan struktur ekonomi antar daerah.

Kesimpulan umum dan studi im1 adalah secara simultan perubahan struktur
ekonomi berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap struktur
penyerapan tenaga kerja sektoral dan terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi
terhadap kesejahteraan masyarakat berpengaruh secara tidak langsung. Dengan
analisis jalur dapat diketahui, bahwa perubahan struktur ekonomi berpengaruh
secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui struktur

penyeripan tenaga kerja sektoral.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil studi yang diperoleh, diajukan beberapa saran yang

diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan perbaikan, terutama untuk studi

dalam kajian dan permasalahan yang sama, sebagai berikut :

l.

Adanya kesenjangan antar kelompok masyarakat, antar sektor, antar wilayah di
Provinsi Bali hendaknya dikembangkan potensi ekonomi yang memiliki
keunggulan kompetitif dalam era globalisasi dengan melakukan perubahan
fundariental dalam arah pengembangan ekonomi Bali. Strategi pembangunan

sektoral tidak lagli menempatkan pariwisata sebagat leading sector dalam arah
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pet’pbanglmaﬁé Bali ke depan, tetapi menempatkan pertanian, industri pengolahan,
se&a perd.agahgan, hote] dan restoran sebagai sektor yang perlu dikembangkan
secara lebih seimbang dan lebih terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya.

. Secara umuni keglatan sosial ekonomi di Provinsi Bali akan makin bersifat

L "! ““““ AT o ] e —a A -
h .

me;langaxli peralatan produksi yang terus mengalami kemajuan di Bidang
teknologi tersebut. Untuk itu, sistem pemdidikan ke arah itu perlu segera
memperoleh Iésenanganan.

. Di]}serlukzm kgiebijakan yang mengarah kepada penyebaran industri kecil dan
keriajinan, kgususnya yang memproses hasil pertanian yang mendukung
perkembangan sektor pertanian lebih lanjut secara lebih merata di semua
kal?upatenfko:}a, sehingga akan memungkinkan dipakainya teknologi yang dapat

r

| dikiendalikan goleh masyarakat setempat sesual dengan sumber daya dan potensi
bal;an baku )::Iang tersedia di lingkungan sekelilingnya. Selain itu, migrasi dari
desa ke kota (rural-urban migration) juga akan terhambat laju perkembangannya.
. Pemngkatan mvestasn modal dalam berbagai sektor yang banyak menyerap tenaga
kelja perlu :mendapatkan perhatian. Khusus untuk daerah kabupaten/kota,
1mpllk351. kebljakan ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan mengembangkan
sektor primei' karena berdasarkan data yang ada sektor ini masih dominan
menyerap ten'aga kerja. Dalam upaya mengembangkan sektor primer, maka harus
terkalt c!engfin pembangunan pedesaan, yang selama ini cukup ketinggalan

| dlljandlﬂgkﬂﬂ% dengan pembangunan perkotaan. Ini kemudian harus didukung oleh

pengembangd!n industri pengolahan yang berbasis pertanian, agar mampu menarik
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kelebihan tenaga kerja di sektor primer, atau menciptakan off-farm employment.
Insentif vang diberikan oleh pemerintah adalah yang rarnah pasar dan lingkungan.
]_)a]am pengeémbangan ndustrt ke depan, harus sudah direncanakan pola
pengembangannya, vakni di kawasan tradisional tetap didukung pengembangan
industri kecil dan kerajinan yang berbasis ekonomi kerakyatan, sedangkan di

kawasan industri yang dicanangkan oleh lata Ruang, dikembangkan industri

menengah dan besar yang bertcknologi madya ramah lingkungan, dan terlebih
dahulu  didukung dengan penyediaan infrastruktur  yang mendukung.
Pengembangan pariwisata ke depan harus lebith menekankan pada peningkatan
kualitas cibandingkan kuantitas, dan bersifat partisipatif melalui paradigma
Pembangunan Pariwisata Kerakyatan Berkelanjutan (Sustainable Community
Tourism Development). D1 samping itu, penggunaan teknologi dalam proses
produksi barang dan jasa hendaknya dapat disesuaikan dengan kondisi
ket?nagak erjajzan di Provinsi Bali.

Str%ategi eksogen diperlukan dalam kaitan menciptakan iklim yang kondusif agar
investasi 1t bidang infrastruktur ekonomi, yaitu transportasi darat, laut dan udara,
listrik, air minum dan telepon dapat ditingkatkan. Pengkajian interregional
prcjivinsi {ialarp negeri maupun luar negeri perlu dilakukan dalam upaya mencari
ket!erkaitalan EIl‘:cdepan dan atau kebelakang secara terpadu, baik untuk aspek
produksi dan.konsumsi secara lintas regional maupun lintas negara. Hendaknya
perhbang‘man; sosial juga perlu ditingkatkan seiring dengan pembangunan

ek(:momi. Hal tersebut meliputi pembangunan sarana pendidikan, ketersediaan
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guru dan sarana kesehatan Semuanya perlu ditingkatkan, baik pembangunan
fisiknya maupun kualitas pelayanannya.

Y e avannlean anatu ctratem vang
tepat untuk mempennudah dan memperccpat terwujudnya keadilan (Ei

kesetarazn jender. Dengan pengarusutamaan jender itu pemerintah dapat bekerja
secara lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik
yang adil dan responsif jender kepada selurub lapisan masyarakat, baik laki-laki
maupun perempuan. Dengan strategi itu juga, program pembangunan yang akan
dilaksanakan akan menjadi lebih sensitif atau responsif jender. Selanjutnya hal ini
pada gilirannya akan mampu menegakkan hak-hak dan kewajiban laki-laki dan
perempuan atas kesempatan yang sama dan penghargaan yang sama di
masyarakat.

. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan mode! dengan
menambahkan variabel dan menggunakan indikator lain, schingga dapat
digunakan sebagai acuan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah di

masa yang akan datang,
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